BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 52 serta Pasal
116 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Maros Tahun
2023-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengembangan
Ekonomi Marusu Tahun 2025- 2044;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Maros Di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7072);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Menetapkan:

10.

11.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 322);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU
TAHUN 2025-2044.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Bupati adalah Bupati Maros.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten
dalam wilayah kerja kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur
Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR.

Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang
dilengkapi dengan PZ kabupaten.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian
dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan
atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di
dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah
bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan,
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau
yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan
yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona
peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:



a.tujuan penataan WP;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e.PZ; dan

f. kelembagaan.

Bagian kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Delineasi WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu ditetapkan
sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan
luas 3.772,62 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam dua)
hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2)

(3)

(4)

a.

c.
d.

sebelah utara berbatasan dengan Desa Nisombalia dan Desa
Abbulosibatang di Kecamatan Marusu, Desa Borimasunggu dan
Desa Borikamase di Kecamatan Maros Baru;

sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Hasanuddin di
Kecamatan Mandai, Desa Tellumpoccoe di Kecamatan Marusu, dan
Kelurahan Taroada di Kecamatan Turikale;

sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar; dan

sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Untia, Kelurahan
Bulurokeng, dan Kelurahan Sudiang di Kecamatan Biringkanaya.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.

S 0 o0

sebagian Kelurahan Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
sebagian Desa Abbulosibatang di Kecamatan Marusu;
sebagian Desa Bonto Mate’ne di Kecamatan Marusu,;
seluruh Desa Ma’rumpa di Kecamatan Marusu;

sebagian Desa Tellumpoccoe di Kecamatan Marusu,;
sebagian Desa Nisombalia di Kecamatan Marusu,;
seluruh Desa Pabbentengang di Kecamatan Marusu; dan
seluruh Desa Temmapaduae di Kecamatan Marusu.

Del1neas1 WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5
(lima) SWP terdiri atas:

a.

SWP III.A mencakup sebagian Desa Abbulosibatang, sebagian Desa
Bonto Mate'ne, sebagian Desa Ma'rumpa, sebagian Desa Nisombalia,
sebagian Desa Pabbentengang, sebagian Desa Tellumpoccoe, dan
sebagian Desa Temmapaduae terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok
[II.A.2;

SWP III.B mencakup sebagian Desa Bonto Mate'ne, sebagian Desa
Ma'rumpa, sebagian Desa Tellumpoccoe, sebagian Desa
Temmapaduae, dan sebagian Kelurahan Hasanuddin terdiri atas
Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;

SWP III.C mencakup sebagian Desa Abbulosibatang, sebagian Desa
Bonto Mate'ne, sebagian Desa Nisombalia, sebagian Desa
Pabbentengang, dan sebagian Desa Tellumpoccoe terdiri atas Blok
III.C.1 dan Blok III.C.2; dan



d. SWP III.D mencakup sebagian Desa Nisombalia, sebagian Desa
Pabbentengang, dan sebagian Desa Temmapaduae terdiri atas Blok
[II.D.1 dan Blok III.D.2.

(5) Delineasi WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Delineasi Wilayah
Perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Pengembangan Ekonomi
Marusu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta
Pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP
Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi baru metropolitan mamminasata (Makassar, Maros,
Sungguminasa, dan Takalar) yang produktif, inklusif dalam mendukung
pengembangan investasi nasional aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)

(2)

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
Temmapaduae terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan

b. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. pusat lingkungan kecamatan; dan

b. pusat lingkungan kelurahan/desa.

Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.2;

b. SWP III.B pada Blok III.B.3;

c. SWPIII.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana
Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;
. jalan tol;
. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
. terminal penumpang;

halte;

b

C

d

e. jembatan;
f.

g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan

h. stasiun kereta api.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan
Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum



(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
meliputi:
jalan arteri primer;
jalan kolektor primer;
jalan lokal primer;
jalan lokal sekunder; dan
. jalan lingkungan primer.
Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

PRo g

a. ruas jalan Bts. Kota Maros — Bts. Kota Makassar melintas di SWP
III.B; dan

b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar) melintas di SWP III.B.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. ruas jalan Patte’ne - Kuri melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C,
dan SWP III.D;

b. jalan Pesisir Barat melintas di SWP III.C dan SWP III.D; dan

c. ruas jalan Patte’'ne — Matana melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan
SWP III.D.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP C, dan SWP III.D.

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

melintas di SWP III.D.

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

melintas di SWP III.A, SWP II1.B, SWP III.C, dan SWP IIL.D.

Paragraf 2
Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa
jalan tol ruas Maros - Makassar melintas di SWP III.B.

Paragraf 3
Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang

Pasal 10

Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ melintas di SWP III.B.

(1)

(2)

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 11
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d berupa terminal penumpang tipe A.
Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
Terminal Penumpang Tipe A Mandai di SWP III.B pada Blok SWP II1.B.2.



Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
a. jembatan di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. jembatan di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. jembatan di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
d. jembatan di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 6
Halte

Pasal 13
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdapat di:
SWP III.A pada Blok III.A.2;
SWP III.B pada Blok III.B.2;
SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

a0 op

Paragraf 7
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf g meliputi:

a. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar — Parepare Segmen E
(Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) melintas di SWP II1.B;

b. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar - Parepare melintas di SWP
II1.B; dan

c. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar — Parepare Segmen E
(Mandai — Makassar New Port) melintas di SWP III.B dan SWP III.D.

Paragraf 8
Stasiun Kereta Api

Pasal 15

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
h berupa stasiun penumpang sedang.

(2) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Stasiun Penumpang Mandai terdapat di SWP III.B pada Blok
[II.B.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum



Pasal 16
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
rencana jaringan energi;
rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum,;
rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);
rencana jaringan persampahan;
rencana jaringan drainase; dan
rencana jaringan prasarana lainnya.

P a0 TP

lw)

5 0

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
a meliputi:

a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas
produksi-tempat penyimpanan;

b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem,;

c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

d. gardu listrik.

(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas
produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas
produksi-tempat penyimpanan melintas di SWP III.B.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT)
terdapat di:

a. SUTT KIMA Maros - Maros melintas di SWP III.B;

b. SUTT Mandai — Pangkep melintas di SWP III.B;

c. SUTT Pangkep — Tello melintas di SWP III.B dan SWP III.D; dan
d. SUTT Tello — Daya — Mandai melintas di SWP III.B.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP III.B;
b. saluran kabel tegangan menengah (SKTM) melintas di SWP IIL.B;
dan
c. saluran distribusi lainnya melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP
[II.C, dan SWP III.D.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. gardu induk meliputi:
1. Gardu Induk KIMA Maros di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
2. Gardu Induk Mandai di SWP III.B pada Blok III.B.1.
b. gardu hubung terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
3. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
4. SWP III.D pada Blok III.D.2.
c. gardu distribusi terdapat di:



1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;

4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; dan

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan
Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan
SWP III.D.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa menara base transceiver station (BTS) terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
c. SWPIII.D pada Blok III.D.1.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan
Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf c berupa sistem jaringan irigasi.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP

III.C; dan
b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana
Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.LE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 20
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf d berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP
[I.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
b. unit pelayanan meliputi:
1. hidran umum terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
2. hidran kebakaran terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
b) SWP III.D pada Blok III.D.2.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan
Air Minum dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LF yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. IPAL Kota terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1; dan
b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.2.
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana
Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun (B3) dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I[II.G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf f meliputi:
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R); dan
b. tempat penampungan sementara (TPS).
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Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan

d. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;

c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

d. SWP III D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan
Persampahan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LH yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf g meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP IIL.D.
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP IIL.D.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
melintas di SWP III.A, SWP II1.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan
Drainase dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi; dan
c. jaringan pejalan kaki.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. ruas jalan Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar melintas di SWP
111.B;



b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar) melintas di SWP III.B;

c. ruas jalan Patte'ne — Kuri melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWPIII.C,
dan SWP III.D;

d. ruas jalan Patte’'ne — Matana melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan

SWP III.D;

e. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang melintas
di SWP IIL.B;

f. Jalan Lokal Primer melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
dan

g. Jalan Lingkungan Primer melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP
[II.D

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. titik kumpul,

b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
a. SDN 162 Inpres Kampala di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
b. SMP Islam Al-Wasi di SWP III.C pada Blok III.C.2.

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b terdapat di:

a. Masjid Darul Argam di SWP III.A pada Blok III.A.2;
b. UPTD Puskesmas Marusu di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
c. Kantor Desa Marumpa di SWP III.B pada Blok III.B.2.

(6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
terdapat di:

a. Kantor Kecamatan Marusu di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
b. Masjid Hj. Sahari Al-dorahim di SWP III.D pada Blok III.D.2.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. ruas jalan Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar melintas di SWP
[1.B;

b. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar) melintas di SWP III.B; dan

c. Jalan Lingkungan Primer melintas di SWP III.B.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana
Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
II1.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25
(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.



(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 pada Lampiran
IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 26
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
meliputi:
Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
Zona lindung geologi dengan kode LGE;
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
Zona badan air dengan kode BA.

Pao T

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27
(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 12,83 (dua belas koma delapan
tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 12,83 (dua belas koma delapan
tiga) hektare terdapat di:
a. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 5,95 (lima koma sembilan lima)
hektare meliputi:

a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga)
hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

(3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,43 (empat koma empat tiga)
hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
c. SWPIIIL.C pada Blok III.C.1; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1.



(4) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dengan luas 1,30 (satu koma tiga) hektare terdapat di
SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Paragraf 3
Zona Lindung Geologi

Pasal 29
(1) Zona lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berupa
Sub-Zona keunikan proses geologi dengan kode LGE-3.
(2) Sub-Zona keunikan proses geologi dengan kode LGE-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 30
(1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 22,33 (dua puluh dua koma tiga
tiga) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
(2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 22,33 (dua puluh dua koma tiga
tiga) hektare terdapat di:
a. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
b. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 31
(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf e dengan luas 32,04 (tiga puluh dua koma nol empat) hektare
berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan luas 32,04 (tiga puluh dua koma nol empat) hektare
terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P;
b. Zona perikanan dengan kode IK;
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Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
Zona pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
Zona campuran dengan kode C;

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona transportasi dengan kode TR;

. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan

Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 33
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf a dengan luas 376,86 (tiga ratus tujuh puluh enam koma
delapan enam) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan
kode P-1.
Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 376,86 (tiga ratus tujuh puluh enam koma
delapan enam) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
c. SWPIII.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 34
Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 hurufb dengan luas 234,77 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh
tujuh) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-
2.
Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 234,77 (dua ratus tiga puluh
empat koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas 0,29 (nol koma dua

sembilan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik
dengan kode PTL.
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Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan)
hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas 368,41 (tiga ratus enam
puluh delapan koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona kawasan
peruntukan industri dengan kode KPI.
Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 368,41 (tiga ratus enam puluh
delapan koma empat satu) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1;
c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 37
Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf e dengan luas 35,70 (tiga puluh lima koma tujuh) hektare
berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan luas 35,70 (tiga puluh lima koma tujuh) hektare terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 38
Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf f dengan luas 1.804,13 (seribu delapan ratus empat koma
satu tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.072,49 (seribu tujuh
puluh dua koma empat sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 731,64
(tujuh ratus tiga puluh satu koma enam empat) hektare terdapat di:
a. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
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Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas 12,31 (dua belas koma
tiga satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,29 (tiga koma dua sembilan)
hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
b. SWP III.B pada Blok III.B.3.
Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,48 (dua koma empat
delapan) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 5,86 (lima koma delapan
enam) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare
terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
c. SWPIII.C pada Blok III.C.1; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 40
Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas 4,47 (empat koma
empat tujuh) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau
dengan kode RTNH.
Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh)
hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
c. SWP III.D pada Blok III.D.1.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 41

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf i dengan luas 235,42 (dua ratus tiga puluh lima koma empat
dua) hektare meliputi:
a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-

2.
Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 150,51 (seratus lima
puluh koma lima satu) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 84,91
(delapan puluh empat koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP
[II.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 42
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf j dengan luas 192,39 (seratus sembilan puluh
dua koma tiga sembilan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 191,42
(seratus sembilan puluh satu koma empat dua) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 0,97 (nol
koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 43
Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf k dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare berupa
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dengan ayat (1) dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare
terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)
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Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 44
Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf | dengan luas 20,36 (dua puluh koma tiga enam) hektare
berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
Sub-Zona transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
luas 20,36 (dua puluh koma tiga enam) hektare terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 45
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf m dengan luas 329,03 (tiga ratus tiga puluh
sembilan koma nol tiga) hektare berupa Sub-Zona pergudangan
dengan kode PL-6.
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 329,03 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma
nol tiga) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
c. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 14
Zona Badan Jalan

Pasal 46
Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf n dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh)
hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) hektare
terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan
Pengembangan Ekonomi Marusu.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48
Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian
pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49
Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
program perwujudan;
lokasi;
sumber pendanaan;
instansi pelaksana; dan
waktu dan tahapan pelaksanaan.
Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di
seluruh SWP dan/atau Blok.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:
anggaran pendapatan dan belanja negara;
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri
atas:
kementerian/lembaga;
perangkat daerah;
swasta;
Masyarakat; dan/atau
pemangku kepentingan lainnya.

oo o

poop

0o oo



(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(7)

huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;

b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;

c. tahap IIl pada periode tahun 2035-2039; dan

d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII
Peraturan Zonasi

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

PZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

mo a0 o

(1)

(2)

(3)

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimum;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 52
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan,;
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan /diizinkan dengan
klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-
Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan
klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan



(4)

(9)

(6)

(7)

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan
di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul
24.00 WITA,;

b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan
industri dengan jenis usaha mikro dan kecil serta industri yang
memerlukan baku khusus dan/atau proses produksinya
memerlukan lokasi khusus dalam Zona/Sub-Zona;

c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang
dengan mengurangi koefisien dasar bangunan (KDB) minimal 5
(lima) persen dari aturan dasar;

d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang
dengan penambahan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 50
(lima puluh) persen; dan

e. klasifikasi TS yaitu pembatasan kegiatan untuk kepentingan
umum.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu

dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang

memerlukan persyaratan—-persyaratan tertentu, sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 yaitu pembatasan kegiatan dengan syarat wajib
menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti limbah,
persampahan, dan jaringan drainase;

b. klasifikasi B2 yaitu pembatasan kegiatan dengan syarat wajib
menyediakan lahan parkir; dan

c. klasifikasi B3 yaitu pembatasan kegiatan dengan syarat wajib
menyediakan Ruang Terbuka Hijau dengan penambahan koefisien
dasar hijau (KDH) minimal 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak

sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan
sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
2. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
3. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona lindung geologi dengan kode LGE berupa Sub-Zona keunikan
proses geologi dengan kode LGE-3;

d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona
ekosistem mangrove dengan kode EM; dan

e. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan
kode BA.



(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

(9)

(1)

a.

b.

n.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan

dengan kode P-1;

Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi

daya dengan kode IK-2;

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata

dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan

4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona

ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;

Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran

dengan kode KT;

Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi

dengan kode TR;

.Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona

pergudangan dengan kode PL-6; dan
Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan
dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf b meliputi

a.

b
c.
d

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
luas kaveling minimum.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 54
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf ¢ meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum,;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB)

minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana
pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan
dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi
secara optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 56

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri
atas:

RN

kawasan keselamatan operasional penerbangan;
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
kawasan rawan bencana;

kawasan berorientasi transit;

tempat evakuasi bencana; dan

kawasan sempadan.



Pasal 57

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:

™o a0 T

kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
kawasan di bawah permukaan transisi;

kawasan di bawah permukaan horizontal - dalam,;
kawasan di bawah kerucut; dan

kawasan di bawah permukaan horizontal — luar.

(2) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

b.

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP
[II.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.3 dan

3. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP
III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan

2. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan

3. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di SWP III.C pada Blok III.C.2;

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP III.A pada Blok III.A.2;

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. SWPIII.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. SWPIII.C pada Blok III.C.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut;

a.

dilarang adanya pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila
terjadi kecelakaan penerbangan;

dilarang adanya pembangunan menara telekomunikasi dan
saluran udara tegangan tinggi;

dilarang kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi
penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara,
parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;



penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara
terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang
dari otoritas bandar udara;

dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat
menimbulkan asap;

batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 45
(empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh)
meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan
pacu; dan

ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak
sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

g.

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.2;

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B
pada Blok II1.B.2 dan Blok III.B.3;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP III.B pada Blok II1.B.2 dan Blok III.B.3;

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2;

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di
SWP III.B pada SWP III.B.3; dan

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.3.

(5) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a.

dilarang adanya kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan
operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon
udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara

terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang
dari otoritas bandar udara;

dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat
menimbulkan asap;

batas ketinggian bangunan pada kawasan di bawah permukiman
kemungkinan bahaya kecelakaan yaitu O (nol) meter sampai dengan
+ 45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu
koma enam) persen; dan

ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak
sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:



Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.2;

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B
pada Blok II1.B.2 dan Blok III.B.3;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3;

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP III.B pada Blok II1.B.2;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2.

(7) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

a.

dilarang adanya kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan
operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon
udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara
terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang
dari otoritas bandar udara;

dilarang adanya pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat
menimbulkan asap;

batas ketinggian bangunan yaitu = +0 (nol) meter terhadap AES
sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau
slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen; dan

ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak
sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(8) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.

b.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP
III.B pada Blok III.B.2;

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2;

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan

2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan

2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di
SWP III.B pada Blok III.B.1;

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan

2. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:



SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
SWP III.C pada Blok III.C.1; dan

SWP III.D pada Blok III.D.2.

Sub Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

2. SWP III.B pada Blok III.B.3.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
3. SWP III.C pada Blok III.C.1;

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

3. SWP III.D pada Blok III.D.2.

PN

. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan

2. SWP III.B pada Blok III.B.2.

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-
2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan

2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.2; dan

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
3. SWP III.D pada Blok III.D.2.

(9) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal — dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut;

a.

b.
c.

dilarang kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap
yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;

dilarang kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;

dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi
penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara,
parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara
terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang
dari otoritas bandar udara;

dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat
menimbulkan asap;

batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat
puluh lima) meter; dan



g.

ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak
sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(10)Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a.

b.

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP
[I1.D pada Blok II1.D.2;

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1;

2. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan

3. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.C
pada Blok III.C.1;

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan

2. SWPIII.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

3. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.D pada
Blok III.D.2;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.3;

3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:

1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IIL.A
pada Blok III.A.1;

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

3. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1;

2. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan

3. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;

. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan

2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.2.



(11) Ketentuan khusus kawasan di bawah kerucut sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) ditetapkan sebagai berikut;

a.

dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi
penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara,
parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara

terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang
dari otoritas bandar udara;

dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat
menimbulkan asap;

batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 45
(empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan sebesar 5
(lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan
dan/atau tinggi vegetasi sebesar 150 (seratus lima puluh) meter;
dan

ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak
sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(12)Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a.

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP III.D

pada Blok III.D.1;

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP
III.C pada Blok III.C.2;

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di SWP III.C pada Blok III.C.2;

Sub-Zona pariwisata dengan kode W dengan kode R-3 terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:

1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:

1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP III.C pada Blok III.C.2;

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1;

Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1; dan

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.



(13)Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal — luar

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan sebagai berikut:

a. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi
penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara,
parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara
terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang
dari otoritas bandar udara;

c. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat
menimbulkan asap;

d. batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus
lima puluh) meter; dan

e. ketentuan tata bangunan bagi area terbangun/eksisting dan tidak
sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(14)Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan

(1)

(2)

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan  berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas 194,15

(seratus sembilan puluh empat koma satu lima) hektare berupa Sub-

Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan

b. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai

berikut:

a. ditetapkan agar dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali
dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan/atau proyek
strategis nasional dan terjadinya bencana alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

b. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian
pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib
mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan seperti keadaan semula;

c. alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah
untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum
dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;

d. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib
disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
dan



(3)

(1)

(2)

(3)

e. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya
diberi insentif oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf ¢ meliputi:
a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang.
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di
1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
2. SWPIII.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di SWP III.D pada Blok II1.D.2;
d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:
1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
2. SWPIII.C pada Blok III.C.1; dan
3. SWP III.D pada Blok III.D.2.
e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:
1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP III.C pada Blok III.C.1;
g. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1;
h. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-
2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
j- Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2; dan
k. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
2. SWP III.D pada Blok III.D.2.
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai
berikut:



(4)

(9)

e g

penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan,
dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana
banjir;

konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar
pembangunan bangunan tahan banjir;

menyediakan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi
bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
setiap bangunan harus memiliki sistem drainase yang memadai
dan terawat;

menyediakan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses;
menyediakan lokasi pengungsian yang aman dan mudah
dijangkau;

upaya konservasi di daerah hulu sungai;

ketentuan asuransi bencana untuk bangunan yang ada; dan
menyediakan sistem pemantauan level air dan curah hujan secara
real-time.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

£.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
2. SWP III.C pada Blok III.C.1;

. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:

1. SWP III.B pada Blok III.B.3: dan

2. SWPIII.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di SWP III.C pada Blok III.C.2;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:

1. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan

2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:

1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

2. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1; dan

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai
berikut:

a.

penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan,
dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana
banjir;

konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar
pembangunan bangunan tahan banjir;

menyediakan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi
bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
setiap bangunan harus memiliki sistem drainase yang memadai
dan terawat;

menyediakan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses;
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f. menyediakan lokasi pengungsian yang aman dan mudah
dijangkau;

upaya konservasi di daerah hulu sungai;

ketentuan asuransi bencana untuk bangunan yang ada; dan
menyediakan sistem pemantauan level air dan curah hujan secara
real-time.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana
Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

= S

Pasal 60
Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa Sub-Zona transportasi
dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. menyediakan fasilitas pedestrian yang aman dan nyaman untuk

jalur sepeda dan pejalan kaki;

b. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; dan
c. menyediakan sarana dan prasarana parkir kendaraan dan sepeda.
Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus
Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 61

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 huruf e meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdapat di:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.A
pada Blok III.A.2;

b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP
[II.A pada Blok III.A.2; dan

c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. menyediakan jalur akses menuju tempat evakuasi sementara;

b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai
minimal kebutuhan ruang yaitu 3 (tiga) meter persegi per orang;

c. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat
evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi untuk
laki-laki dan perempuan;
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d. menyediakan pos kesehatan wuntuk pelayanan kesehatan
pengungsi; dan

e. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana,
petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi,
dan penerangan yang memadai.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdapat di:

a. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP
[II.D pada Blok III.D.2; dan

b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada
Blok III.A.1.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a. menyediakan jalur akses menuju tempat evakuasi akhir;

b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai
minimal kebutuhan ruang yakni 3 (tiga) meter persegi per orang;

c. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat
evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi untuk
laki-laki dan perempuan;

d. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan
pengungsi; dan

e. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana,
petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi,
dan penerangan yang memadai.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana

Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 62
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 huruf f meliputi
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sempadan pantai; dan
c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP
III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat
di SWP III.D pada Blok III.D.2;
c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat
di:
1. SWP III.B pada Blok III.B.1;
2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
3. SWP III.D pada Blok III.D.1.
d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:
1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
2. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
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Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1;

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-
2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2; dan

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.D
pada Blok III.D.2.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a.

pembangunan yang dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan

Bupati ini dan sudah memiliki hak atas tanah serta tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap fungsi

zona sempadan sungai, maka diberlakukan ketentuan sebagai

berikut:

1. tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan dan lantai
bangunan;

2. menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada kaveling menjadi

minimal 30 (tiga puluh) persen;

mewajibkan pembangunan sumur resapan pada setiap kaveling;

mewajibkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah

komunal pada perumahan yang berada di sempadan sungai;

dan

5. mewajibkan pembangunan tempat penampungan sampah
komunal.

tidak diperkenankan melakukan kegiatan terbangun di kawasan

sempadan sungai kecuali untuk kepentingan umum dan kegiatan

wisata; dan

pembangunan yang tidak memiliki legalitas hukum dinyatakan

dalam status quo dan secara bertahap harus diterbitkan untuk

mengembalikan fungsi sempadan sungai.

nallie

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.D pada
Blok II1.D.1;

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2;

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP
[II.D pada Blok III.D.1;

. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di

SWP III.D pada Blok III.D.1;

Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di
SWP III.D pada Blok III.D.1; dan

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.

membatasi pembangunan baru pada kawasan sempadan pantai
kecuali yang berkaitan dengan kepentingan umum, pelestarian,
dan pengelolaan wilayah pesisir dalam wilayah perencanaan;
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kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan yang
telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak mengganggu
fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika kawasan, dan
ekosistem alami;

menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;

. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana

gelombang ekstrem dan/atau konservasi pantai untuk
mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang
diperuntukkan sebagai kegiatan ruang terbuka hijau publik dan
pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk
mitigasi bencana pesisir; dan

kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa yang berada pada
sempadan pantai wajib menyediakan tata informasi lokasi dan
penunjuk arah tempat evakuasi bencana.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

b.

J-

k.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2;

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP
[II.B pada Blok III.B.3;

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di
SWP III.B pada Blok III.B.1;

. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat

di:

1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
2. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2;

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di
SWP III.B pada Blok III.B.2;

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-
2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.1;

Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.2; dan

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.D
pada Blok III.D.2.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a.

pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan
wajib mematuhi aturan ruang bebas dan jarak bebas minimum
jaringan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal dan keperluan lain

sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;

tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal
dari konduktor pada jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 70
(tujuh puluh) kV dengan ketentuan meliputi:



9.

. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan

terbuka atau daerah terbuka adalah 7,5 (tujuh koma lima)
meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan
adalah 4,5 (empat koma lima) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan,
dan perkebunan adalah 4,5 (empat koma lima) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api
adalah 8,0 (delapan) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 12,5
(dua belas koma lima) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, saluran udara
tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, saluran
komunikasi, antena dan kereta gantung adalah 3,0 (tiga) meter;
jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada
kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 3,0
(tiga) meter;

jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5
dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan
jalan/rel; dan

jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7
dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.

. tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal
dari konduktor pada jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150
(seratus lima puluh) kV dengan ketentuan meliputi:

1.

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan
terbuka atau daerah terbuka adalah 8,5 (delapan koma lima)
meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan
adalah 5,0 (lima) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan,
dan perkebunan adalah 5,0 (lima) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api
adalah 9,0 (sembilan) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 13,5
(tiga belas koma lima) meter;

jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, saluran udara
tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, saluran
komunikasi, antena dan kereta gantung adalah 4,0 (empat)
meter;
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7. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah
dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada
kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 4,0
(empat) meter;

8. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5
dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan
jalan/rel; dan

9. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7
dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.

e. diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal
dari sumbu vertikal menara/tiang pada jaringan transmisi tenaga
listrik dengan ketentuan meliputi:

1. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 70 (tujuh puluh) kV tiang baja adalah
4,00 (empat) meter;

2. jarak Dbebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 70 (tujuh puluh) kV tiang beton
adalah 4,00 (empat) meter; dan

3. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 70 (tujuh puluh) kV menara adalah
7,00 (tujuh) meter.

f. diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal
dari sumbu vertikal menara/tiang pada jaringan transmisi tenaga
listrik dengan ketentuan meliputi:

1. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV tiang baja
adalah 6,00 (enam) meter;

2. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV tiang
beton adalah 5,00 (lima) meter;

3. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV menara
sirkuit ganda adalah 10,00 (sepuluh) meter; dan

4. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT 150 (seratus lima puluh) kV menara
sirkuit empat adalah 10,00 (sepuluh) meter.

g. ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang
bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada jaringan
transmisi tenaga listrik SUTT 70 (tujuh puluh) kV adalah 4,5 (empat
koma lima) meter.

h. ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang
bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada jaringan
transmisi tenaga listrik SUTT 150 (seratus lima puluh) kV adalah
5,0 (lima) meter.

i. pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan
wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola

Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
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XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 63
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf
f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan
memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong
pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTDR
dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam
rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan
RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam
rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
mendukung perwujudan RDTR.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian

(1)

(2)

(3)

(4)

insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di
daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan
Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada
jabatannya (ex-officio), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi
profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja
Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Jangka waktu RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu adalah

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam

periode 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali

RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu dapat ditinjau lebih

dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan

kembali Peraturan Bupati Maros tentang RDTR Kawasan

Pengembangan Ekonomi Marusu Tahun 2025-2044 dapat

direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan,;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Peraturan Bupati Maros tentang RDTR Kawasan Pengembangan
Ekonomi Marusu Tahun 2025-2044 dilengkapi dengan rencana dan
album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupatu ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang
atau KKPR berlaku ketentuan:

a.

b.

izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pengembangan Ekonomi Marusu yang
dilakukan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi
administratif dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati; dan



c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan
diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 7 Maret 2025

Diundangkan di Maros
ada tanggal 7 Maret 2025
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2| 3| 4| s
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-1I TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tlzlglk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Ilfainn g s s =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y I I 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) (=) (=) (=) (=}
N | N | | Q|
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
A Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
a Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Pusat pelayanan APBD Perumahan,
kota/kawasan Kabupaten Kawasan
11.1 Program Penataan Bangunan dan | perkotaan sumber ) ) Permukiman Swasta
o Lingkungan Temmapaduae di pembiayaan dan Pertanahan
SWP III.LB pada lain yang e Badan
Blok III.B.2; sah Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan
Inovasi Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Pusat pelayanan APBD Ruang,
kota/kawasan Kabupaten Perumahan,
112 Pembuatan dan Pemantauan | perkotaan sumber ) ) Kawasan Swasta
o Rencana Tata Ruang Temmapaduae di pembiayaan Permukiman
SWP III.B pada lain yang dan Pertanahan
Blok III.B.2; sah e Badan
Perencanaan
Pembangunan,




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPemaxfgku (2030
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N N N N N
Riset dan
Inovasi Daerah
e Sekretariat
Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
. . . Pusat pelayanan | « APBD Ruang,
Koordinasi Pemeliharaan sarana kota/kawasan Kabupaten Perumahan,
pelayanan umum (perkantoran, perkotaan e sumber Kawasan
1.1.3 pendidikan, kesehatan, . N - - . Swasta
cribadatan, perdagangan dan jasa) Temmapaduae di pembiayaan Permukiman
r%inimum pﬁspat kotga ying telal’f ada SWP IILB pada lain yang dan Pertanahan
Blok III.B.2; sah e Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan
Inovasi Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Pusat pelayanan | « APBD Perumahan,
e kota/kawasan Kabupaten Kawasan
Program Revitalisasi dan perkotaan e sumber Permukiman
1.1.4 | pengembangan Pusat Pelayanan . ) - - Swasta
Kota/Kawasan Perkotaan Temmapaduae di pembiayaan dan Pertanahan
SWP III.LB pada lain yang e Badan
Blok III.B.2; sah Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan
Inovasi Daerah
Pengembagan Sektor Perekonomian
e Pengembangan pusat . .
. Pusat pelayanan | ¢« APBD e Dinas Koperasi,
perb.e!an_]aan H?Odern . dan kota/kawasan Kabupaten Usaha Kecil dan
traditional yang terintegrasi perkotaan e sumber Meneneah
1.1.5 | e Pengembangan sentra bisnis dan . ) - - engan, Swasta
I Temmapaduae di pembiayaan Perindustrian
perkantoran .| SWP LB pada | lain yang dan
» Pengembangan area komersial | giow [11.B.2: sah Perdagangan
mixed-use ’
e Penataan PKL
Pengembangan Sektor Pusat pel e Sekretariat
Pemerintahan sat pelayanan | e APBD Daerah
kota/kawasan Kabupaten .
1.1.6 | e Pembangunan pusat pelayanan erkotaan e sumber - - e Dinas -
administrasi terpadu p . : Penanaman
Temmapaduae di pembiayaan
e Pengembangan e-government Modal dan

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPema:gku (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang | Kabupaten yang epentingan - - -
5 q S 5 q Lainnya
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N N N N N
e Pembangunan kantor pelayanan | SWP IIL.LB pada lain yang Pelayanan
publik Blok III.B.2; sah Terpadu  Satu
e Pengembangan pusat data dan Pintu
informasi e Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan
Inovasi Daerah
Pengelolaan RTH :
e Pembangunan dan perluasan RTH
melalui pemngadaan tanah
e Pengembangan koridor ruang
hijau kota yang menghubungkan . .
antar RTH . Blnas Pekergl.‘ala}cn
e Akuisisi RTRH privat dan Rg;lﬁg’ ata
menjadikannya bagian RTH | Pusat pelayanan | « APBD Perum:ahan
Publik kota/kawasan Kabupaten Kawasan ’
1.17 | * Penghijauan bangunan (green perkotaan | © sumber - - Permukiman Swasta
roof/ green wall) Temmapaduae di pembiayaan dan Pertanahan
e Serah terima RTH Privat menjadi | SWP IIL.B pada lain  yang Permukiman
RTH Publik Blok IIL.B.2; sah « Dinas
¢ Pemberdayaan masyarakat dalam Lingkungan
komunitas hijau kota; dan Hidup
e Kerjasama dengan badan usaha
swasta dan masyarakat dalam
penyediaan, pembangunan,
perluasan dan pemeliharaan RTH
Publik.
Pusat pelayanan Biquli?n Pekergraa 6}[1;
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan kOti/ kawasan Ruang,
1.1.8 | Perundang-Undangan bidang perkotaan . APBD - - Perumahan, -
Temmapaduae di | Kabupaten
penataan ruang SWP IILB pada Kawasap
Blok IILB.2: Permukiman dan
T Pertanahan
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Pusat pelayanan | | APBN ¢ Kementerian Dinas Dinas Pekerjaan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan kota/kawasan e APBD Pekerjaan Perumahan, Umum, Tata
2.1.1 | Utilitas Umum di Perumahan untuk perkotaan . Provinsi Umum Kawasap Ruang, Swasta
Menunjang Fungsi Hunian Temmapaduae di e APBD e Kementerian Permukiman Perumahan,
SWP III.LB pada dan
Kabupaten Perumahan Kawasan

Blok II1.B.2;

Pertanahan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
e sumber dan Kawasan Permukiman dan
pembiayaan Permukiman Pertanahan
lain yang
sah
3 Program Pengembangan Permukiman
3.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupate
o APBN
Pusat pelayanan R * Kementerian Dinas Dinas  Pekerjaan
pelay Provinsi Pekerjaan Umum, Tata
kota/kawasan e APBD Umum Perumahan, Ruan
3.1.1 Pembangunan dan Pengembangan | perkotaan Kabupaten e Kementerian Kawasan Pua & h S N
o Infrastruktur Kawasan Permukiman | Temmapaduae di | ¢ sumber ementeria Permukiman erumahan, wasta
SWP LB pada $ Perumahan dan Kawasan
Blok I1I B 2.p {)e.mblayaan dan Kawasan Pertanahan Permukiman dan
e 521;1 yang Permukiman Pertanahan
b Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
e Dinas Pekerjaan
e SWP IILA pada | * ggfpaten Umum, Tata
Pembuatan dan Pemantauan Blok ILA.1; e sumber Ruang,
1.1.1 Rencama Tata Ruang dan pembiayaan ) B Perumahan, Swasta
e SWP III.D pada lain yang Kawasan
Blok III.D.1. sah Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
e SWP IIL.A pada | ® APBD Perumahan,
Program revitalisasi dan Blok II1.A.1; Kabl;paten Kawasan
1.1.2 | pengembangan Sub Pusat dan ¢ sgzb;sar nan - - Permukiman Swasta
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | e SWP III.D pada Eain yyang dan Pertanahan
Blok III.D.1. sah e Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan

Inovasi Daerah




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Lembaga yan Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi pes:;::i:;n Menyelgenggarga Daergah Daergah KPema:gku (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang eII: entingan o
Pemerintahan membida-ngi membidangi ainnya 2l EIE|&|% 2034)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Peningkatan cakupan pelayanan Perun%ahan,
sarana dan prasarana ekonomi dan | e SWP III.A pada APBD Kawasan
budaya: Blok IILA.1; Kabupaten Permukiman
1.1.3 | e Pasar dan sum]lsfer - - dan Pertanahan | Swasta
e Jasa keuangan e SWP III.D pada {fi;n 1ay;:r111g e Dinas Koperasi,
¢ Masjid/Rumah Ibadah Blok III.D.1. sah Usaha Kecil dan
e Lapangan olahraga/ruang publik Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan
Peningkatan sarana dan prasarana o SWP IILA pada APBD * Bglllalilpeker!lf‘aiz
transportasi: Blok .HI. Al Kabupaten Ruang’
1.1.4 | ® Peningkatan akses jalan dari Sub dan ’ sumber i} _ Perumahan Swasta
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan e SWP IILD pada pgmblayaan Kowaco ,
Perkotaan ke Desa/Kelurahan Blok III'D 1 lain yang Permukiman
disekitarnya A sah d
an Pertanahan
Pengelolaan RTH :
e Pembangunan dan perluasan RTH
melalui pemngadaan tanah
e Pengembangan koridor ruang
hijau kota yang menghubungkan
antar RTH
o Akuisisi RTRH privat dan
menjadikannya bagian RTH e Dinas Pekerjaan
Publik Umum, Tata
e Penghijauan bangunan (green | ¢ SWP IIl.A pada APBD Ruang,
roof/ green wall) Blok IILA.1; Kabupaten Perumahan,
1.1.5 | e Serah terima RTH Privat menjadi dan suml];er - - Kawasan Swasta
RTH Publik e SWP III.D pada E:igl lay;:ilg Permukiman
e Pemberdayaan masyarakat dalam Blok III.D. 1. sah dan Pertanahan

komunitas hijau kota; dan
Kerjasama dengan badan usaha
swasta dan masyarakat dalam
penyediaan, pembangunan,
perluasan dan pemeliharaan RTH
Publik.

e Lingkungan

Hidup

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e APBN
e APBD ¢ Kementerian Din. Dinas Pekerjaan
e SWP III.A pada Provinsi Pekerjaan P as h Umum, Tata
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Blok IIILA.1; | ¢ APBD Umum erumanan, Ruang,
o7 - . Kawasan
2.1.1 | Utilitas Umum di Perumahan untuk dan Kabupaten e Kementerian . Perumahan, e Swasta
. . . p Permukiman
Menunjang Fungsi Hunian e SWPIIL.LD pada | e sumber Perumahan Kawasan
Blok III.D.1 embiayaan dan Kawasan dan Permukiman dan
et pe Yy ) Pertanahan
lain  yang Permukiman Pertanahan
sah
3 Program Pengembangan Permukiman
3.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupate
e APBN e Dinas Pekerjaan
Pembangunan dan Pengembangan e APBD Kementerian ) Umum, Tata
Infrastruktur Kawasan Permukiman | ¢ SWP III.A pada Provinsi Pekerjaan Dinas Ruang,
. K Perumahan, Perumahan,
¢ Drainase Blok  IILA.1; | « APBD Umum
. . Kawasan Kawasan
3.1.1 | e Jalan Lingkungan dan Kabupaten Kementerian . . Swasta
o p Permukiman Permukiman
o Fasilitas TPS o SWP III.D pada | e sumber Perumahan
¢ dan dan Pertanahan
e SPAM Blok III.D.1. pembiayaan dan Kawasan Pertanah .
SPALD Komunal lain  yang Permukiman certanahan ¢ Dinas
¢ sah Lingkungan
Hidup
c Pusat Pelayanan Lingkungan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
Dinas Pekerjaan
* APBD Umum, Tata
Kabupaten Ruan
Pembuatan dan Pemantauan | SWP IIILA pada | ¢ sumber 8
1.1.1 ) - - Perumahan, Swasta
Rencama Tata Ruang Blok IIILA.1 pembiayaan
lain yang Kawasan
sah Permukiman dan
Pertanahan
* QPED ¢ e Dinas Pekerjaan
Program revitalisasi dan abupaten Umum, Tata
. SWP III.LA pada | e« sumber
1.1.2 | pengembangan Pusat Lingkungan ) - - Ruang, Swasta
Blok III.A.1 pembiayaan
Kecamatan lai Perumahan,
ain  yang K
awasan

sah




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S
Pemerintahan membida-ngi membidangi y 2l EIE|&|% 2034)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N | O | ||
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
APBD Dinas Pekerjaan
U , Tat:
Revitalisasi dan pengembangan Kabupaten Rg;irg o
SWP IIIL.A pada sumber ;
1.1.3 | sarana dan prasarana pada Pusat ) - - Perumahan, Swasta
. Blok III.A.1 pembiayaan
Lingkungan Kecamatan lain an Kawasan
sah yang Permukiman dan
Pertanahan
Pengembangan sektor pelayanan APBD ¢ SDekret}rilriat
terpadu: Kabupaten Bagra
e Pengembangan pelayanan | SWP IIILA pada sumber ¢ padan
1.1.4 o ;i . - - Perencanaan Swasta
adminsitrasi Blok III.A.1 pembiayaan Pembaneunan
e Pengembangan sistem informasi lain  yang Riset g4 da
kecamatan sah 1set an
Inovasi Daerah
Pengembangan sektor ekonomi:
e Penataan kawasan pertokoan dan
ruko APBD . .
e Pengembangan sentra kuliner Kabupaten Blsr;isa ngﬁer;;;
115 lokal SWP III.LA pada sumber } B Meneneah Swasta
o e Pembinaan UMKM tingkat | Blok III.A.1 pembiayaan nengan,
Kecamatan lain yang geriindustrlan dan
e Penataan PKL di pusat aktivitas sah craagangan
kecamatan
Pengembangan Sektor Pendidikan
e Pembangunan/peningkatan
sekolah dasar
e Pembangunan/peningkatan APBD
sekolah menengah pertama Kabupaten . 1
116 P b ¢ b SWP III.A pada sumber } B Dinas Pendidikan Swasta
o ¢ rengembangan - taman acaan | piok I11.A.1 pembiayaan dan Kebudayaan
masyarakat lain yang
e Pembangunan pusat Kkegiatan sah
belajar masyarakat
e Pengembangan perpustakaan
kecamatan
. APBD e Dinas Pekerjaan
117 Penyediaan Lahan dan Perencanaan | SWP III.LA pada Kabupaten ) ) Umum Tata | Swasta
o RTH Blok III.A.1 sumber ’

pembiayaan

Ruang,

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva © © @
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N N N N N
lain yang Perumahan,
sah Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
; Kabupaten Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan p ’
2.1.1 | Utilitas Umum di Perumahan untuk | S0F IL-A pada | e sumber - - Kawasan Swasta
M . . . Blok III.A.1 pembiayaan Permukiman
enunjang Fungsi Hunian .
lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
3 Program Pengembangan Permukiman
3.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupate
Dinas Pekerjaan
* APBD Umum, Tata
Kabupaten Ruan
Pembangunan dan Pengembangan | SWP IIILA pada | ¢ sumber &
3.1.1 . ) - - Perumahan, Swasta
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Blok III.A.1 pembiayaan
lain yang Kawasan
sah Permukiman dan
Pertanahan
c.2 Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
e SWP III.A
pada Blok Dinas Pekerjaan
II.A.2; ¢ APBD Umum, Tata
e SWP II.B | Kabupaten Ruang
Pembuatan dan Pemantauan e sumber ?
1.1.1 Rencama Tata Ruan pada Blok mbi - - Perumahan, Swasta
g II1.B.3; iﬁn aya:t;l Kawasan
e SWP II1.C sah yang Permukiman dan
pada Blok Pertanahan

11.C.1 dan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Lembaga yan Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi pes:;::i:;n Menyelgenggarga Daergah Daergah KPema:gku (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang eII: entingan o
Pemerintahan membida-ngi membidangi ainnya 2l EIE|&|% 2034)
di Bidang S| | 9| S| ©
N N N N N
Blok III.C.2;
dan
SWP 1L.D
pada Blok
1II.D.2.
SWP LA
pada Blok
M1.A.2; ¢ Dinas Pekerjaan
SWP II1I.B Umum, Tata
pada Blok | ¢ APBD Ruang,
Program revitalisasi dan ISI&E,'S’ m.c | . i{sriubﬂiten E(:;/l;::ﬁan’
1.1.2 | pengembangan Pusat Lingkungan pada Blok pembiayaan - - Permukiman Swasta
Kelurahan/Desa IL.C.1 dan lain dan P
-C. yang an Pertanahan
Blok III.C.2; sah e Dinas
g?)\;lp 1I.D Hgomean
. Hidu
pada Blok P
II1.D.2.
SWP LA
pada Blok
III.A.2;
SWP 1II.B . .
pada Blok e APBD Bi;li:n Peker;];; 6}52
Revitalisasi dan pengembangan Isla/-%s’ m.c | . I:j;‘g;?ten Ruang,
1.1.3 | sarana dan prasarana pada Pusat pada Blok pembiayaan - - Perumahan, Swasta
Lingkungan Kelurahan/Desa IL.C.1 dan lain yang Kawasap
Blok IILC.2; | sah Permukiman dan
dan Pertanahan
SWP 1I.D
pada Blok
II1.D.2.
Program Layanan Pemerintahan SWP LA
e Pengembangan kantor pada Blok
kelurahan/desa yang terintegrasi IIL.A.2; e Sekretariat
dengan sistem e-government SWP LB | * APBD Daerah
¢ Pengembangan sistem pada  Blok Kabupaten e Badan
1.1.4 administrasi desa berbasis digital 1I.B.3; ¢ Sum]]j?r - - Perencanaan Swasta
e Pembangunan pusat pelayanan SWP l.C {Sﬁl 1aya:;l'1 Pembangunan,
administrasi  terpadu  tingkat pada Blok sah yang Riset dan
kelurahan m.C.1 dan Inovasi Daerah
e Pengembangan sistem informasi dBlOk IL.C.2;
an

kelurahan/desa

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S
Pemerintahan membida-ngi membidangi y 2l EIE|&|% 2034)
di Bidang 8 8 8 8 8
SWP II1.D
pada Blok
II1.D.2.
SWP II1.A
pada Blok
II1.A.2;
Pengembangan sektor ekonomi: SWP II.B
isi ada Blok
e Pembangunan pasar tradisional EIBS' e APBD Dinas Koperasi,
modern -B.3; Kabupaten :
Usaha Kecil dan
e Pengembangan sentra UMKM SWP III.C | o sumber
1.1.5 - lok ) - - Menengah, Swasta
digital pada Blo pembiayaan Perind an d
; NLC.1 dan | lain  yan erindustrian dan
e Pembangunan pusat kuliner yang Perd
Blok II.C.2; sah erdagangan
e Pengembangan area perdagangan gt
dan jasa skala lingkungan dan
SWP III.D
pada Blok
II1.D.2.
SWP II1.A
Pengembangan Sektor Pendidikan E?(}\aQ' Blok
¢ Pembangunan/peningkatan SWP ’ LB
sekolah dasar d Bl ) "
pada o e APBD
e Pengembangan taman bacaan IIL.B.3:
masyarakat -B.9; Kabupaten
116 Pemb ¢ keciat SWP III.C | o sumber ~ ) Dinas Pendidikan | o
o ¢ rembangunan  pusa egatan pada  Blok pembiayaan dan Kebudayaan
belajar masyarakat ILC.1 dan | lain yang
e Pengembangan perpustakaan Blok III.C.2; sah
kecamatan dan
e Pengembagan perpustakaan SWP IIL.D
digital pada  Blok
1I1.D.2.
SWP III.A . .
pada Blok ¢ Dinas Pekerjaan
X Umum, Tata
IIL.A.2;
SWP LB | ® APBD Ruang,
Kabupaten Perumahan,
. pada Blok
Penyediaan Lahan dan Perencanaan . e sumber Kawasan
1.1.7 II1.B.3; ) - - . Swasta
RTH SWP HLC pembiayaan Permukiman
) lain yang dan Pertanahan
pada Blok h .
ULC.1 dan | 2 * Dinas
Blok IILC.2; Lingkungan
dan ’ Hidup

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:;r::tl:ﬁ::n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva - - -
Pemerintahan membida-ngi membidangi y DR &R 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
e SWP 1L.D
pada Blok
1II.D.2.
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
e SWP LA
pada Blok
II1.A.2; e Dinas Pekerjaan
e SWP III.B Umum, Tata
pada Blok | ¢« APBD Ruang,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan IILB.3; Kabupaten Perumahan,
o ; e SWP III.C | ¢ sumber Kawasan
2.1.1 | Utilitas Umum di Perumahan untuk ) - - . Swasta
Menuniane Funesi Hunian pada Blok pembiayaan Permukiman
Jjang g II1.C.1 dan lain yang dan Pertanahan
Blok III.C.2; sah e Dinas
dan Lingkungan
e SWP 1L.D Hidup
pada Blok
1II.D.2.
3 Program Pengembangan Permukiman
3.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
e SWP LA
pada Blok
1II.A.2;
¢ Szg; ]IBIIIOIE Dinas Pekerjaan
b . * APBD Umum, Tata
11.B.3; Kabupaten Ruan
Pembangunan dan Pengembangan | ¢ SWP III.C | e sumber 8
3.1.1 . ) - - Perumahan, Swasta
Infrastruktur Kawasan Permukiman pada  Blok pembiayaan
] Kawasan
II1.C.1 dan lain yang P Ki d
Blok II.C.2; sah ermukiman - dan
d Pertanahan
an
e SWP 1I.D
pada Blok

II1.D.1.




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang S| | 9| S| ©
S S S S S
B Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi
a Jalan Umum
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional
o APBN Kementerian I\deas ]?imr?
1.1.1 Survei Kondisi Jalan e APBD Pekerjaan Biirfa a - -
» Povinsi Umum Konstruksi
e ruas jalan - -
Bts. Kota | * APBN Kementerian I\deas ]?imr?
1.1.2 Pelebaran Jalan Menuju Standar Maros — Bts. | ¢ APBD Pekerjaan Biirfa a - -
Kota Povinsi Umum .
Makassar Konstruksi
melintas di | ¢« APBN Kementerian ﬁmas ]zma
1.1.3 | Rehabilitasi Jalan SWP III.B; | « APBD Pekerjaan B.a.rga an - -
dan Povinsi Umum Kz)rrllastruksi
e Jln. Perintis Di Bi
Kemerdekaa ¢ APBN Kementerian Mmas dma
1.1.4 | Pemeliharaan Berkala Jalan n (Makassar) | « APBD Pekerjaan B.a_rga an - -
melintas  di Povinsi Umum ma .
SWP IILB Konstruksi
e APBN Kementerian I\D/Imas ]?ilna
1.1.5 Pemeliharaan Rutin Jalan e APBD Pekerjaan Biiraga an - -
Povinsi Umum Konstruksi
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi/Kabupaten
Dinas Pekerjaan
. . Umum, Tata
Pembebasan Lahan/Tanah Untuk * APB].D . Dinas Bina Ruang,
1.1.1 P . .. Provinsi Marga dan
1. enyelenggaraan Jalan Kolektor | e jalan Pesisir APBD - Bi Perumahan, -
Primer Barat * Kab " K:)r;as truksi Kawasan
melintas  di abupaten Permukiman dan
SWP I1.C Pertanahan
d SWP i j
HIar]l) e APBD Dinas Bina giﬁi:n Pekergra; T;
1.1.2 Pembangunan Jalan Kolektor ’ Provinsi B Marga dan Ruan ’ )
T Primer e APBD Bina Peru rﬁ;ihan
Kabupaten Konstruksi Kawasan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPema:fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya ° ° =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang S| | 9| S| ©
N N N N N
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
. . Umum, Tata
APBD Dinas Bina
Provinsi Marga dan Ruang,
1.1.3 Survei Kondisi Jalan - . Perumahan, -
APBD Bina
Kabupaten Konstruksi Kawasan
p Permukiman dan
. Pertanahan
° ruas, jalan Dinas Pekerjaan
Patte'ne - Umum Tata
Kuri melintas APBD Dinas Bina ’
. di SWP IIL.A Provinsi Marga dan | Ruans, h
Peleb Jalan M Stand i - . -
1.1.4 elebaran Jalan Menuju Standar SWP B, APBD Bina izr‘;:slznan,
SWP III1.C, Kabupaten Konstruksi .
Permukiman dan
dan SWP
1D Pertanahan
L - Dinas Pekerjaan
e jalan Pesisir Umum Tata
Barat APBD Dinas Bina ’
1.1.5 | Rehabilitasi Jalan melintas  di | Provinsi - Marga  dan | o0& -
" SWP  IIL.C | « APBD Bina KZ\:/lasZna g
dan SWP Kabupaten Konstruksi .
Permukiman dan
II1.D; dan
ol Pertanahan
[ ]
;uas, jatan Dinas Pekerjaan
attene B Umum Tata
Matana APBD Dinas Bina ’
1.1.6 | Pemeliharaan Berkala Jalan melintas _di Provinsi - Marga dan guang, h -
o SWP  IILA, APBD Bina Kzalgznan’
SWP LB, Kabupaten Konstruksi .
Permukiman dan
dan SWP P h
ILD. ertanahan
Dinas Pekerjaan
APBD Dinas  Bina | JPU™ Tata
Provinsi Marga dan Ruang,
1.1.7 | Pemeliharaan Rutin Jalan - . Perumahan -
APBD Bina ’
Kabupaten Konstruksi Kawasan
p Permukiman dan
Pertanahan
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten




No

Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Perangkat
Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

N

()

»

o

TP-II

2025

1.1.1

Pembebasan Lahan/Tanah Untuk
Penyelenggaraan Jalan Lokal Primer

1.1.2

Pembangunan Jalan Lokal Primer

SWP IIL.A;
SWP 1I1.C;
dan

SWP III.D

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

1.1.3

Rehabilitasi Jalan Lokal Primer

1.1.4

Pemeliharaan Berkala Jalan

1.1.5

Pelebaran Jalan Menambah Lajur

SWP IIL.A;
SWP III.B;

SWP 1I1.C;
dan

SWP III.D

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




No

Program Utama

1.1.6

Rekonstruksi Jalan
Perkerasan Jalan)

(Peningkatan

Program Penyelenggaraan Jalan

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Perangkat
Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

N

()

»

o

TP-II

2025

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)

1.1

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

1.1.1

Pembebasan Lahan/Tanah Untuk
Penyelenggaraan Jalan Lokal
Sekunder

Pembangunan Jalan Lokal

Sekunder

1.1.3

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal
Sekunder

Program Penyelenggaraan Jalan

SWP III.D

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,

- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,

- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

1.1

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten




No

Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

»

o

TP-II

2025

1.1.1

Rehabilitasi
Primer

Jalan  Lingkungan

1.1.2

Pemeliharaan Berkala Jalan

Lingkungan Primer

1.1.3

Rekonstruksi Jalan (Peningkatan
Perkerasan Jalan)

1.1.4

Pemeliharaan Berkala Jalan

Lingkungan Primer

1.1.5

Rekonstruksi Jalan (Peningkatan
Perkerasan Jalan)

SWP IILA;
SWP III.B;
SWP II1.C;
dan

e SWPIIL.D

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,

- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,

- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
- Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

Jalan Tol

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)

Program Penyelenggaraan Jalan

1.1

Penyelenggaraan Jalan Tol

1.1.1

Pembebasan lahan untuk
pembangunan jalan tol ruas Maros -
Makassar

SWP III.B

e APBN.

e sumber
pembiayaan
lain yang
sah

Kementerian
Pekerjaan
Umum

Swasta




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e APBN.
Pembangunan dan pengembangan e sumber Kementerian
1.1.2 | jaringan jalan tol ruas Maros - | SWPIILB pembiayaan | Pekerjaan - - Swasta
Makassar lain yang | Umum
sah
c Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang
Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang
e APBN. e Kementerian
Pengembangan jaringan jalan Jalan e sumber Pekerjaan
1.1.2 | Masuk dan Keluar Terminal Barang | SWP IIL.B pembiayaan Umum - - Swasta
dan Penumpang lain yang | ¢ Kementerian
sah. Perhubungan
d Terminal Penumpang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten/Kota
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A
e APBN.
i ber Kementerian
Pembangunan Terminal Penumpang | SWP IIL.B pada | ¢ SUmd
1.1.1 Tipe A Mandai Blok ITI.B.2 pembiayaan Perhubungan - - Swasta
lain yang
sah.
o APBN. .
11.2 Pemeliharaan Rutin Terminal | SWP IIL.B pada | ® sum]l:a)fer ggﬁir];tjga:n B B Swast
o Penumpang Tipe A Mandai Blok III.B.2 pemblayaan & asta
lain yang
sah.
e Jembatan
Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
e SWP III.B Dinas Pekerjaan
pada Blok Umum, Tata
II.B.2 APBD Ruang,
1.1.1 Pembangunan Jembatan e SWP III.D - - Perumahan, -
Kabupaten.
pada Blok Kawasan
1I1.D.1 dan Permukiman dan
Blok III.D.2 Pertanahan
e SWP III.A Dinas Pekerjaan
ey s pada Blok | APBD B B Umum, Tata }
1.1.2 | Rehabilitasi Jembatan A1 dan | Kabupaten. Ruang,
Blok III.A.2; Perumahan,




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e SWP II1.B Kawasan
pada Blok Permukiman dan
1I.B.1, Blok Pertanahan
III.LB.2 dan Dinas Pekerjaan
Blok II1.B.3; Umum, Tata
e SWP II.C Ruang,
pada Blok Perumahan,
) ) III.C.1; APBD Kawasan
1.1.3 | Pemeliharaan Rutin Jembatan e SWP LD | Kabupaten. - - Permukiman dan -
pada Blok Pertanahan
III.D.1 dan
Blok III.D.2.
f Halte
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
e SWP III.A | « APBD
pada Blok Provinsi Dinas Dinas
111 Pembangunan Halte II1.A.2; e APBD ) Perhubungan Perhubungan )
e SWP II.B Kabupaten.
pada Blok
II1.B.2;
e SWP I1.C
pada  Blok | * QPB].D . Di Di
1.1.2 | Pemeliharaan Rutin Halte II.C.2; rovinsi - nas mnas -
e APBD Perhubungan Perhubungan
e SWP III.D Kab ¢
pada Blok abupaten.
III.D.1 dan
Blok III.D.2.
g Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
1 Program Penyelenggaraan Perkeretaapian
1.1 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
e jaringan jalur o Kementerian Dinas Pekerjaan
kel;eti . api | e APBN Pekerjaan gmum, Tata o Swasta
111 | Pembebasan lahan jaringan jalur ;In a}?gsga? B Sumg?r Umum ) P;ir;ﬁ;han e PT. Kereta
o kereta api antar kota pembiayaan | o gementerian ’ Api
Parepare lain yang Perhubunean Kawasan Ind .
Segmen E sah g Permukiman dan ndonesia
(Mandai - Pertanahan




No

Program Utama

1.1.2

Pembangunan jaringan jalur kereta
api antar kota

Lokasi

Bandara
Sultan
Hasanuddin)
melintas  di
SWP 1II.B;
dan

e jaringan jalur
kereta api
antarkota
Makassar -
Parepare
Segmen E
(Mandai -
Makassar
New Port)
melintas di
SWP 11.B
dan SWP
1II.D.

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / ;| . & 4 .
Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat Pemangku TP-II
Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah 5 (2030
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o
Pemerintahan membida-ngi membidangi Yy g g z& - 2034)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e APBN e Kementerian ‘s .
e sumber Pekerjaan wasta
) e PT. Kereta
pembiayaan Umum - _ e
lain  yang | ¢ Kementerian IP& )
sah Perhubungan ndonesia

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




No

Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Perangkat
Daerah

Kabupaten yang

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

N

()

»

o

TP-II

2025

1.1.3

Pengembangan dan pemeliharaan
jaringan jalur kereta api antar kota

jaringan jalur
kereta api
antarkota
Makassar -
Parepare
Segmen E
(Mandai -
Bandara
Sultan
Hasanuddin)
melintas di
SWP IIL.B.
jaringan jalur
kereta api
antarkota
Makassar -
Parepare
melintas  di
SWP 1I1.B;
dan
jaringan jalur
kereta api
antarkota
Makassar -
Parepare
Segmen E
(Mandai -
Makassar
New Port)
melintas  di
SWP 1I.B
dan SWP
1II.D.

e APBN

e sumber
pembiayaan
lain yang
sah

¢ Kementerian

Pekerjaan
Umum

e Kementerian

Perhubungan

e Swasta

e PT. Kereta
Api
Indonesia

Stasiun Kereta Api

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)

Program Penyelenggaraan Perkeretaapian

1.1

Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er:::;ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Ilfainnyg S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
o APBN Kementerian * Swasta
111 Pengembangan dan pemeliharaan | SWP IIIL.B pada | ® sumtt:fer Perhubungan ) ) e PT. Kereta
o Stasiun Penumpang Mandai Blok III.B.2 E;Ir? laya:; & Api
sah yang Indonesia
(o] Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana
a Rencana Jaringan Energi

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

sah

1 Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi
1.1 Perwujudan Jaringan Yang Menyalurkan Minyak Dan Gas Bumi Dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
Pembangunan Jaringan yang * APBI; Kementerian
Menyalurkan Gas Bumi Dari ¢ sumber Energi dan o Pertamina
1.1.1 Fasilitas Produksi-Tempat SWPIILB {:;I;blaya:: Sumber Daya ) ) e Swasta
Penyimpanan sah Yane | Mineral
Peningkatan Jaringan yang e APBN .
Menyalurkan Gas Bumi Dari e sumber gemer}terlan d o Pertami
1.1.2 | Fasilitas Produksi-Tempat | SWP IIL.B pembiayaan snerg Dara - - Ser amina
Penyimpanan lain  yang Mlilrrffl:r:\{ aya e Swasta

Pangkep -

1.1 Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
e SUTT KIMA | « APBN Kementerian
Maros - e sumber . e PT PLN
Pembangunan Saluran Udara ) Energi dan
1.1.1 T . . Maros pembiayaan - - (Persero)
egangan Tinggi (SUTT) . . . Sumber Daya
melintas  di lain yang | yro eral e Swasta
SWP III.B sah
e SUTT KIMA
Maros -
Maros
melintas di | ¢ APBN .
Kementerian
SWP IIL.B; . .
Peningkatan Saluran Udara . sumber Energi dan * PT PLN
1.1.2 L e SUTT Mandai pembiayaan - - (Persero)
Tegangan Tinggi (SUTT) P . Sumber Daya
- angkep lain yang . e Swasta
. . Mineral
melintas di sah
SWP IIL.B;
e SUTT




No

Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Perangkat
Daerah

Kabupaten yang

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

N

()

»

o

TP-II

2025

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

Tello
melintas  di
SWP III.B
dan SWP
III.D; dan
SUTT Tello —
Daya -
Mandai
melintas  di
SWP II1.B;

1.1.3

a.3.1

Pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT)

SUTT KIMA
Maros -
Maros
melintas  di
SWP III.B;
SUTT Mandai
- Pangkep
melintas  di
SWP III.B;
SUTT
Pangkep  —
Tello
melintas  di
SWP III.B
dan SWP
II1.D; dan
SUTT Tello —
Daya -
Mandai
melintas  di
SWP III.B;

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

e APBN

e sumber
pembiayaan
lain yang
sah

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

e PT PLN
(Persero)
e Swasta

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1.1

Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
e Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e APBN .
Pengembangan dan/atau e sumber gemepterlan d e PT PLN
1.1.1 pemeliharaan Saluran Udara | SWPIIL.B pembiayaan Sn;rgr Daaz - - (Persero)
Tegangan Menengah (SUTM) lain yang MLilner:xl 4 e Swasta
sah
a.3.2 | Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
e APBN .
Pengembangan dan/atau e sumber gemeptenan d e PT PLN
1.1.1 pemeliharaan saluran kabel | SWP III.B pembiayaan Snfrfglr D an - - (Persero)
tegangan menengah (SKTM) lain yang MLilner:xl aya e Swasta
sah
a.3.3 | Saluran Distribusi Lainnya
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
e APBN .
| ¢ SWPIILA; « sumber Kementerian « PT  PLN
Pembangunan saluran distribusi ) Energi dan
1.1.1 lainnya e SWPIII.C; dan pembiayaan Sumber Dava - - (Persero)
o SWPIILD lain yang | oo 0% 4 « Swasta
sah
SWP IILA; ¢ APBN i
Pengembangan dan/atau : SWP III B" e sumber gemer}terlan d e PT PLN
1.1.2 | pemeliharaan Saluran Distribusi ¢ pembiayaan nerel an - - (Persero)
Lai e SWPIII.C; dan - Sumber Daya
ainnya lain yang . e Swasta
e SWPIILD sah Mineral
a.4 Gardu Listrik
1 Gardu Induk
1.1 Pembangunan dan pengembangan Gardu Induk
e Gardu Induk | * APBN Kementerian . Pr PLN
1.1.1 Pembangunan Gardu Induk KIMA Maros di | Sum]??r Energi dan - - Perser
1. gu SWP III.B pada fem layaan | sumber Daya (S ersero)
Blok III.B.1; amn yang | Mineral * Swasta
sah
e Gardu Induk APBN
. . [ ] .
Optimalisasi, Pengembangan, Mandai di SWP e sumber Kemer.lterlan e PT PLN
1.1.2 | dan/atau emeliharaan  Gardu HILB pada Blok embiayaan Energl dan - - (Persero)
T Induk p III.B.1. f ¥y Sumber Daya S ¢
naa e Gardu induk ;alﬁ Yane | Mineral ¢ »wasta

KIMA Maros di




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:;r::;ﬁ::n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N | O | ||
SWP III.B pada
Blok IIL.B.1;
2 Gardu Hubung
1.2 Pembangunan dan pengembangan Gardu Hubung
e SWP III.A pada
Blok III.A.2;
e SWPIII.B pada
Blok III.B.1 | « APBN .
Optimalisasi, Pengembangan, dan Blok | e sumber gige?ter1an dan e PT PLN
1.1.1 | dan/atau  Peningkatan  Gardu 1I.B.2; pembiayaan | g ml% er  Dava - - (Persero)
Hubung e SWPIII.C pada lain yang | proeral Yy e Swasta
Blok III.C.1; sah
dan
e SWPIII.D pada
Blok III.D.2.
3 Gardu Distribusi
1.3 Pembangunan dan pengembangan Gardu Distribusi
APBN .
e SWPIILD pada | °* Kementerian
11.1 P o . Blok m.D.1 | °* sumbfar Energi dan * PT PLN
1. embangunan Gardu Distribusi pembiayaan - - (Persero)
dan Blok . Sumber Daya
lain yang X e Swasta
II1.D.2 Mineral
sah
e SWP III.A pada
Blok II.A.1
dan Blok
II1.A.2;
e SWP III.B pada
Blok III.B.1,
Blok III.LB.2, | ¢« APBN .
Optimalisasi, Pengembangan, dan Blok | ¢ sumber gir;e?terlan dan e PT PLN
1.1.2 | dan/atau peningkatan Gardu III.B.3; pembiayaan Suml%er Dava - - (Persero)
Distribusi e SWP III.C pada lain yang | yro eral Yy e Swasta
Blok II.C.1 sah
dan Blok
II1.C.2; dan
e SWPIII.D pada
Blok II1.D.1
dan Blok
II1.D.2.
b Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma'fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N | O | ||
b.1.1 | Jaringan Serat Optik
1 Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik
1.1 Rencana Pengembangan Jaringan Serat Optik
e APBN )
o SWPIILA; * APBD . Dinas
Pembangunan jaringan tetap berupa | e SWP IILB; Kabupaten Kementerian Komunikasi, ¢ Telkom
1.1.1 jaringan serat optik o SWPIILC: dan | ® sumber Komunikasi dan - Informatika, Indonesia
g pembiayaan Digital Statistik dan (Persero)
e SWPIILD. . .
lain yang Persandian e Swasta
sah
+ APBN _
. o SWPIILA; * APED Dinas
Pengembangan atau peningkatan o SWP III.B" Kabupaten Kementerian Komunikasi, e Telkom
1.1.2 | jaringan tetap berupa jaringan serat e SWP III. C: dan | * sumber Komunikasi dan - Informatika, Indonesia
optik o SWP IH'D’ pembiayaan | Digital Statistik dan (Persero)
o lain yang Persandian e Swasta
sah
b.2 Jaringan Bergerak Seluler
b.2.1 | Menara Base Transceiver Station (BTS)
1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan
1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
e SWP III.A pada
Blok II.A.1
dan Blok | * APBN Di
Pengembangan dan/atau I.A.2; * APBD K . Klnas casi Telk
pemeliharaan jaringan bergerak | ® SWP IIL.B pada Kabupaten ementerian omunikasi, ¢ Telkom
1.1.1 seluler berupa menara Base Blok [M.B.1 | ® sumber Komunikasi dan - Informatika, Indonesia
Transceiver Station (BTS) dan Blok pembiayaan | Digital Statistik dan (Persero)
IIL.B.2: dan lain yang Persandian e Swasta
e SWPILD pada | 2P
Blok III.D.1.
Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah
2
Provinsi
2.1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
e SWP IILA pada | * APBN .
. Blok  IILA.1 | * APBD Dinas
Pengendalian dan pengaturan dan lélc;k Kabupaten Kementerian Komunikasi, e Telkom
2.1.1 menara Base Transceiver Station HLA.2: e sumber Komunikasi dan - Informatika, Indonesia
(BTS) N SWP II71 B pada pembiayaan | Digital Statistik dan (Persero)
Blok ’ M.B.1 lain  yang Persandian e Swasta

sah




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N N N N N
dan Blok
II1.B.2; dan
e SWPIII.D pada
Blok III.D.1
c Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan APBD Ruang,
1.1.1 . . - - Perumahan, -
Irigasi Sekunder Kabupaten.
Kawasan
o SWP IILA; igg‘;gﬁiﬂ dan
* SWPIILB; dan Dinas Pekerjaan
e SWPIIILC. Umum, Tata
Pengelolaan dan Pengawasan APBD Ruang,
1.1.2 AR . - - Perumahan, -
Alokasi Air Irigasi Sekunder Kabupaten
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan APBD Ruang,
1.1.3 L. . - - Perumahan, -
Irigasi Tersier Kabupaten.
Kawasan
Permukiman dan
e SWP III.B; dan Pertanahan
e SWPIIIL.C. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Pengelolaan dan Pengawasan APBD Ruang,
1.1.4 AR . . - - Perumahan, -
Alokasi Air Irigasi Tersier Kabupaten.
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
d Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum
d.1.1 | Unit Distribusi
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o o @
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N N N N N
Dinas Pekerjaan
e SWP IILA ¢ QPED X Umum, Tata | e Perusahaa
. e ’ abupaten Ruang, n Daerah
Pembangunan Jaringan Distribusi | ¢ SWP IIL.B, e sumber . .
1.1.1 Pembagi e SWP IIL.C: dan pembiayaan - - Perumahan, Air Minum
o SWP III D’ lain yang Kawasap (PDAM)
i sah Permukiman dan | e Swasta
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
* ﬁzﬁfpaten Umum, Tata | e Perusahaa
. . Ruang, n Daerah
112 | Peningkatan = SPAM  Jaringan » sumber : : Perumahan, Air Minum
g€ f;in 4 an Kawasan (PDAM)
sah yang Permukiman dan | e¢ Swasta
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
* ﬁzﬁfpaten Umum, Tata | ¢ Perusahaa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan e sumber Ruang, n Da.erah
1.1.3 Distribusi Pembagi SWP ITLA mbi - - Perumahan, Air Minum
&l * A pemblayaan Kawasan (PDAM)
e SWPIILB, o yang Permukiman dan | e Swasta
e SWPIIL.C; dan Pertanahan
e SWP IIL.D. Dinas Pekerjaan
* ﬁzgl?paten Umum, Tata | e Perusahaa
Perbaikan SPAM Jaringan Distribusi e sumber Ruang, n Dgerah
1.1.4 Pembagsi bi - - Perumahan, Air Minum
& D el Kawasan (PDAM)
sah yang Permukiman dan | e¢ Swasta
Pertanahan
d.1.2 | Unit Pelayanan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Hidran Umum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan
° QPED Umum, Tata | e Perusahaa
Peningkatan elayanan  Hidran . Illapaten Ruang, n_ Daerah
1.1.1 Umun% pelay * sumb?r - - Perumahan, Air Minum
v lay;:nng Kawasan (PDAM)
SWP III.B pada sah Permukiman dan | e Swasta
Blok III.B.2 Pertanahan
APBD Dinas Pekerjaan | e Perusahaa
. . . ¢ U Tat
Operasi dan Pemeliharaan Hidran Kabupaten murm, ata n. Da.lerah
1.1.2 Umum e sumber - - Ruang, Air Minum
embiavaan Perumahan, (PDAM)
p 4 Kawasan e Swasta




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-1I TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Il:ainn g = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
lain yang Permukiman dan
sah Pertanahan
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Hidran Kebakaran
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota
e APBD
Kablllopaten Dinas Pemadam
1.1.1 | Pembangunan Hidran Kebakaran ¢ sumber - - Kebakaran dan | Swasta
pembiayaan Penyelamatan
lain yang Yy
sah
e APBD
Pemeliharaan Sistem Pemadam Kabli)paten Dinas Pemadam
1.1.2 | Kebakaran Hydrant, Sprinkler Dan ¢ sumbfer - - Kebakaran  dan | Swasta
Fire Alarm pemblayaan Penyelamatan
re lain yang
e SWP III.A pada sah
Blok IILA.1; . Badan
dan * APBD Penanggul
ggulanga
e SWPIIL.D pada Kabupaten n Bencana
Pemberdayaan Masyarakat dalam e sumber
1.1.3 Blok IIL.D.2. ) - - Daerah Swasta
Pencegahan Kebakaran pembiayaan ) d
lain yang e Dinas Pemadam
sah Kebakaran dan
Penyelamatan
APBD e Badan
L]
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten Penang%ulanga
Pencegahan dan Penanggulangan e sumber n encana
1.1.4 . SO ) - - Daerah Swasta
Kebakaran, melalui Sosialisasi dan pembiayaan .
Edukasi M K lain yang e Dinas Pemadam
ukasi Masyarakat sah Kebakaran dan
Penyelamatan
e Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
e.l Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa Subsistem pengolahan terpusat
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten/Kota
¢ ﬁzgl?paten e Dinas Pekerjaan
Penyediaan lahan untuk | SWP III.LD pada | ¢ sumber Umum, Tata
1.1.1 h - - Ruang Swasta
pembangunan IPAL Kota Blok III.D. 1 pembiayaan ’
lai Perumahan,
ain yang
Kawasan

sah




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva © © @
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N | O | ||
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
APBD Ruang,
Kabupaten Perumahan,
112 Supervisi Pembangunan/ Instalasi sumber B B Kawasan Swasta
o Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota pembiayaan Permukiman
lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
APBD Ruang,
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasa Kab%paten Ezr‘;gsl:gan’
1.1.3 | n Instalasi Pengelolaan Air Limbah Sumpber - - . Swasta
(IPAL) Kota pe.mblayaan Permukiman
lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa Subsistem pengolahan terpusat
2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten/Kota
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
APBD Ruang,
Penyediaan lahan untuk Kabupaten Eerumahan,
2.1.1 | pembangunan IPAL skala kawasan sumber - - Pawasip Swasta
tertentu/permukiman e SWP IIL.A pada pembiayaan ermuuman
Blok ML.A.2; lain yang dz.m Pertanahan
dan sah e Dinas
e SWPIILD pada E.régkungan
Blok IIL.D.2. 1cup
APBD e Dinas Pekerjaan
Kabupaten Umum Tata
Pembangunan IPAL skala kawasan sumber ’
2.1.2 . ) - - Ruang, Swasta
tertentu/permukiman pembiayaan
lai Perumahan,
ain  yang
sah Kawasan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPema:fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasa Kabupaten Eerumahan,
2.1.3 | n IPAL Skala Kawasan ¢ Sumb.er - - awasan Swasta
Tertentu/Permukiman pembiayaan Permukiman
lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
f Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
L
L]
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Kabupaten Pekeriaan Ezrvbl:slealﬁan,
1.1.1 Strategi, dan  Teknis Sistem e sumber J - . Swasta
& SWP III.A pad. Umum Permukiman
Pengelolaan Persampahan -A pada pembiayaan
Blok Im.A.1 lai dan Pertanahan
ain yang .
dan Blok sah e Dinas
II1.A.2; Lingkungan
SWP III.B pada Hidup
Blok .B.1 e Dinas Pekerjaan
dan Blok Umum, Tata
II1.B.3; . iggg Ruang,
. * P h
Pembangunan tempat pengelolaan 12\1)!12 1 ICIIp(?dﬁ Kabupaten Pekerjaan Kzr‘;l:sl:nan,
1.1.2 | sampah reuse, reduce, recyle T | e sumber . Swasta
(TPS3R) dan embiavaan Umum Permukiman
SWP II1.D pada {;in yyang dan Pertanahan
Blok III.D.1 sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
Pembangunan sarana dan * APBN Pekerjaan * Dinas Pekerjaan
1.1.3 rasarana ¢ APBD Umum - Umum, Tata | Swasta
p Kabupaten Ruang,




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::;ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
pendukung tempat pengelolaan e sumber Perumahan,
sampah reuse, reduce, recyle pembiayaan Kawasan
(TPS3R) lain yang Permukiman
sah dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Pembentukan lembaga pengelola Kabupaten Perumahan,
1.1.4 | tempat pengelolaan sampah reuse, ¢ Sumb,er - - Kawasap Swasta
reduce, recyle (TPS3R) pe.mblay aan Permukiman
lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
oo
Operasional dan  Pemeliharaan Kabupaten Pekeri Perumahan,
1.1.5 | tempat pengelolaan sampah reuse, e sumber cxerjaan - Kawasap Swasta
reduce, recyle (TPS3R) pembiayaan Umum Permukiman
’ lain dan Pertanahan
yang .
sah e Dinas
Lingkungan
Hidu
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
e Dinas Pekerjaan
e SWP III.A pada Umum, Tata
Blok III.A.1 | « APBD Ruang,
dan Blok Kabupaten Perumahan,
111 Pembangunan/Pengadaan Tempat III.A.2; e sumber B B Kawasan Swasta
o penampungan sementara (TPS) e SWP III.B pada pembiayaan Permukiman
Blok 1I1.B.2 lain  yang dan Pertanahan
dan Blok sah e Dinas
1I1.B.3; Lingkungan

Hidup




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er:::;ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
e SWPIII.C pada e Dinas Pekerjaan
Blok II1.C.2; Umum, Tata
dan e APBD Ruang,
e SWP III D pada Kabupaten Perumahan,
112 Peningkatan Tempat penampungan Blok III.D.1 | e sumber B B Kawasan Swasta
o sementara (TPS) dan Blok pembiayaan Permukiman w
II1.D.2. lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
g Perwujudan Rencana Jaringan Drainase
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan
. Umum, Tata
e APBD Dinas Sumber Ruan
Pembangunan Jaringan Drainase Provinsi Daya Air, Cipta uang,
1.1.1 . - Perumahan, -
Primer e APBD Karya dan Tata
Kabupaten Ruang Kawasan
o SWPIILA; p . Permukiman dan
e SWP III.B; Pertanahan
e SWP IIL.C; dan Dinas Pekerjaan
WP III.D.
°S « APBD Dinas Sumber gm;;m, Tata
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Provinsi Daya Air, Cipta uang,
1.1.2 . . - Perumahan, -
Drainase Primer e APBD Karya dan Tata
Kabupaten Ruang Kawasan
p : Permukiman dan
Pertanahan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
. . Ruang,
1.1.1 gzréll?fgfru nan Jaringan Drainase o SWPIILA; ﬁl;ﬁ? aten - - Perumahan, -
o SWP IILB; paten. Kawasan
e SWP III.C; dan Permukiman dan
e SWP IIL.D. Pertanahan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan APBD Dinas — Pekerjaan
1.1.2 . - - Umum, Tata -
Drainase Sekunder Kabupaten.

Ruang,




No

Program Utama Lokasi

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat Pemangku TP-II
Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kepentingan (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn a o
Pemerintahan membida-ngi membidangi y DR &R 2034)
di Bidang R & &R |&
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)

1.1

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1

Pembangunan Jaringan Drainase
Tersier

1.1.2

Peningkatan Drainase

Tersier

Jaringan

SWP IIL.A;

1.1.3

[ )]
e SWP IIL.B;

e SWP III.C; dan
[ )]

SWP III.D.

Rehabilitasi Drainase

Tersier

Jaringan

1.1.4

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Drainase Tersier

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

APBD
Kabupaten.

Dinas
Umum,
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan
Tata

Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Program Penyelenggaraan Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:;r::tl:ﬁ::n (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o
Pemerintahan membida-ngi membidangi y DR &R 2034)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e ruas jalan Bts. | ¢« APBN
Kota Maros - | ¢« APBD
Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Bts. Kota Kabupaten. Badan Nasional Badan
1.1.1 | yang Terintegrasi dengan Tempat Makassar e sumber Penanggulanga - Penanggulangan Swasta
Evakuasi melintas di pembiayaan | n Bencana Bencana Daerah
SWP IIL.B; lain  yang
e Jln. Perintis sah
Kemerdekaan ¢ APBN
Pengendalian Operasi dan (Makassar) * APBD Badan Nasional Badan
1.1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana melintas di Kabupaten. Penanggulanga - Penanggulangan Swasta
Kesiapsiagaan terhadap Bencana SWP IILB; ® sumber n Bencana Bencana Daerah
® ruas jalan pgmblayaan
Patte'ne — Kuri lain yang sah
melintas di
SWP III.A, SWP
III.B, SWPIIIL.C,
dan SWP IIL.D;
e ruas jalan
Patte’ne -
Matana
melintas di
SWP III.A, SWP
II.B, dan SWP
I11.D;
e Jalan Masuk
dan Keluar | | AppN
. . Terminal e APBD )
Penyediaan Peralatan Perlindungan Barang dan Kabupaten Badan Nasional Badan
1.1.3 | dan Kesiapsiagaan terhadap Penumpang abup ’ Penanggulanga - Penanggulangan Swasta
Bencana melintas di ¢ sumbfsr n Bencana Bencana Daerah
pembiayaan
SWP IIL.B lain yang sah
e Jalan Lokal
Primer
melintas di

SWP III.A, SWP
III.B, SWPIIIL.C,
dan SWP III.D;
Jalan
Lingkungan
Primer
melintas di
SWP IIIl.LA, SWP
II.B, dan SWP
III.D

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::;ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
h.2.1 | Titik Kumpul
1 Program Penyelenggaraan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e SDN 162
Inpres
Kampala di | e« APBD
SWP III.C pada Kabupaten Bad
Penyediaan dan Pemeliharaan Titik Blok II1.C.1; | e sumber adan
1.1.1 ) - - Penanggulangan Swasta
Kumpul dan pembiayaan Bencana Daerah
e SMP Islam Al- lain yang
Wasi di SWP sah
III.C pada Blok
II1.C.2.
h.2.2 | Tempat Evakuasi Sementara
1 Program Penyelenggaraan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e Masjid Darul
Argam di SWP
III.A pada Blok
. g;?g; e APBD
Puskesmas Kabupaten Badan
Penyediaan dan  Pemeliharaan . e sumber
1.1.1 Tempat Evakuasi Sementara Marusu di SWP bi - - Penanggulangan Swasta
p III.A pada Blok pembiayaan Bencana Daerah
1L.A.2; dan lain yang
e Kantor  Desa sah
Marumpa  di
SWP III.B pada
Blok III.B.2
e Masjid Darul
Argam di SWP
1A pada Blok | ® 2PBD
ILA.2; Kabupaten Badan
Penyediaan Sarana dan Prasarana ’ e sumber
1.1.2 . e UPTD . - - Penanggulangan Swasta
Tempat Evakuasi Sementara pembiayaan
Puskesmas lai Bencana Daerah
Marusu di SWP Sa;}rll yang
III.A pada Blok
III.A.2; dan




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) [} [=) [} [}
N N N N N
e Kantor Desa
Marumpa di
SWP III.B pada
Blok III.B.2
h.2.3 | Tempat Evakuasi Akhir
1 Program Penyelenggaraan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e Kantor
Kecamatan
Marusu di SWP | e APBD
III.A pada Blok Kabupaten Bad
11.1 Penyediaan dan Pemeliharaan III.A.1; dan e sumber _ _ P:n:rrll langan Swasta
o Tempat Evakuasi Akhir o Masjid Hj. pembiayaan gguang
. . Bencana Daerah
Sahari Al- lain  yang
dorahim di sah
SWP III.D pada
Blok II1.D.2.
e Kantor
Kecamatan
Marusu di SWP | e APBD
III.A pada Blok Kabupaten Badan
112 Penyediaan Sarana dan Prasarana III.A.1; dan e sumber B ~ Psn:ln langan Swasta
o Tempat Evakuasi Akhir e Masjid Hj. pembiayaan gL ang
. . Bencana Daerah
Sahari Al- lain yang
dorahim di sah
SWP III.D pada
Blok III.D.2.
Program Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki
1.1 Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki
e APBD
Kabupaten
. . Badan
Pengembangan Jaringan Pejalan e sumber
1.1.1 Kaki ) - - Penanggulangan Swasta
1 e ruas jalan Bts. pejmblayaan Bencana Daerah
Kota Maros - lain yang
Bts. Kota sah
Makassar | o sppp
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan melintas di Kabupaten Badan
1.1.2 Pei . SWP II1.B; - - Penanggulangan Swasta
ejalan Kaki A e sumber
e Jln. Perintis embiavaan Bencana Daerah
Kemerdekaan p Yy




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Il:ainn g = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
(Makassar) lain  yang
melintas di sah
SWP III.B;
e Jalan
Lingkungan
Primer
melintas di
SWP III.B
II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
A Perwujudan Rencana Zona Lindung
a Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
Program Pengadaan Pengelolaan Daerah Sempadan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
1.1 Pengelolaan Daerah Sempadan
e Dinas ¢ Dinas Pekerjaan
Sumber Umum, Tata
Daya Air, Ruang,
e APBN )
Pelaksanaan  pengelolaan  DAS . Cipta Karya Perumahan,
) e APBD Kementerian
Lintas daerah Kabupaten dan dalam o . dan Tata Kawasan
1.1.1 Provinsi. Pekerjaan . -
Daerah Kabupaten dalam 1 Daerah Umum Ruang Permukiman
Provinsi * APBD u « Dinas dan Pertanahan
Kabupaten. Lingkungan e Dinas
Hidup dan Lingkungan
e SWP III.C pada Kehutanan Hidup
Blok III.C.1 - - -
¢ Dinas e Dinas Pekerjaan
Sumber Umum, Tata
e APBN Daya Air, Ruang,
Penetapan sempadan sungai serta . Cipta Karya Perumahan,
. . e APBD Kementerian
1.1 | operasi dan Pemeliharaan dan Provinsi Pekerjaan dan Tata Kawasan _
perlindungan tanggul dan tebing : Ruang Permukiman
i e APBD Umum )
sungai Kabupaten e Dinas dan Pertanahan
b ’ Lingkungan Dinas
Hidup dan Lingkungan
Kehutanan Hidup
e SWP III.C pada e Di Dinas Pekerjaan
Blok III.C.2; | ® APBN Slnats) Umum, Tata
Pengelolaan, pengendalian dan dan e APBD Kementerian Dum er Aj Ruang,
1.1.3 pemanfaatan kawasan sempadan | e SWP III.D pada Provinsi. Pekerjaan C'ayt a K 1T, Perumahan, -
pantai Blok ILD.1 | ¢ APBD Umum pta Rarya | gawasan
dan Blok Kabupaten dan Tata Permukiman
p : Ruang

1I.D.2.

dan Pertanahan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPemaxfgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang (=) [=) [=) [} [}
a | 8| | | &
e Dinas Dinas
Lingkungan Lingkungan
Hidup dan Hidup
Kehutanan Dinas
Perikanan
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
e Dinas Dinas Pekerjaan
Sumber Umum, Tata
e APBN Dgya Air, Ruang,
e APBD Kementerian Cipta  Karya Perumahan,
Pendataan dan Pemetaan . . dan Tata Kawasan
2.1.1 Provinsi. Pekerjaan . -
Pengamanan Kawasan Sempadan Ruang Permukiman
e APBD Umum )
Kab " e Dinas dan Pertanahan
abupaten. Lingkungan Dinas
Hidup dan Lingkungan
Kehutanan Hidup
e Dinas Dinas Pekerjaan
Sumber Umum, Tata
e APBN D.aya Air, Ruang,
. o SWP III.C pada . Cipta Karya Perumahan,
Pemasangan Papan Informasi/ e APBD Kementerian
. Blok III.C.1 o . dan Tata Kawasan
2.1.2 | Peringatan Ketentuan Kawasan d lok Provinsi. Pekerjaan . -
Sempadan an Blo o APBD Umum Ruang Permukiman
II1.C.2; dan Kab ¢ e Dinas dan Pertanahan
e SWP III.D pada abupaten. Lingkungan Dinas
Blok I1.D.1 Hidup dan Lingkungan
dan Blok Kehutanan Hidup
[L.D.2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e Dinas Ruang,
Sumber Perumahan,
e APBN g.ayta K Air, anasip
Penataan Kawasan Sempadan e APBD Kementerian 1pta arya ermuximarn
) N o . dan Tata dan Pertanahan
2.1.3 | Untuk Menunjang Normalisasi dan Provinsi. Pekerjaan . -
1 X . Ruang Dinas
Revitalisasi, Pengembangan Wisata e APBD Umum . N
Kabupaten e Dinas Pariwisata,
b ’ Lingkungan Pemuda dan
Hidup dan Olahraga
Kehutanan Dinas
Lingkungan
Hidup
b Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:;r::::ﬁ::n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
b.1 Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Penyusunan dan Penetapan Ruang,
Perumahan,
Rencana Pengelolaan APBD K
1.1.1 | Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Kabupat - - Pawasir} -
Taman Kelurahan dengan kode abupaten. ermuximan
dan Pertanahan
RTH-4 .
e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Pengelolaan Keanekaragaman Perumahan,
. APBD Kawasan
1.1.2 | Hayati Sub-Zona Taman Kelurahan Kab N - - P ki -
dengan kode RTH-4 SWP III.LB pada abupaten. ermuximan
dan Pertanahan
Blok III.B.2. .
e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perumahan,
113 Keanekaragaman Hayati Sub-Zona APBD B B Kawasan ~
o Taman Kelurahan dengan kode Kabupaten. Permukiman
RTH-4 dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
b.2 Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATTI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
11.1 Pengelolaan Sub-Zona Pemakaman | e SWP III.A pada | APBD B B Dinas Lingkungan B

dengan kode RTH-7

Blok IILA.1;

Kabupaten.

Hidup




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang II.’ainnyg = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
e SWP III.B pada
Blok I1I.B.2;
Pengelolaan Sarana dan Prasarana | e SWP III.C pada . .
1.1.2 | Sub-Zona Pemakaman dengan kode Blok I.C.1; QPED N - - g%rdlas Lingkungan -
RTH-7 dan abupaten. idup
e SWP III.D pada
Blok III.D.1.
b.3 Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Sub-Zona Jalur Hijau SWP ULB _pada APBD Dinas Lingkungan
1.1.1 Blok III.B.1 dan - - . -
dengan kode RTH-8 Blok IIL.B.2 Kabupaten. Hidup
b.4 Program RTH
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATTI)
1.1 Program Penyediaan RTH
¢ Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Pembangunan dan Perluasan RTH | Kawasan Perumahan,
11.1 melalui pengadaan lahan atau | Pengembangan APBD ~ B Kawasan B
o penggunaan lahan milik pemerintah | Ekonomi Kabupaten Permukiman
yang tidak terpakai Marusu dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Pengembangan koridor ruang hijau Kawasan Perumahan,
& g gy Pengembangan APBD Kawasan
1.1.2 | kota yang menghubungkan antar . - - . -
Ekonomi Kabupaten Permukiman
RTH,;
Marusu dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPema:gku (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang efaei::u:ngan S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N N N N N
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Kawasan Kabupaten Perumahan,
1.1.3 Akuisisi RTH privat dan | Pengembangan e sumber B B Kawasan Swasta
o menjadikannya bagian RTH publik; Ekonomi pembiayaan Permukiman
Marusu lain  yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Kawasan Kabupaten Perumahan,
Penghijauan bangunan (green | Pengembangan e sumber Kawasan
1.1.4 . . . - - . Swasta
roof/ green wall); Ekonomi pembiayaan Permukiman
Marusu lain  yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Kawasan Kabupaten Perumahan,
Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan e sumber Kawasan
1.1.5 . .. . ) - - . Swasta
komunitas hijau kota; Ekonomi pembiayaan Permukiman
Marusu lain  yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Kerjasama dengan badan usaha, * APBD Ruang,
Kawasan Kabupaten Perumahan,
swasta, dan masyarakat dalam Pencembangan e sumber Kawasan e Swasta
1.1.6 | penyediaan, pembangunan, Ek sembang su b'e - - P ki M Kkat
perluasan, dan pemeliharaan RTH | oot pemblayaan crmmarn ¢ Masyaraxa
publik. arusu lain  yang da}n Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
c Zona Lindung Geologi dengan kode LGE
c.1l Sub-Zona Keunikan Proses Geologi dengan kode LGE-3
1 Program Pengelolaan Lindung Geologi




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah Pemangku (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya s s =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N N N N N
1.1 Pengelolaan Lindung Geologi
e APBN
e APBD
Provinsi . Badan Badan
Kementerian Perencanaan
Penyusunan master plan dan e APBD Perencanaan Pembaneunan Perencanaan
1.1.1 Penetapan Sub-Zona Keunikan | SWP III.LD pada Kabupaten angu > | Pembangunan, Swasta
- Pembangunan Penelitian dan - .
Proses Geologi Blok III.D.1 e sumber . Riset dan Inovasi
: Nasional Pengembangan
pembiayaan Daerah Daerah
lain yang
sah
e APBN e Badan
Perencanaan
* APB].D . Badan Pembangunan,
Provinsi . :
o APBD Kementerian Perencanaan Riset dan
1.1.2 Pengembangan Geo-Tourism SWP III.D pada Kabupaten Perencanaan Peml:;g ngunan, ;novam b Daerah Swasta
Blok II.D. 1 . b Pembangunan Penelitian dan engembangan
e sumber Nasional Pengembangan | e Dinas
pcjmblayaan Daerah Pariwisata,
1a1}r11 yang Pemuda dan
sa Olahraga
e APBN ¢ Badan e Badan
. e APBD Perencanaan Perencanaan
Pengembangan Konservasi dan o Pembangunan
: Provinsi . . Pembangunan,
Perlindungan berupa Pemasangan Kementerian Penelitian dan .
- - e APBD Pengembangan Riset dan
rambu dan papan informasi, Perencanaan & g .
1.1.3 . SWP IIL.D pada | Kabupaten Daerah Inovasi Daerah | Swasta
Pengembangan sistem pengamanan Blok I1.D.1 Pembangunan - Pencembangan
kawasan geologi dan buffer zone di = e sumber Nasional e Dinas 18 €
sekitar area geologi pembiayaan Lingkungan ¢ Dinas
lain  yang Hidup dan Lingkungan
sah Kehutanan Hidup
d Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM
d.1 Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Ekosistem Mangrove
o APBN e Kementerian Dinas
Penyusunan dan Penetapan | o qwp 11.¢ pada * APB].) . Ll.n gkungan Lingkungan Dinas Lingkungan
1.1.1 Rencana Pengelolaan Blok HLC.2: Provinsi Hidup idup d. id Swasta
Keanekaragaman Hayati ° T | e APBD e Kementerian Hidup dan Hidup
dan Kehutanan
Kabupaten Kehutanan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-1I TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tleglk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang S| | 9| S| ©
N N N N N
e SWP IIL.D pada | e sumber e Kementerian
Blok III.D.1. pembiayaan Kelautan dan
lain yang Perikanan
sah
: ﬁﬁgg e Kementerian
Provinsi Lingkungan
Pengembangan Kapasitas o APED Hidup Dinas
112 Kelembagaan dan SDM dalam Kabupat e Kementerian Lingkungan Dinas Lingkungan Swasta
o Pengelolaan Keanekaragaman abupaten Kehutanan Hidup dan Hidup
Hayati ° suml];_er e Kementerian Kehutanan
f?m 1ayaan Kelautan dan
am - yang Perikanan
sah
¢ APBN
e Kementerian
° ;\PB].D . Lingkungan
rovinsi Hidup Dinas
Pengelolaan Taman e APBD . . . .
L e Kementerian Lingkungan Dinas Lingkungan
1.1.3 Keanekaragaman Hayati di Luar Kabupaten . . Swasta
Kawasan Hutan Kehutanan Hidup dan Hidup
* sumll;er e Kementerian Kehutanan
f?m 1ayaan Kelautan dan
amn - yang Perikanan
sah
e APBN
e Kementerian
* QPB].D . Lingkungan
A;:ggl St Hidup Dinas
1.1.4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana * Kabupat e Kementerian Lingkungan Dinas Lingkungan Swasta
o Keanekaragam Hayati abupaten Kehutanan Hidup dan Hidup
° sumger e Kementerian Kehutanan
Fﬁtm 1ayaan Kelautan dan
amn . yang Perikanan
sah
Zona Badan Air dengan kode BA
f.1 Sub-Zona Badan Air dengan kode BA
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
e Dinas Pekerjaan
Normalisasi/Restorasi Sungai, APBD Umum, Tata
1.1.1 - - Ruang, -
kolam dan tambak Kabupaten
Perumahan,

o SWP LA

Kawasan




No

Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Perangkat
Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

N

()

»

o

TP-II

2025

1.1.2

Operasi dan Pemeliharaan Sungai,
kolam dan tambak

1.1.3

Pengendalian potensi polusi dan
limbah pada sub-zona badan air

1.1.4

Konservasi dan Rehabilitasi
Ekosistem dan fungsi badan air

pada Blok
III.A.1;

o SWP
pada Blok
II1.B.1 dan
Blok III.B.2;

o SWP II.C
pada Blok
I1.C.1 dan
Blok III.C.2;
dan

o SWP
pada Blok
I1.D.1 dan
Blok II1.D.2.

II1.B

1I1.D

Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
Dinas Perikanan

APBD
Kabupaten

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Perikanan

APBD
Kabupaten

Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup

APBD
Kabupaten

e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan

e Dinas
Lingkungan
Hidup

e Dinas Perikanan

Perwujudan Zona Budi Daya

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)

Zona Pertanian dengan kode P

a.l

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:;r::::ﬁ::n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Tanaman Pangan
o SWP III.A pada
Blok III.A.2; e APBD
Pendampingan Penggunaan Sarana * SWP IIL.B pada Kabupaten Dinas Pertanian
‘ Blok III.B.2 | e sumber
1.1.1 Pendukung pertanian Sub-Zona lok ) - - dan Ketahanan | Swasta
Tanaman Pangan dan Blo pembiayaan Pangan
III.B.3; dan lain yang
e SWP III.C pada sah
Blok III.C.1.
1.2 Pengembangan Prasarana Tanaman Pangan
o SWP III.A pada
Blok III.A.2; e APBD
Penyusunan Masterplan | e SWP III.B pada Kabupaten Dinas Pertanian
12.1 Pengembangan Prasarana, Sarana, Blok III.B.2 | e sumber B B dan Ketahanan | Swasta
- Kawasan dan Komoditas Tanaman dan Blok pembiayaan
. ; Pangan
Pangan [II.B.3; dan lain yang
e SWP III.C pada sah
Blok III.C.1. .
1.3 Pembangunan Prasarana Tanaman Pangan
e SWP III.A pada
Blok III.A.2; Di
« SWP 1B pada | ® APBN Tanaman
Pembangunan, Rehabilitasi dan ’ e APBD . Dinas Pertanian
- . Blok 11.B.2 o Kementerian Pangan,
1.3.1 Pemeliharaan Prasarana Pertanian Provinsi . > dan Ketahanan -
dan Blok Pertanian Hortikultura
Sub-Zona Tanaman Pangan e APBD Pangan
III.B.3; dan Kabupaten dan
e SWP III.C pada p Perkebunan
Blok III.C.1.
1.4 Program Perlindungan dan Penetapan LP2B
e SWP IILB pada | e APBN ,]?inas
Penyusunan peta dan pengelolaan Blok  III.B.3; | @ APBD . anaman Dinas Pertanian
. s Kementerian Pangan,
1.4.1 lahan Pertanian Pangan dan Provinsi Pertanian Hortikultura dan Ketahanan -
Berkelanjutan/LP2B e SWP III.C pada | ® APBD Pangan
Blok III.C.1 Kabupaten dan
T Perkebunan
e SWP IIL.B pada | » APBN Dinas
. Blok III.B.3; | e APBD . Tanaman Dinas Pertanian
Pengelolaan Lahan Pertanian - Kementerian Pangan,
1.4.2 Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Provinsi Pertanian Hortikultura dan Ketahanan )
& J e SWP IIL.C pada | e APBD dan Pangan
Blok III.C.1. Kabupaten

Perkebunan




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e SWP IIL.B pada | e APBN ?inas
Blok IILB.3; | « APBD Kementerian PZEa’arI‘lan Dinas Pertanian
1.4.3 | Penerbitan sertifikat tanah LP2B dan Provinsi Pertanian Hor?k Ttura dan Ketahanan -
e SWP IIL.C pada | e APBD dan Pangan
Blok III.C.1. Kabupaten Perkebunan
e SWP IILB pada | e APBN TDinas
Blok 1I1.B.3; e APBD . anaman Dinas Pertanian
Pemasangan tanda batas dan patok P Kementerian Pangan,
1.4.4 LP2B dan Provinsi Pertanian Hortikultura dan Ketahanan )
e SWP III.C pada | e APBD dan e Pangan
Blok III.C.1. Kabupaten Perkebunan
b Zona Perikanan dengan kode IK
b.1 Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Perikanan
e SWP III.B pada
Blok I1IB.3; | °* QEE’E aten
Pendampingan Penggunaan Sarana dan o sumbe):r
1.1.1 Pendukung Pertanian Sub-Zona | e SWP III.C pada embiavaan - - Dinas Perikanan Swasta
Perikanan Budi Daya Blok In.C.1 pe ¥
dan Blok lain  yang
11.C.2. sah
1.2 Pengembangan Prasarana Perikanan
e SWP III.B pada e APBD
Blok 1I1.B.3;
Penyusunan Masterplan dan Kabupaten
1.2.1 Pengembangan Prasa.rana, Sarana, e SWP III.C pada ¢ sumb.er - - Dinas Perikanan Swasta
Kawasan dan Komoditas Perikanan Blok M.C.1 pembiayaan
Budi Daya dan ]él(;k lain  yang
11.C.2. sah
1.3 Pembangunan Prasarana Perikanan
e SWP III.B pada
Blok 1I.B.3; |°® ggf aten
Pembangunan, Rehabilitasi dan dan o sumbzr
1.3.1 | Pemeliharaan Prasarana Pertanian | ¢ SWP III.C pada embiavaan - - Dinas Perikanan Swasta
Sub-Zona Perikanan Budi Daya Blok I.C.1 pe ¥
dan Blok lalg yang
sa

I.C.2.




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
c Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
c.1l Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik
° APBbN Kementerian
11.1 Pengendalian dan Pengamanan | SWP III.LB pada * sumb_er Energi dan B ) e PT. PLN
o Kawasan Pembangkit Listrik Blok III.B.1 pemblayaan | o mper Daya e Swasta
lain Yang | Mineral
sah
° APBbN Kementerian
Program Pengelolaan | SWP III.B pada ¢ sumpoer Energi dan e PT. PLN
1.1.2 e pembiayaan - -
Ketenagalistrikan Blok III.B.1 . Sumber Daya e Swasta
lain Yang | Mineral
sah
d Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
d.1 Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
1 Program Perencanaan Pembangunan Industri
1.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
* APBN Dinas  Koperasi,
Penvusunan Rencana Kawasan * APBD Usaha Kecil dan
yu . | Pengembangan Kabupaten Kementerian Menengah,
1.1.1 Pembangunan Industri X e sumber X R - X . Swasta
Ekonomi ) Perindustrian Perindustrian dan
Kabupaten/Kota pembiayaan
Marusu - Perdagangan
lain yang
sah
e APBN . )
Koordinasi, Sinkronisasi dan | Kawasan e APBD Bmis KKo.ﬁ)ergsL
Pelaksanaan kebijakan Percepatan | Pengembangan Kabupaten Kementerian sana Becit dan
1.1.2 P . e sumber - - - Menengah, Swasta
engembangan, Penyebaran dan | Ekonomi ) Perindustrian . .
) . pembiayaan Perindustrian dan
Perwilayahan Industri Marusu .
lain yang Perdagangan
sah
o APBN
Dinas  Koperasi
L . - Kawasan * APBD p ’
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengembangan Kabupaten Kementerian Usaha Kecil dan
1.1.3 | Pelaksanaan Pembangunan Sumber - e sumber . ; - Menengah, Swasta
- Ekonomi . Perindustrian . .
Daya Industri Marusu pembiayaan Perindustrian dan
lain yang Perdagangan

sah




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) [=) [=) [} [}
N | O | ||
o SWP III.A pada
Blok II1.A.1
dan Blok | « APBN
II1.A.2; e APBD Dinas Koperasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan | e SWP III.B pada Kabupaten K . Usaha Kecil dan
ementerian
1.1.4 | Pelaksanaan Pembangunan Sarana Blok III.B.1; e sumber Perindustrian - Menengah, Swasta
dan Prasarana Industri e SWP III.C pada pembiayaan Perindustrian dan
Blok II1.C.2; lain yang Perdagangan
dan sah
e SWP III.D pada
Blok II1.D.2.
e Zona Pariwisata dengan kode W
e.l Sub-Zona Pariwisata dengan kode W
1 Program Pengelolaan Pariwisata
1.1 Pengelolaan Pariwisata
e Dinas
¢ APBN Pariwisata,
e APBD Pemuda dan
Provinsi Olahraga
e APBD Dinas Pariwisata,
Penyediaan Sarana dan Prasarana SWP IILD pada Kabupaten Kementerian Kebudayaan e Dinas Pekerjaan | ® Swasta
111 | pod Blok IILD.1 dan P ner o as Pekerjaa
ariwisata Blok IT1.D.2 e sumber Pariwisata dan o Umum, Tata | ® Masyarakat
e pembiayaan Kepariwisataan Ruang,
lain  yang Perumahan,
sah / Kawasan
Masyarakat Permukiman
dan Pertanahan
e APBN
e APBD
Provinsi
e APBD Dinas Dinas Pariwisata,
1.1.2 Perencanaan dan pengembangan | SWP III.LD pada Kabupaten Kementerian Kebudayaan Pemuda dan | ® Swasta
T Kawasan Pariwisata Blok III.D.2. e sumber Pariwisata dan Olahraga e Masyarakat
pembiayaan Kepariwisataan | Pariwisata.
lain  yang
sah /
Masyarakat
f Zona Perumahan dengan kode R
1 Program Pengembangan Perumahan dengan kode R
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o o @
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N N N N N
e APBD Dinas Pekerjaan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Kabupaten LRImum, Tata
1.1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan e sumber B B Puang, h Swasta
o Pengembangan Perumahan pembiayaan Keruma an,
Terintegrasi Secara Elektronik lain yang awasan
Kawasan sah Permukiman dan
Pengembangan Pertanahan
Ekonomi e APBD Dinas Pekerjaan
Marusu Kabupaten Umum, Tata
Koordinasi dan Sinkronisasi b Ruang,
1.1.2 | Pengendalian Pembangunan dan ¢ sumb_er - - Perumahan, Swasta
Pengembangan Perumahan pemblayaa Kawasan
n lain yang .
Permukiman dan
sah
Pertanahan
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan ¢ APBN e Kementerian Dinas Pekerjaan
Utilitas Umum di Perumahan untuk e APBD Pekerjaan Umum, Tata
Menunjang Fungsi Hunian Kabupaten Umum Ruang,
2.1.1 (Penyediaan  Prasarana  Sarana e sumber e Kementerian - Perumahan, Swasta
Utilitas Umum (PSU) Rumah pembiayaan Perumahan Kawasan
Swadaya, Rumah Umum dan lain  yang dan Kawasan Permukiman dan
Komersial) Kawasan sah Permukiman Pertanahan
Pengembangan ¢ Dinas Pekerjaan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Ekonomi e APBN o Kementerian Umum, Tata
Utilitas Umum di Perumahan untuk Marusu « APBD Pekeriaan Ruang,
Menunjang Fungsi Hunian Kab ¢ Umu rJn Perumahan,
212 (Pendataan dan Pemetaan a 1]13pa en o Kementerian B Kawasan Swasta
o Kewajiban Penyediaan Fasislitas ¢ sumbfzr Perumahan Permukiman
Umum/Fasilitas Sosial dan Ruang pein. layaa dan Kawasan dan Pertanahan
Terbuka Hijau Perumahan Oleh n -an yang . e Dinas
sah Permukiman .
Pengembang) Lingkungan
Hidup
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
. Kawasan Ruang,
Program Perwujudan Pendataan Pengembangan APBD Perumahan,
2.1.3 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Ekonomi Kabupaten - - Kawasan -
Korban Bencana atau Relokasi P Permukiman
Marusu dan Pertanahan
e Badan

Penanggulanga




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
) Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S
Pemerintahan membida-ngi membidangi y 2l EIE|&|% 2034)
di Bidang 8 8 8 8 8
Bencana
Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
R
Kawasan P;J:llﬁﬁ’ah an
014 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Pengembangan APBD Kawasan
o sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Ekonomi Kabupaten Permukiman dan
Marusu Pertanahan
e Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Kawasan Ruang,
Pendataan dan Verifikasi Penerima | p. gembangan APBD Ezr‘;;:slzﬁan,
2.1.5 | Rumah bagi Korban Bencana Alam Ekonomi Kabupaten - - Permukiman dan -
atau Terkena Relokasi Marusu Pertanahan
e Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Kawasan Ruang,
Perumahan,
Pembangunan 'Rumah Khusus Pengembangan APBD Kawasan
2.1.6 | beserta PSU bagi Korban Bencana Kk . b - - P ki d -
tau Relokasi Ekonomi Kabupaten ermukiman dan
a Marusu Pertanahan
e Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
K Perumahan,
. awasan Kawasan
Pelgksanaan Pembagian Rumah Pengembangan APBD Permukiman
2.1.7 | bagi Korban Bencana Alam atau . - - -
. Ekonomi Kabupaten dan Pertanahan
Relokasi .
Marusu e Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

e Dinas Sosial

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o o @
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N N N N N
e Badan
Penanggulangan
Bencana
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan Kawasan
W .
Permukiman
Pengadaan Lahan untuk | pencembangan
2.1.8 | pembangunan Rumah bagi korban K & . & APBD - - dgn Pertanahan -
bencana Ekonomi Kabupaten e Dinas
Marusu Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
e Badan
Penanggulangan
Bencana
Dinas Pekerjaan
Penyusunan Rencana Pencegahan | Kawasan gglal;m’ Tata
dan Peningkatan Kualitas | Pengembangan APBD 5
2.1.9 . - - Perumahan, -
Perumahan Kumuh dan | Ekonomi Kabupaten Kawasan
Permukiman Kumuh (RP2KPKP) Marusu Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Kawasan Umum, Tata
. P b Ruang,
2.1.1 Peningkatan dan pencegahan engembangan APBD
. - - Perumahan, -
0 Kawasan kumuh Ekonomi Kabupaten
Kawasan
Marusu Permukiman dan
Pertanahan
K * APBD e Dinas
s o awasan Kabupaten
21.1 Pengembangan fasilitas Pendidikan Pengembangan o sumber Kf':sehatan
dan Kesehatan pada zona . . - - e Dinas Swasta
1 Ekonomi pembiayaa g
perumahan M o lain van Pendidikan dan
arusu yang Kebudayaan
sah
f.1 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
1 Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tl:ﬁk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g © - -
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
e APBD Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
. Kabupaten
Penataan lingkungan kawasan pada Ruang,
e sumber e Swasta
1.1.1 | Sub-Zona perumahan kepadatan . - - Perumahan,
tingoi e SWP III.A pada pembiayaan e Masyarakat
inggi Blok LA 1 lain yang Kawasan
0 o Permukiman dan
dan Blok sah
ILA.2: Pertanahan
e SWPIIL.B pada | ® APBD Bg}ifn PekerJTa;g
Pembangunan dan penataan sarana Blok 1III.B.1, Kabupaten ’
Ruang,
dan prasarana pendukung Blok 1II.B.2, | e sumber e Swasta
1.1.2 . - - Perumahan,
perumahan pada Sub-Zona dan Blok pembiayaan Kawasan ¢ Masyarakat
perumahan kepadatan tinggi 1I1.B.3; lain  yang .
sah Permukiman dan
e SWP III.C pada Pertanahan
Blok I.C.1 Di Pekeri
dan Blok e Dinas Pe er!raan
III.C.2; dan Umum, ata
e APBD Ruang,
e SWPIII.D pada
. .. Kabupaten Perumahan,
Penyediaan ruang terbuka hijau Blok II.D.1
e sumber Kawasan e Swasta
1.1.3 | pada Sub-Zona perumahan dan Blok bi - - i Kk
kepadatan tinggi 1ILD.2 pembiayaan Permukiman e Masyarakat
e lain  yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
f.2 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
1 Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
e APBD Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Kabupaten Ruan
Pengendalian pada Sub-Zona e sumber uang, e Swasta
1.1.1 . - - Perumahan,
perumahan kepadatan sedang pembiayaan Kawasan e Masyarakat
e SWPIIL.C padaT lszllri yang Permukiman dan
Blok 1III.C.2; Pertanahan
dan Dinas Pekerjaan
e SWPIILD pada | ® APBD Umum gl‘ata
; Blok 1I.D.1 Kabupaten )
Penataan lingkungan kawasan pada Ruang,
dan Blok | ® sumber e Swasta
1.1.2 | Sub-Zona perumahan kepadatan . - - Perumahan,
11.D.2. pembiayaan e Masyarakat
sedang lai Kawasan
ain  yang .
sah Permukiman dan
Pertanahan
113 Pembangunan dan penataan sarana e APBD _ B Dinas Pekerjaan .S "
T dan prasarana pendukung pada Kabupaten Umum, Tata wasta




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah Kl:er::tleglk:n (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Iljainn g S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang (=) [=) [=) [} [}
a | 8| | | &
Sub-Zona perumahan kepadatan e sumber Ruang, e Masyarakat
sedang pembiayaan Perumahan,
lain  yang Kawasan
sah Permukiman dan
Pertanahan
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Penyediaan ruang terbuka hijau Kabupaten Perumahan,
e sumber Kawasan e Swasta
1.1.4 | pada Sub-Zona perumahan ) - - .
pembiayaan Permukiman e Masyarakat
kepadatan sedang .
lain yang dan Pertanahan
sah e Dinas
Lingkungan
Hidup
g Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
g.1 Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
1 Program Penataan, Pemeliharaan, dan Pembangunan SPU
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
e APBD Perumahan,
Kegiatan Penataan dan Kabupaten Kawasan
1.1.1 Pemeliharaan e sumber _ _ Permukiman Swasta
o dan Pembangunan Sub-Zona SPU pembiayaan dan Pertanahan
Skala Kota dengan kode SPU-1 lain yang e Dinas
sah Pendidikan dan
SWP LA pad Kebudayaan
° .A pada Di
Blok  IILA.1 " Keeobatan
dan Blok - -
L.A.2; dan . Blnas Pekergraan
e SWP IILB pada erfa‘;’g’ ata
Blok IILB.3. e APBD Perumahan,
Penataan dan Pemeliharaan Kabupaten Kawasan
1.1.2 Bangunan dan Lingkungan Sub- e sumber ) B Permukiman Swasta
o Zona SPU Skala Kota dengan kode pembiayaan dan Pertanahan
SPU-1 lain  yang e Dinas
sah Pendidikan dan

Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah KPemaxfgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) [} [=) [} [}
N | O | ||
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
e APBD Perumahan,
Pengembangan sarana pelayanan Kabupaten Kawasan
umum skala Kota disesuaikan e sumber Permukiman
1.1.3 ) - - Swasta
menurut standar, pembiayaan dan Pertanahan
lain  yang e Dinas
sah Pendidikan dan
Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan
g.2 Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
1 Program Penataan, Pemeliharaan, dan Pembangunan SPU
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
e APBD Perumahan,
Kegiatan Penataan dan Kabupaten Kawasan
1.1.1 Pemeliharaan e sumber _ _ Permukiman Swasta
o dan Pembangunan SPU Skala pembiayaan dan Pertanahan
Kecamatan dengan kode SPU-2 lain yang e Dinas
sah Pendidikan dan
e SWP IIL.A pada Kebudayaan
Blok II.A.1 e Dinas
dan Blok Kesehatan
NL.A.2; e Dinas Pekerjaan
e SWP III.B pada Umum, Tata
Blok 11.B.1, Ruang,
Blok III.B.2, | ¢ APBD Perumahan,
Penataan dan Pemeliharaan dan Blok Kabupaten Kawasan
112 Bangunan dan Lingkungan (SPU III.B.3; dan e sumber ~ ~ Permukiman Swasta
T Skala Kecamatan dengan kode SPU- | & SWP III.C pada pembiayaan dan Pertanahan
2 Blok III.C.2; lain  yang o Dinas
sah Pendidikan dan
Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan
e APBD e Dinas Pekerjaan
113 | Pengembangan sarana pelayanan Kabupaten ) ) glr;“r‘g’ Tata Swasta
umum skala Kecamatan e sumber ? h
pembiayaan Perumahan,

Kawasan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva o o @
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
lain  yang Permukiman
sah dan Pertanahan
Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas
Kesehatan
g.3 Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3
1 Program Penataan, Pemeliharaan, dan Pembangunan SPU
Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Kegiatan Penataan dan * QPE D ¢ Eerumahan,
Pemeliharaan a 1]13pa en Pawasip
1.1.1 | dan Pembangunan Sub-Zona SPU * Sggbg aan - - dzln;’iriglr?;lan Swasta
Skala Kelurahan dengan kode SPU- F . Y .
3 ain yang Dinas
sah Pendidikan dan
Shp A s
dan Blok gtlersl:}slatan
III.A.2;
SWP IIL.B pada Dinas Pekerjaan
Blok IILB.1, g?;g Tata
Blok 1I1.B. ?
do BIOQI; e APBD Perumahan,
Penataan dan Pemeliharaan ML.B.3: Kabupaten Kawasan
Bangunan dan Lingkungan Sub- S e sumber Permukiman
1.1.2 Zona SPU Skala Kelurahan dengan }SB‘INIIZ IH'(iIIID%d? pembiayaan h B dan Pertanahan Swasta
kode SPU-3 d o 1'31 'k lain yang Dinas
IIIaré 9: dan ° sah Pendidikan dan
C Kebud
SWP III.D pada D(ien;ls v
Blok II1.D.1 Kesehatan
dan Blok
ILD.2. Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
e APBD Ruang,
Pengembangan sarana pelayanan Kabupaten Perumahan,
113 Kala kelurah e sumber ~ _ Kawasan Swasta
o umum skala kefurahan pembiayaan Permukiman
lain  yang dan Pertanahan
sah Dinas

Pendidikan dan
Kebudayaan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
) mber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pes:danaan Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya o o @
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e Dinas
Kesehatan
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
e APBD Perumahan,
Peningkatan jumlah sarana Kabupaten Kawasan
114 berdasarkan lokasi pembangunan e sumber _ _ Permukiman Swasta
o SPU dengan sebaran lokasi sesuai pembiayaan dan Pertanahan
kebutuhan lain  yang e Dinas
sah Pendidikan dan
Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan
g.4 Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
1 Program Penataan, Pemeliharaan, dan Pembangunan SPU
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Kegiatan Penataan dan e APBD Eerumahan,
Pemeliharaan Kabupaten Pawasap
ermukiman
1.1.1 | dan Pembangunan Sub-Zona SPU sumber - - dan Pertanahan Swasta
Skala Kelurahan dengan kode SPU- pembiayaan an rertana
3 SWP IIL.A pada | 15in yang sah . D1na§ .
Blok II.A.1 Pendidikan dan
dan Blok Kebudayaan
III.A.2; e Dinas
SWP III.B pada Kesehatan
Blok 1I.B.1 e Dinas Pekerjaan
dan Blok Umum, Tata
II.B.2; Ruang,
SWP III.C pada | ® APBD Perumahan,
Penataan dan Pemeliharaan Blok 1III.C.1; Kabupaten Kawasan
112 Bangunan dan Lingkungan Sub- dan e sumber ~ ~ Permukiman Swasta
o Zona SPU Skala Kelurahan dengan SWP II1.D pada pembiayaan dan Pertanahan
kode SPU-3 Blok III.D.2. lain yang e Dinas
sah Pendidikan dan
Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan
Pengembangan sarana pelayanan e APBD e Dinas Pekerjaan
1.1.3 | umum skala kelurahan Kabupaten - - Umum, Tata | Swasta

Ruang,




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | 0| o | o
N | O | ||
e sumber Perumahan,
pembiayaan Kawasan
lain  yang Permukiman
sah dan Pertanahan
e Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan
e Dinas Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
e APBD Perumahan,
Peningkatan jumlah sarana Kabupaten Kawasan
114 berdasarkan lokasi pembangunan e sumber ) B Permukiman Swasta
o SPU dengan sebaran lokasi sesuai pembiayaan dan Pertanahan
kebutuhan lain yang e Dinas
sah Pendidikan dan
Kebudayaan
e Dinas
Kesehatan
h Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
h.1 Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
1 Program Pengembangan Permukiman
1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Ruang Terbuka Non Di Pekeri
Hijau Berupa Alun-Alun, Plaza, e APBD 1nas ckerjaan
. Umum, Tata
Sarana Olahraga, Taman Bermain Kabupaten R
Rekreasi, Ruang Bawah Jalan | ¢ SWPIILA pada | e sumber uang,
1.1.1 . ) ) - - Perumahan Swasta
Layang/Jembatan, Koridor Antar Blok III.A.1; pembiayaan ’
B Lahan Parkir, d lai Kawasan
angunan, ahan arkir, an | ¢ SWPIIL.B pada ain yang P Ki d
Pembatas/Buffer) Untuk Ruang Blok 11.B.2 sah ngﬁag{; ?ln an
Publik dan Blok
III.B.3; dan e APBD Dinas Pekerjaan
e SWPIIL.D pada Kabupaten Umum, Tata
Penyediaan Fasilitas Dasar dan Blok III.D.1. p Ruang,
e sumber
1.1.2 | Elemen Pelengkap Zona Ruang embiavaan - - Perumahan, Swasta
Terbuka Non Hijau F . Y Kawasan
ain  yang .
sah Permukiman dan

Pertanahan




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N N N N N
e APBD Dinas Pekerjaan
Kabupaten Umum, Tata
Implementasi Indeks Hijau pada o sumbI::r Ruang,
1.1.3 | Kawasan yang Penggunaan bi - - Perumahan, Swasta
Perkerasan pemblayaan Kawasan
lain yang .
sah Permukiman dan
Pertanahan
e APBD Dinas Pekerjaan
Pengembangan Desain Ruang Kabupaten gmum, Tata
114 Terbuka Non Hijau Bagi Ramah e sumber _ _ Puang, h Swasta
o Anak, Ramah Lansia, dan Kaum pembiayaan Keruma an,
Difabel lain  yang awasan
Permukiman dan
sah
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Ruang dan Penataan ¢ QEEE aten Umum, Tata
Sektor Informal dan/atau Usaha o sumbe):r Ruang,
1.1.5 | Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) embiavaan - - Perumahan, Swasta
Pada Zona Ruang Terbuka Non f 4 Kawasan
- ain  yang .
Hijau Permukiman dan
sah
Pertanahan
i Zona Campuran dengan kode C
i.1l Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1
1 program Peningkatan Sarana Distribusi Campuran Intensitas Tinggi
e Dinas
Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
° QPED ¢ Permukiman
Pengembangan Kawasan SWP IILD ovada | e sjmlll)i? en dan Pertanahan
1.1.1 Peruntukan Campuran Intensitas . p . - - e Dinas Koperasi, Swasta
Tinggi Blok III.D.1 pembiayaan Usaha Kecil d
lain  yang saha Kecil dan
sah Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan
e Dinas
Penanaman

Modal dan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya S S =
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
e Dinas
Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
e APBD dan Pertanahan
Pengembangan Sarana dan o I:j;%z?ten M Binis I;()P?lrzsh
1.1.2 | Prasarana Campuran Intensitas pembiayaan - - Msa a eiffl an | swasta
Tinggi . enengan,
88 lalg yang Perindustrian
sa dan
Perdagangan
e Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
e Dinas
Pekerjaan
e APBD Umum, Tata
Kabupaten Ruang,
Perwujudan Ruang Terbuka Hijau o sumber Perumahan,
1.1.3 | (RTH) privat pada Sub-Zona embiavaan - - Kawasan Swasta
Campuran Intensitas Tinggi f;in yan Permukiman
yang dan Pertanahan
sah .
e Dinas
Lingkungan
Hidup
i.2 Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2
1 Program Peningkatan Sarana Campuran Intensitas Menengah/Sedang
e APBD ¢ Dinas
Pekerjaan
Pengembangan Kawasan | SWP IILB pada | , i{l?rlill;;;?ten UmurJn Tata
1.1.1 Peruntukan Campuran Intensitas | Blok III.B.1 dan embiavaan - - Ruan ’ Swasta
Menengah/Sedang Blok I1I.B.2; Elin };’ ang Perurﬁé{han
sah Kawasan




No

Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
-kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah
Provinsi yang
membida-ngi

Perangkat
Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

[

N

()

»

o

TP-II

2025

1.1.2

Pengembangan
Prasarana

Sarana
Campuran

Menengah /Sedang

dan

Intensitas

1.1.3

Perwujudan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

privat
Campuran

pada

Menengah/Sedang

Sub-Zona
Intensitas

Permukiman
dan Pertanahan

e Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

e Dinas

Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

e APBD
Kabupaten

e sumber
pembiayaan
lain  yang
sah

e Dinas

Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan

e Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

e Dinas

Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Swasta

e APBD
Kabupaten

e sumber
pembiayaan
lain  yang
sah

e Dinas

Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan

Swasta

2026

2027

2028

(2030

2034)

2029

TP-III
(2035

2039)

TP-IV
(2040

2044)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
- Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N | O | ||
e Dinas
Lingkungan
Hidup
j Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
j-1 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
1 program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
¢ 2255 aten Dinas  Koperasi,
P Usaha Kecil dan
Pembangunan dan pengelolaan e sumber
1.1.1 sarana distribusi perdagangan pembiayaan ) ) Menengah, Swasta
lain an Perindustrian dan
sah yang Perdagangan
e APBD
Dinas  Koperasi,
Pengembangan Sarana dan o I;jgéziten Usaha Kecﬁ dan
1.1.2 | Prasarana Perdagangan Jasa Skala ) - - Menengah Swasta
WP e SWP III.A pada pembiayaan Perindust 4 d
Blok III.A.1; lain yang Pergl ustrian dan
e SWP IIL.B pada | _sah craagangan
Blok ILB.2; | » APBD Dinas  Koperasi
Pengembangan Fasilitas dan o I;ngf;?ten Usaha Kecﬁ dar;
1.1.3 | pengelolaan distribusi perdagangan | ® SWP IIL.D pada embiavaan - - Menengah, Swasta
(dapat berupa penambahan pasar) Blok II.D.1 fain yan Perindustrian dan
sah yang Perdagangan
e APBD Di K .
Perencanaan Penataan Sarana dan Kabupaten nas operasi,
PN Usaha Kecil dan
Prasarana Pedagang Kaki Lima e sumber
1.1.4 . - - Menengah, Swasta
(PKL) pada Sub-Zona Perdagangan pembiayaan . .
. Perindustrian dan
dan Jasa Skala WP lain  yang
sah Perdagangan
j-2 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
APBD
* Kabupaten Dinas  Koperasi,
Usaha Kecil dan
Pembangunan dan pengelolaan e sumber
1.1.1 it . - - Menengah, Swasta
sarana distribusi perdagangan pembiayaan . .
. Perindustrian dan
SWP III.LD pada lain  yang Perdagansan
Blok II1.D.2 sah gang
Pengembangan Sarana dan * QEEE aten Dinas  Koperasi,
1.1.2 | Prasarana Perdagangan Jasa Skala . sumblf):r - - Usaha Kecil dan | Swasta
SWP Menengah,

pembiayaan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah Daerah Pemangku (2030 (2035 (2040
Pendanaan Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnva © - -
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
lain  yang Perindustrian dan
sah Perdagangan
s * APBD Dinas  Koperasi,
Pengembangan Fasilitas Kabupaten Usaha Kecil dan
113 pengelolaan distribusi perdagangan U sumb.er B B Menengah, Swasta
(dapat berupa penambahan pembiayaan Perindustrian dan
pertokoan) lain  yang Perdagangan
sah
* APBD Dinas  Koperasi,
Perencanaan Penataan Sarana dan Kabupaten Usaha Kecil dan
Prasarana Pedagang Kaki Lima e sumber
1.1.4 : - - Menengah, Swasta
(PKL) pada Sub-Zona Perdagangan pembiayaan Perindustrian dan
dan Jasa Skala SWP lain yang
Perdagangan
sah
k Zona Perkantoran dengan kode KT
k.1 Sub- Zona Perkantoran dengan kode KT
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub-Zona Perkantoran
1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah
e Sekretariat
Daerah
* APBD e Dinas Pekerjaan
Kabupaten Umum Tata
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah e sumber ’
1.1.1 . - - Ruang, Swasta
Gedung Kantor pembiayaan Perumahan
lain yang Kawasan ,
e SWP III.A pada sah Permukiman
SIOk Hg?'ll( dan Pertanahan
H?I; o o e Sekretariat
coe Daerah
e SWP III.B pada | ® APBD e Pekerjaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Bioi ILB.1, o Ejzéiiten' Umum, Tata
1.1.2 | dan Prasarana Gedung Kantor Blo IH'BI'Qk’ embiavaan - - Ruang, Swasta
Pemerintahan dan Swasta dan Blo pe Yy Perumahan,
II1.B.3; dan lain  yang Kawasan
e SWP IIL.C pada | Sah Permukiman
Blok III.C.1. dan Pertanahan
e APBD e Dinas
Kabupaten. Pekerjaan
113 Perwujudan Ruang Terbuka Hijau e sumber _ B Umum, Tata Swasta
o privat pada Sub-Zona Perkantoran pembiayaan Ruang,
lain  yang Perumahan,
sah Kawasan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-1
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah BT T (2030 (2035 (2040
e Kepentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
Permukiman
dan Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
1 Zona Transportasi dengan kode TR
1.1 Sub-Zona Transportasi dengan kode TR
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Terminal Penumpang Tipe A
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
| g ot | SWP LB pada | oy | Kementeia - -
111 p : p Pang ube | ok 111.B.2. Perhubungan )
A Mandai
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Stasiun Penumpang Sedang
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
¢ APBN
111 | Pengembangan Sarana dan Stasiun SWP IILB pada | ® sgrlgll;ie; nan | Kementerian ) ) PT. Kereta Api
T Penumpang Mandai Blok III.B.2. {3 . ¥ Perhubungan Indonesia
ain  yang
sah
¢ APBN
Reha}b1hta51 dan Pemellharaaq SWP IILB pada ° sumb§r Kementerian PT. Kereta
1.1.2 ) Stasiun Penumpang Mandai Blok III.B.2 pembiayaan Perhubungan ) ) Api Indonesia
(Fasilitas Utama dan Pendukung) R lain  yang g p
sah
m Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL
m.1 Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
e SWP III.LA pada | e« APBD Di K .
Blok  IMLA.1 Kabupaten Uma}‘ls K Oﬁergsb
Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem dan Blok | e Sumber saha  tect an
1.1.1 . . . - - Menengah, Swasta
Resi Gudang II1.A.2; pembiayaan Perindustrian dan
e SWP III.B pada lain yang Perdagansan
Blok II.B.1, | sah gang
Blok  IL.B.2, | / APBD Dinas ~ Koperasi,
e . dan Blok Usaha Kecil dan
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar . Kabupaten
1.1.2 Gudan III.B.3; dan o Sumb - - Menengah, Swasta
g e SWP III.D pada umb.er Perindustrian dan
Blok III.D.2. pemblayaan Perdagangan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah erma’fgku (2030 (2035 (2040
R epentingan
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya = = =
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang [=) © | ©| ©| ©
N | O | ||
lain  yang
sah
e APBD
Dinas  Koperasi,
Pengembangan Sarana dan gabltpaten Usaha Kecil dan
1.1.3 | Prasarana Pendukung Sub-Zona * umb_er - - Menengah, Swasta
pergudangan pembiayaan Perindustrian dan
lain  yang Perdagangan
sah
n Zona Badan Jalan dengan kode BJ
n.1l Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ
1 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
1.1 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi
e Dinas Pekerjaan
¢ E‘IIZIIZ HI'AHII)id? e Dinas Bina Umum, Tata
dan ]él(;k e APBN e Kementerian Marga dan Ruang,
Pemeliharaan Prasarana Jalan dan LA.2: e APBD Pekerjaan Bina Perumahan,
1.1.1 | Jembatan Pada Wilayah Kabupaten SWP IiI B pad Provinsi Umum Konstruksi Kawasan -
Administrasi ¢ Blok 'IIIp]_i: la e APBD ¢ Kementerian e Dinas Permukiman
Blok III'B‘ 2’ Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
d (; 'Bl‘ k’ n e Dinas
II? B3: o Perhubungan
N ¢ Dinas Pekerjaan
* ]SB\I)ZIF; HI'CH?%d? e Dinas Bina Umum, Tata
dan ];%1 .k e APBN o Kementerian Marga dan Ruang,
. a o e APBD Pekerjaan Bina Perumahan,
112 Pengendalian dan Pengawasan [I.C.2; dan Provinsi Umum Konstruksi Kawasan
T Pemanfaatan Badan Jalan e SWP III.D pada rovinsi . . . B
Blok mpi1 | ° APBD e Kementerian e Dinas Permukiman
da(; ]él(;k Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
n e Dinas
[ILD.2. Perhubungan
2 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
2.1 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi
e Dinas Pekerjaan
o SWP III.A pada e Dinas Bina Umum, Tata
Pencembanean dan Pembaneunan Blok III.A.1 | « APBN e Kementerian Marga dan Ruang,
Prasgarana g Jalan di gjllalan dan Blok | « APBD Pekerjaan Bina Perumahan,
2.1.1 Kabupaten Provinsi dan/atau II1.A.2; Provinsi Umum Konstruksi Kawasan -
Nasioial ’ ’ e SWP III.B pada | ¢ APBD e Kementerian ¢ Dinas Permukiman
Blok III.B.1, Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
Blok II1.B.2, n e Dinas

Perhubungan




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP-I
Kementerian / 1 2 3 4 5
. Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat TP-II TP-III TP-IV
No Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara Daerah Daerah ermat’fgku (2030 (2035 (2040
-kan Urusan Provinsi yang Kabupaten yang efaei::u:ngan S = -
Pemerintahan membida-ngi membidangi y e (e N 2034) 2039) 2044)
di Bidang 8 8 8 8 8
dan Blok ¢ Dinas Pekerjaan
II1.B3; e Dinas Bina Umum, Tata
e SWP III.C pada | ¢ APBN e Kementerian Marga dan Ruang,
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Blok III.C.1 | « APBD Pekerjaan Bina Perumahan,
2.1.2 | Jalan Kabupaten, Provinsi, dan/ dan Blok Provinsi Umum Konstruksi Kawasan -
atau Nasional III.C.2; dan e APBD ¢ Kementerian e Dinas Permukiman
e SWP III.D pada Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
Blok II.D.1 n e Dinas
dan Blok Perhubungan
II1.D.2. e Dinas Pekerjaan
e Dinas Bina Umum, Tata
o APBN e Kementerian Marga dan Ruang,
Rehabilitasi dan  Pemeliharaan ¢ APB].) . Pekerjaan Bina . Perumahan,
2.1.3 Prasarana Jalan Provinsi Umum Konstruksi Kawasap -
e APBD o Kementerian e Dinas Permukiman
Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
n e Dinas
Perhubungan
e Dinas Pekerjaan
e Dinas Bina Umum, Tata
e APBN e Kementerian Marga dan Ruang,
Rehabilitasi dan  Pemeliharaan ¢ APB].D . Pekerjaan Bina . Perumahan,
2.1.4 Perlengkapan Jalan Provinsi Umum Konstruksi Kawasap -
e APBD e Kementerian e Dinas Permukiman
Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
n e Dinas
Perhubungan
3 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi
3.1 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi
o SWP III.A pada
Blok A1
dan Blok e Dinas Pekerjaan
II1.A.2; e Dinas Bina Umum, Tata
e SWP III.B pada | « APBN o Kementerian Marga dan Ruang,
Blok III.B.1, | « APBD Pekerjaan Bina Perumahan,
3.1.1 | Penataan Badan Jalan Blok III.B.2, Provinsi Umum Konstruksi Kawasan -
dan Blok | « APBD e Kementerian e Dinas Permukiman
11.B3; Kabupaten Perhubungan Perhubunga dan Pertanahan
e SWP III.C pada n e Dinas
Blok NI.C.1 Perhubungan
dan Blok
I11.C.2; dan




e SWP III.D pada
Blok II1.D.1
dan Blok
1I1.D.2.

BUPATI MAROS,




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
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= £ H
RTH-T BA P-1 K2 TL w R2 R3 K2 K-3
ARAR TARAMAR, PETERNARARN, PERBURUAN DAY KEGIATAN YBDI
o
o7 Jpertanian b
i minyak lainnya
Tibrida
50 JPertapian Buah e
031 [Pertanian Buah Apel dan. Bush Bt (ome and stone fruits)
e
Sy
T Perkebuinan busk kelape T
o
a5 e
5%
T
s
: Yo
o « atau Botarmaka Non Rimpang
046 [Pertanian Tomaman Narkotia dan Tanaman Obat Terlarsng
et Remapab, Areeaa TR Penyog
o en Tandcoan Py
D e e e T
Tine
dida T2.T4, 13,8183
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12.74,81.83 B3
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T2.T4.81.83 B3
ToTiBIES B
T2.14, B3
T2.T4,81.B3 B3
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T2.74,81,B3 B3
T B3 B3
B3 T2.T3,81.B3 B3
B3 T2.T3B1, B3
66 mbibitan Ayam Lol dan Persilangan K .B3 T2.T3,81.B3 B3
067 Ayam Lokal dan B3 T2.73,81,B3 B3




LAINKYA
ZONA BADAN

Yegaten
z =
an‘- 3 g g g ] gi E
] H ] < < z s i <
i 3 E} g £ i .S ] i
H g8 | 1 E 8 i i H LEE §
§ E H ] F F 3 H £ § H ]
. H 8 8 8
7 ; .
i i i - i o i
E] H it 2 - £ 3
’ : i e i i
i i ! i i : i
i i H i : i
- ] ]
RTH-7 LOE-3. BA IK-2 PTL W R2 R3 K2 K3 KT
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bibitan dan Budidaya Burung Puyuh . T4.81,B3 . B1,83
Diita 2 Duddars Burvn berpat o Bies
B3 T2.T3.81.B3 B1.B3
laya Ternak Unggas Lainnya B3 B1LB3
e Te81Bs 5163
epompong Ulat Sutera 81,83 . B1,83
TiniEs 5155
B3 1,83
.T4.81.B3 ,B1,8B3
Bbien dan Bt 55 155
bibitan dan Budid B3 B1.B3
pbien dan Bdidags Aneks eroes T B T65
| B3 T3.82.B3 T3,82.8B3 T13.82.B3
13,8283 T3,82.83 T3.B2,B3
B (i Pomncoes TTentEs FEXCERIN WX TN XY
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086 s ayanan Kesehatan B1,B3 138183 13,8283 138283 | TIB2BI
087 kawinan Ternak 81,83 138183 13,8283 T38283 | T3B2B3
088 ‘eneta: Telur B1.B3 13B1.83 T3.82,B3 138283 | TIB2B)
089 lasa Penunjang Peternakan Lainnya 81,83 T3B1.B3 T13.82.B3 13.82.B3 B2.BY
TeBtoy Ty e | T
091 an U BB TI.H1B3
T mfhama
093 a p T2,T4,81, T3.81 13,8283 13,.82.B3 13,8283
094 Penangkipan T12,14,81,8B3 13,8183 13,8283 13,8283 13,8283
g T TEI 501 X YY)
096 _[Perburuan dan Penangkap 2788183 T3B1.B3 T3.B2B3 | T9paBI | 198283
097 rburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya T2.T4B1LBY T3.81.B3 T3.82.B3 T3.B2, T3, B
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o [ S —— S
YT TELE
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Kegiatan

20NA
PERLINDUNGAN
SETEMPAT
ZONA RUANG
TERBUKA HIIAU
ZONA LINDUNG.
GEOLOGI

20NA EKOSISTEM
MANGROVE

ZONA BADAN AIR

zonA

ZONA KAWASAN

ZONA
PARIWISATA

2ZONA
PERUMAHAN

No
Kegiatan l
| [ =y
- s Yang Dilindung)
m Appendiks Cites
153 |Penanskapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilndung:
dan/atau Termasuk dalam Appendils Cites
ibilan Mamalia Yang Diindung
1% Dalam Appendiks C
[Penangkapan, Pengambilan Algae dan Biota Pers
161 |Lainnya Dilindug dan/Atau Termasuk Dalam Appendika
62| Pembesaran Piaces] lkan Berairip Laut
63| Pembenihan Tkan Laut
64| Budidays lican Hins 2
65 [Budiday ng (Coral]
67 | Pembesaran Crustacea Laut
66 [Pembesran Tumbahan Alr Lot
69_[Budidaya Biota A .
70_|Pembesaran

Pembesaran lkan Air Tawar DU

Budidays Tican Hias Air Tawar

Pembenihan lican Air Tawar

Fembesaran lkan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap

udidaya lian Air

a Produks

arans Produl 13,8183
a2 Produks: Buds T3,81,83
aza Pasca Panen Budidaya lkan Air Tawar T3.B1B)

84 [Pembesaran Piaces/ lkan Bersirip Air Payau

85 _[Pem lan Air Payau

86 | Pembesaran Mollsca Alr payart

87 Crustacea Air Payau

88 saran Tumbuhan Air Payau

5 Biota Air Payau L

50 arana Produks Budic

91 Produlcst Budidaya |

52 Pusca Panen Budidi

193 bangbiakan [kan Bersirip (Pisces] Yang Diin
dan /atau Termasuk Dalam Appendiks Cites

194 |Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindung dan/atau
Termasuk Dalam Appendiks Cit

193 |Penermbangbiakan Mollusca Yang Diindungs dan/ atan
Termasuk Dalam Appendiks Cites

196 _|Pens-mbangbiakan Cocleterata Yang Diindung dan/ata
Termasuk Dalam Appendiks Cites

197

- iakan Amphibia Yang Dilindung dan/atau

19 _|Termasuk Dalam Appendiks Cites

199 |Pengembangbiakan Reptilia Yang Diindung dan atau
Termasuk Dalam Appendils Cites

200 |Pengembanghiakan Mamalia Yang Dilindung dan/ ataw

2% _|rermasuk Dalam Appendiks Cites

0y |Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang

290 |nitindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites
[PERTAMBANGAN BATU BARA

02 baizan

Pert Batu Bara
[PERTAMBANGAN BATU LIGNIT
[Pertambangan Lignit

PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN
ANAS BUM

201 Minyak Bumt
205_|Pertambangan Gas Alam
206_|Pengusahnan Tenags Panas bumt
PERTAMBANGAN BLJIH LOGAM
206 asir Besi
306 ijih Bes
207 ijih Uranium dan Torrum
208 ijih Timah
05 nah Hitan
o kit
1 fembagn
3 fangan
214 ian Galinn Lainnya Yang Tidak
715 an Emas dan Perak
16_|Pertambangan Bjih Logam Mulia Lainnya.

[PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
ian Batu Bangunan

r/ Gamping

Pengalion Kerikil/Sirtu

Penggatian Pasir

Fengaalion

dan Tanah Liat

230 =

= Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk
252 tanah Gemuk (PEAT]

233 |Exatraksi Gar,

g Aspal Al

Penggalian Asbes.

fenggallan Kuarsa/Pasir Kuarsa

Badan Air
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Kegiatan

Kegiatan

Pertambangan dan Praggalian Lainny
[AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERT,

YTDL

2ag |ies Pertambangan Minyak Bumi dan Gas

241 |Axtivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
INDUSTRI MAKANAN

o 7+ Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan

243 [Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas

244 |Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan

Daging Unggns

industri Penggaraman] Prngeringan lkan

industri Pengasapan/ P

pAngan lkan

industri Pembeluan lkan

ndustr Peminda

gan lkan

ndustri

Lumatan dan Surimi

industri Pendinginan/Peagesan lkan

Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Tkan

Tndustn Pengo an Pengawetan Tkan dan Biota Alr
(Bukan Udang) Dalam Kaleng

Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng

indusiri o Biota Air Lainnya
industrs Air Lainnys
ndustel

259 _[Industri P ntasi Biota Air Lainnya

260_|Industri ya

) Ar Lainnys
262 in Rumput Laut

263 han dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota
764 Penganinan Bush Bushan

265 Petumatan Buah-buahan

266 _|Industri Pengeringan Buah-Buaha

267 mbeluan Buah- Buah

[ndustri

[ndustri P 3 Kacang:

Industri Pengotahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan

avuran Bukan Kacang-kacangan

[ndustri Minyak

tah dan Lemak Nabati

[ndustri Margarine

276 [Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan

777_|ndustr Minyak lkan

278 |[odustri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak

779 _|Industri Kopra

280 tri Minyak Mentah Kelapa

281 ri Minyak Goreng Kelapa

282_|Industri Pelet Kelapa

283 _|Industsi Minyak Mentah Kelaps Sawit (Crude Palm Oil

g2 |Ipdustss Minyak Mentab Inti Kelapa Sawit (Crude Palm

2% |kernet o

s |Industri Pemisahan Fraksinas: Minyak Mentah Kelapa

2% _|Sawit dan Minyak Mentah nti Kelapa Sawit

286 |Ipdustri Pemurnian Minyak Meatah Kelapa Sawit don

286 | Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit

287 [Industri Pemisahan /Fraksinasi minyak Murni Kelapa Sawit

258 |[Patri Peanizah, Fraksinas: Minyak Murn Inti Kelapa
Sawit

289 _|Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit

a0 |IDustri Minyak Meatah dan Lemak Nabati dan Hewant

291 _|Industri Pengolahian S r dan Krim
292_|Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
293 _|Industri Pengolahan Es Krim
e Pengola) acjensnya yang dapat Dimakan
n es batu dan es balok]
295 1l Pengolahan produl darl Susu linnys
296_|Industri Penggilingan gandum dan Serelia linnva
297 |industri Pengglingan ancka Kacang (termasuk Leguminous)
7on_|IPustr Pengglingan Ancka Umbi dan sayuran (termasuk
? hizoma)
299 _|industsi Tepung campuran dan Adonan Tepung
300_[Industri Maksnan Sereal
301_[Industri Tepung Terig
302_[Industri Pati Ubl Kayu
303_|industri Berbagas Macam Pati Palm
304 lukosa dan Scienisnya
305 Pati dan Produk Pati Lainnya
06 Pengglingan Padi dan Penynsohan Beras
07 Penggili an Pembersihan Jagung
B Tepuny Beras dan g Jagung
09 Pati Beras dan
o Pemanis dari Beras dan Jagung
1 Minyak dari Jagung dan Beras
7 [industri Produk Rotl dan Kue
3_|industri Gula Pasir
3_|industri Gula Merah
5 stri Sirop
6_[Industri Pengolahian Gula Lainnya Bukan Sirop
7_[industr Kakao

AT

GEOLOGI

ZONA EKOSISTEM

ZONA BADAN AIR

ZONA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PERUNTUKAN
INDUSTRI

zoA

\TA

2ONA
PERUMAHAN

2

Keunikan Proses | ZONA LINDUNG

Badan Air

Tanaman Pangan  |ZONA

®

TLT2T4.81.8283 | T213.81

T1T2,74,81,82,83
THT2T4.81,82,83
T2
il
7
™
T1.T2.74,81,62,83
TLT2T4 B1E2.53
T2

Pariwisata

Perumahan
Kepadatan Tinggi

Perumahan
Kepadatan Sedang

T1,T273,81,82
T1,72.13,81,82

T1,12.73,81,82

Bz

51,82

B1.82

B152

B1.82

T1,T2T381,82

&

1,7T2.73,81,82

TIT2,13,81,82

PRERINT)

12.13,81,82
T2.73,81,82
T2.13,81,82
T2.73,81.62

T2,73,B1,82
T2.05,81,82

T2.05,81.82

TIT273.81,82

TL2138182
T1.12.73,81,82
T1.12.13,81,62
T1.T2.73.81.82

T1,T2.73,81,82

EIRPRENINT)
T1.T2.13,81
TLT2T3.51

T1,12,73,81

TIT273,81,82

TIT275.81,82
T1.12.73,81.82

T1,T273,81,82
T1,12.73,81,82
T1,T273,81,82
ETREREICIND)

T1.T2.73,81.82
7112738182

T1.T2,73,81,82

TI1213,81.63
T1.12.73,81.82

TIT2T381,82

TIT2T381.52

PELAYANAN

ZONA RUANG
TERBUKA NON
HLAU
ZONA
DAN JASA
20NA

RAN
20NA
TRANSPORTASI

ZONA.

T3,81,828
T3,81,828

T9.81,828
3

TIT3R2
TLT3B2
T113.82
TIT3.B2
TIT3.62
TIT3B2

TLi3.82
TILT3.62

1 1

I

{5
bl ) o o K o o i

EEE




Kegiatan
E 2 g | ; =E ; - & 2 g H § g
& 2 < 1 =
] i NI, H HHIR g i §E§ b
3 H H : :
H P : = F F i ﬁ £ H H § H
8 i g § E
o g 5 3
atan
Kegts I g H 3 ) 3 ; ; i s
AR O b I
i i
2 £ £ } 2
i H ,
K2 K3 KT i
RTH-7 LGE-3 BA P-1 IK-2 PTL W R-2 R s
Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang gula dari TLT2T3,81.82
38 o I e v T1,T3,82
okelst _ _ 5
19 _|industri h-buahan dan Sayuran Kering :: Em
"“V‘ o ”‘i‘ b s ‘l iy T1.13,82
22 industri Makarani, Mic dan Produk Scenisnya EIE
23 [industri Makanan dan Masakan Olahan oz
4| induustrs Pengolahan Kopi Do
5 [industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion] ik
6 Industri Pengolahan Teh nnm
7 industri Kec
TLT3,82
8 industri Bumbu Masak dan Penyedap Masskan
9 ik masak dari Kelapa T1T3.682
m Pengolahan Gar
X Masai |
{akanan Bayi
e pasah, T1,13,82
Makanan Darl Kedelal dan Kacang- kacangan
ainnys bukan Kecap, Tempe d ahu = TLT3.82
industri Kerupuk. Keripik, Peyek dan Sejenianys =
6| tndusts Keimer Nabati )
7 [industrs dodol RO
5 Industr Produi Makanan Lainnys X
9 tndustr: Ransum Makanan Hewan TI1382
T30 rat malcanan Hewar
AT |Industr Minuman Beralkohol hasil Destiiasl
uman Beralkohol Hasil Fermentas: Anggr dan
2 n Laing —
: P T
5 [industri Minuman Beralkohol Fiasll Permentas Mat A — L8
& [industri Mait ot non
5 [industr Minuman Ringan — a5 X
6 industr Air kemasan
TLT382
incustr Alr minum 151 Ulang e
)
[ T1T382
- RIRPRENIA] T1.13,82
= T1,12.73,81,62 T
20 T1,12.13,81,82 iR
51 Industri Sigaret Kretek Meain e ny Tines
52 Industrs Rokok Lainnya I E
53 [induustrs Pengeringan dan Peagolahan Tembakas T
- * T1,72.73.81.82
354 |industri Bumbu Rokok Serta Kelengkupan Rokok Lainnya
T3.82
INDUSTRI TEKSTIL T1,T2.T3.8B1.B2 Tl
dustri Persiapon Seral Tekatl HaRaLE.
industri Pemintalan Benang TR RER N
industri Pemintalan Benang Jahit
nunan (Bukan Pertenunan Karung Gonl dan TIT2T38182
8 ainny. =
£ Kain Temun ot e
360 4 Tiruan Tenunan e
361 vnyempurnsan Benang e
53 [industr Percetakan Kain
5+ [Industrs Batik
56 | industr
367 | Industr Buly Tiruan Rajutan B
368 [Industri Barang jads Tekstit untuk Keperluan Rumah Tan
69 [Imdusirt =3 Tekotd Sulaman
70 [indusirt dun Sexenisnya
13.82
71 [industri Liodi rajutan dan Suaman =
72 industri g Gonl
73 [industri Bukan Gonl
374_|Industri Barang Jadi Tekstil Lainaya DE
375 [industri Karpet dan Permadani o
376 _|Industri Tali
377_|industri barsng dari Tall
378 _|Industri Kain Pita (Narrow Fabric) T1T3.82
70 [Industsi yang Menghasilian ksin Keperlin indusi
80_[industri Non Woven (Bukan Tenunan]
81 [industri Kain Ban
82 |Industri Kapuk
83 i Kain Tulle dan Kain Jarin
o) 1 Lainays YTDI ===
[385 ks dari Tekstil T1.73.82
o skaan Jadi (Konvekei] dari Kul
E an dan Pembuatan Pakaian Sesual Pesanan
88 _[Industri Perlengiapan pakaian dari Tekstl
89 |Industri Perlengkapan pakaan Darl Kulit TLT3 B2
90 [Industr Pakaian jadi dan barang Dari Kl Berbuls
391 [industri paknian Jadi Rajutan
93 [industr Rajutan Kaos K dan Sejenisnya
, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI
vpusTRI KULIT, —
392 _|ndustri Pengawetan ol it R
395 [industri Penyomakan Kuli T
396 _|industri Pencelupan Kulit B T
397 _|industri Kulit Komposisi
395 |[nustri Barang Dari Kult dan Kulit Komposis: Untuk T1T2T3.81,82
8 |Kepertuan Pribadi
o |[ndustri Barang Dart Rulit dan Kullt Kompostal Untuk TILT2T3.81.82
00 dan Kulit Komposisi Untuk TLT2,13,81,82
a0c
s01 |" lit Komposisi Untuk T112,T3,81,82
a0 Keperluan EREAECIRT]
307 _|incustri Alas Kakd Utk Keperiuan Scharihart e
303 [industri Sepatu Olahraga IR
304 Industr Sepatu Telnik Lspangan/ Keperiuan Tndustrt TLlLna
305 |Industri Alas Kaki Lainnya

INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA — —
906 _|industri Penggergajian Kayu
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Skala SWP

|Pembangikitan Tenaga |
Listrix
Perumahan
Kepadatan Tinggi

iy TaEs 5a 51 w2 i W W s 2 R
107 {imdueet Pengawetan & T e
308 [ing Rotasy Tamb dan Sejenianys T1.12.13.81.62
% [inc , TLT2,13,81,50
310 [ing Sejeniany 172,181,820
311 [industr Kavu Capis TLT213.68152
412 [industs keyu Lapis Lasminasi, Termasuk Decorative Piywood TmmeLmn
et Ponel Koy Loimnys KRR
inciustr Veneer PREIN)
ndustrs Kayu Laminast 5181
st Barang Bangyunan dar Kaya L5z
ndustr T K 51,82
fars Koy 8182
barang anyam IR
harang anyam e
—1 TS B
industr Alnt dapur dar Koy s T BLE
iusts Koy Bakar dan Pelet Kay EERENINT)
st barang dari Kay, Rotan, Gabss iinnys YTDL T1.12,13.81
INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS T1,72,19,81.52
incuustr Bubur Kertas (Polp] TITBLE
st e T1,12.10.61.62
ncusis Kertas Herhargs 127361
ncuatr Kertas Khusus REREEINS
ndusti Kertas Lainnys PREIIA)
st Kertas dan Papan Kerias T2 5L
ndustrl Kemasan dan Kotal Dart Kertas dan Karton T1.12,15.61.52
st Ketus Tosue RPREXIN]
satrt Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainaya YTDL TR
[NDUSTRI PENCETAKAN DAY REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
3 [industr Pencctakan Umum RIRPRERT) TiT5
435 industr Pencetalcan Kinssus TIT213.81,52
436 [industr Penectakan 3D Printing T
457 [Kegaran Jasa Penvunjang Pencetakan
438 |Reproduksi media Rekaman Suara dan Piranti Lunak TLT279,81.82 e R AL [rimamsstea TR TITRISALE
55 |Reprodulal Vedi rekaman Fim dan Vides
DUSTRI PRODUKSI DARI BATU BARA
390 [industr Produk Dart Baty Bar EIRPRELT
satr Bahan Bakar Dart Pecaurnian Gan Pengiangan
! |uinyak Bums TR
industr Pemb Ciomar T 0B16
3 Minyals Poiumas e T2 T3.8)
TLT273.81,8
GRPRELT)
T1.72.73,81

JARANG DARI BAHAN KIMIA|
hior dan Allal
as Industri

Pigmen

350 _|Industsi Kimia Dasar Anor innya

451 [Industri Kimia Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian

atuk Bahan Baku

[ndustri Kimia Dasar Organik warna

i Warna dan Pigmen

PP Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak
jam dan Batu B

454 |Indunr! Kinla Dasar Ol g Wenghasilon Baban

ndustri Kimis dasar Organ

ik Lainnya
dustri Pupuk Alam] non sinteti Makro Primer
) Tunggal Hara Makro Primer

ik Hara Makro Pri
n Hara Makro Primer

466 _[industri Karct Buatan

367 _[industri Bahan B

8 _|indust

370_|industsi
371_[Industri Cal dan Tinta Cetak
472_|industri Pernis (Termasuk Mastik)

373 _[indust

ndustri Sabun dan Bahan Pemberaih Keperl TIT3B2

Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi

Kosmetik Untuk Hewan

ustri Pereicat Gig
at/Lem
ahan Peledak

inyalk Atsir

dustri Barang Kimia Lainnya YTDL
185 _|indu t &

380 _[Industri Serat Stapel Buatan
INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL

S untuk manus

duk farmasi untuk

389 an Tarmasi untuk hewan
390 ik hewan
391 m subgolongan

bahan balu obat tradisional untuk manus:
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[ndustri produk obat tradisional untuk hewar

[industsi bahan bai obet tradisional untuk hewsn

INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK

[ndustrs Dan Luar dan Ban Dalam

[ndustri Vulianisir B:

[industri Pengasapan Karer

399 _[Industri Remilling Karet

500 [industri Karet Remah Crumb Rubber) R R e ) [y i B aasa] TR
501 [tndustri Barang Dari Karet Untuk Kepertuan Rumah

503 | ndustrt Barang Dar Karet Untult Keperiua industsd TIT3 B
503 |Industri B g Dari Karet Untuk Keperfuan Infrastruktur TILT3,B2

ndustsl Barang Dari Karet Untuk Kesehatan

industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL

indusii X Banginan

ik Untuk Pengemasan TLT3.B2
industri Pipa Plastlk dan Periengk:
industri Barang Plastik Lembaran

industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tdak
Termasuk Fumnitur)

511 |industri B an Teknik/Industri Dari Plastik

srang dan Peral

512_|industri Barang Plastik Lainnya YTDL

INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM

513 |Industri Knca Lemb

514_|Industri Kaca Pengaman

515 [industri Kaca Lainnya

516 |industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kat

Thdustri Alat-Alat
Kesehatan Dari Kac

Rbolatorium N

linis, Farmasi, dan

518 _|industri Kemasan Dari knca

519 |industri Alat Labolatorium Klinis Dari kaca

520 |industri Barang Lainnys Dari Kaca

522 |industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api

523 |industri barang tahan apt dari tanah liat/keramik lainnya

[oxtuustri baty bata dari tanah at/keramik

nah liat keramik

(ndustri genteng dari

an saniter dari porselen

industri bahan bangunan dari tanah lial/ keramik bukan
batu bata dan genteng

‘rumah tanggs dari porselen
ustri perlengkapan rumah tangsa dari Tanah

529 liat/kerumic
w0 [Edusint At Laboratorium Dan Alst Listri Tekoik Dart

Pocseien
w7 |Industnt Barang Tanah Lt/ Keramik dan Porseien Lainnya
331 |Bukan Bahan Bangunan
532 [industri Semen TIT382
533 [industri Kapur LB
534 [industr Gi T1T382
535 inhustsl barang dart semen
536 _[industri barang da kapur
537 industr barang dari semen dan kapur untuk konstruksi T T8
535 |{owhuser barang dar gips Ak KonstraR EIHER )

Industri barang dari asbses untuk keperluan baban
oY e ! 173,82
540  [industri barang dari asbes untuk keperluan industri TIB2
591 Imduistr mortar atau beton siap paical T,
542 [industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lninnys TITB2
v [[oustr Barang Marmer dan Granit Unk Keperiuan
3 _|Ruma Tangen dan Psjangan i

Industri Barang Dari Marmer dan Granit Unfuk Keperh

Bahan B: B2

" [industri Bar

345 |pajangan, dan Bahan Bangunan TIT3,B2
546 (Industri Barang Dari Marmer, Granit, Dan Batu Lainnys LT
537 i an Gallan Bulcan Logam Cainnys VIDL CIRENE)

industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besl

industri Pembustan Logm Dasar Mulia

ar Bulan Bes

industst Penggiingan Logam Bukan B

industri Eictrusi Logam Bukan Best

Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi

indusiri 7 Uranium dan B U

incustrs Pengecoran Bes dan ajs

industri Pengecoran Logam Bukan Besl dan Baja

INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN

PERALATANNYA

Tndustri Barang Dari Logam Bukan Aleminium Sp Pasang A

Untuk Bangunan ALITAALH B2

Industri

rang Dari Logam Al

Fum Siap Pasang Un:

truksi Berat Siap Pasang Dari Bajs Untuk

ZONA BADAN
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Siap Pasang Untuk Konstruksi

industi Tangi, Tand:
industri Generato

Air, dan Wadah
b, Bukan Ketel Pemanas
industri Senjata dan Amunisi

Dari Log

g6 |[ndustsi Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan
jembentukan Logam: Metalurgi Bubuk
so7_|aa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam

dan Barang Dari Logam TIT3,82

568 |Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertani

565 _|[Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
o |Ddustri Alat Potong d
alam Rumah Tang;

1 Perkakas Tangan Yang Digunakan

571_[industri Peralatan Umum

[ndustri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis Dari

aia TIT3,B2
[industri Barang Dari Kawat

[Industri Paku, Mur, dan Baut

Industri Berangkas, Filling Kantor dan Sejenisnya

Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja Dari Logam

Tndustrt Keperluan Rumah Tangga Dart Logam Bukan

Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
578_|industri Pembuatan Profl
579 [industri Lampu dan Logan:

580_[industri Barang Logam Lainnys VIDL
USTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN

581 _[Industri Tabung Elcktronik dan Konektor Biektronik

Industri Semi Kondukror dan Komponen Elektronik Lainnya

ndusinl Komputer dan ] atay Perakitan Komputer
4 _[Industri Perlengkapan Kompuiter

585 _[Industrt Ssmil
86_[Industri Tanpa Kabel (Wireless]
547 _|Industri Kartu Cerdas (Smart Car)
83_[industri Peralatan Komunikasi Lainnya
89 |Industri Televisi dan atau Prrakitan Televist

490 |Industri Peralatan Perckaman, Penerima dan Pengganda

udio dan Vidio, bukan
industi Peral

Televisi
an Audio dan Vidio Elektronik Lainnya

industi Alat
industri Alat
i Alat Ukoor dan Alat Ujl Elektronik
tri alat Uji Dalam Proses Industri
i Alat Ukur Wakiu

industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, P

pan dan

ED) Tkl dan Elektroterapt
99 |Industri Kam kior dan
Perlengkapan:

600 |industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca M

601_[industri Media Magnetik dan Media Optik
INDUSTRI PERALATAN LISTRI]
Industri Motor Listrik

[ndustri Mesin Pembangit Listrik

Indust

ubah Tegangan (Transformator), Penguba

Arus (rectifies) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer}

605 [industri Peralatan Pengontrol dan Pendisribusian Listrik

606 _[Industri Batu Baterai

607 [Industri

608_[Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik

609 _[Industri Kabel Serat Optik

610_|Industri Kabel Listrik dan Elekironik Lainnys

lengkupan Kabel

la Lampu Pijar, Lampu Pene
folet

lator

wng Terpusat dan

ung Gas (Lampu Pembuang Listrik]
Penerangan Untuk Alat Transportast

alatan
peralat

nerangan Lainnys
strik Rumah Tanggs

calutan Elekirotermal Rumah Tanggs
Masak Bukan Listrik

Peralatan Pemanas dan
ang

Peralatan Listrik Lainnya
AN PERLENGKAPAN YTDL

esin Uap_ Turbin, dan Kincir

otor Pembular Dalam

omponen dan Suku C:

industri innya, Kompres:

626 |Indusstri Bearing. Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin

w2y |[maustrt Oven, Perapian dan Tungka Pembakar Scjenis Yang
927 _|Tidak ik
b Oven, Perapian dan Tungis Pembakar Sejenis Yang

Arus Listrik

679_|Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
630 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
31 _[tndustrt

632_|Industri Mesin Kantor dan Aluntans| Elekironlk

3 [industri Mesin Fotocopt
634_|Industri Mesin dan P

i Kantor Lainnya

635 _|[Industri Perkakas Tangan Yang Digerakion Tenagn
e, | oo Uk Pesbuigos, Pebgtren dn
637_[Industri Mesin Tambang

638 _[Industri Mesin Pendingin
639 _[Industri Mesin Untuk Keperluan U Camnya YTOL
630 _[industri Mesin Pertanian dan Kehutanan

ZONA BADAN




No

Kegiatan

ZONA
PERLINDUNGAN
SETEMPAT

641

[ndustrs Mesin dan Prrkakas Mesin Untuk Pengerjasn
Lo

Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Ki

[ndustri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan

%3 |Bahan Bukan Logam dan Kayu
“svs | Industn Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pencgeiasan Yang
Arus Listrik

615 _|Industri Mesin Metalurg:

636 _[Industri Penambang. Penggali, dan Konstrukst

647 |Idustri Mesin Pengolahan Mukanan, Minuman, dan
Tembaksu

638 _[Industri Kabinet Mesin Jahit

Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cucl
Untuk Kepertuan Niaga

an Mesin Pengering

[ndustri Mesin Tekstil

Industri Jarum Mesin Jahit Rajut, Bor

([ndustri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kuli

esin Percetakan

esin Pabrik Keetas

esin Keperfuan Kivusus Lainnys
BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI

Industri Kendarasn Bermotor Roda Empat atau Lebih

Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan

[ndustri Koroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atat
bih dan Industri Trailer dan Semi Trailer

([Industri Suku Cadang dan Aksesar] Kend
Roda Empat Atau Lebih
INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA

aan Bermotor

660_|Industri Kapal dan Perahu

661 [Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung

562_[industri Pevalad ngkapen dan Bagian Kapal
[ndustri Pembuatan Kapal dan Perabu Untuk Tujuan Wisata

69 |Atau Rel

664_|Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta

665 _|Industri Pesawat Terbang dan

666 _[industri Kendarann Perang

667 peda Motor Roda Dua dan Tiga

p7 omponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda
Dua dan Tigs

69 _[Indusiri Sepeda dan Kursl Roda Termasik Becak

[Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk

[Industri Alat Angiutan Lainnys YTDL

Gy
Dari Rotan Dan Ata Bambi

677 _|industri Permata

o7s|Ipdustri Barang Perhiaaan Dari Logam Mulia Untuk
Keperluan Pribads

79 |ndustri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk
Keperiuan Pribadi
industri Barang Peshiasan Dari Logam Mulla untuk

" 3 .

550 |Keperiuan Teknik dan Atau Labolatorium

691_|Industri Perhiasan Mutiara

682 _[Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia

693 [Industri Peehiasan Imitasi dan Barang Scienis

684 [industri Alat Musik Tradisional

685 |Industri Alat Musik Bukan Tradisioan!

686 _|industri Alat Olahraga

687_|industs Alat Permainan

693 _|industr

o =T o, Prrawatan Kedokieran dan
Kedokte

oo |Ddustn Peralatan Kedokteran Gi, Perlengikapan
Orthopacic dan Prosthet

691 [industri Kaca Mata

92 |Industr Peralatan Kedokteran dan Kedokteran G

? |Periengicapan Lainnya

693 [Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengka

694 [Industr Pita Mesin Tulis/Gambar

95 [Industri Kerajinan YTDL

96 |Industri Peralatan untuk Perlindungan Keselamatan

697 [industri Serat Sabut Kelapa

698 [industsi Produksi Redioisotop

699 [industri Fabrikesi Esemen bakar Uranium

700 |industri Pengolahan Lainnya YTDL

REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN

ZONA RUANG.
TERBUKA HWAU

ZONA LINDUNG.
GEOLOGH

20MA

ZONA KAWASAN
PERUNTUKAN
INDUSTRI

20NA
PARIWISATA

Pemakaman

Keunikan Proses
Geologi

! g
NN RERIR

EPRENINE]

T273,81,82
12,13,81,52
T2T3,81.82
T2.13,81.82

T1.T273.81,82
TIT2T381,82
T1T2,73,81,82
TIT2T3 8182

THT2T3,81,82
T1.T2.7T3,81,82
T1T2T3,81,82

T1.T2,T3,81,82
T1.72,73,81,82
T1T2T3,81,82
T1T273,81,82
T1LT2T3,81,82
T1,72,13,81,82

T1,7273.81,82
T1T273.81,82
T1,12,13,81,82
T1,72T3,81,82
TI.12,T3,81,82
TIT2,73,81,82
T1T2T3.81,82

TIT2T3,81,82

TIT273,81,82

ZONA SARANA

PELAYANAN

DAN JASA

20NA
TRANSPORTASI
20NA

LAINNYA
ZONA BADAN




Kegiatan

GEOLOGH

[Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas

No i
Kegiat
1 ]
@
T BA P
701 |Reparasi Produk Logar Siap Pasang Untuk
Tangid, Tandon Air dan Generator Uap
702 [Reparasi Produk Senjata dan Amunisi
703 [Reparasi Produk Logam Pubrikasi Lainnya
704 [Reparasi Mesin Untuk Keperhuan Umum
705 |Reparasi mesin Untuk Keperluan Khisus
706 |Reparast At Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasl dan
706 | pengontrol
707 |Reparasi Peralatan Iradiasi, Elekiromedis dan Elektroterapi
708 [Reparasi Peralatan Fotograf dan Optik
709 [Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
710 |Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
711 |Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
712 [Repurasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung k]
713 [Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
714 |Reparasi Pesawat Terbang.
1 |Reparast Alat Angrutan Lainnya, Bukan Kendaraan
- ermotor
716 [Reparasi Peralatan Lainnys
717 |instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
718 Tenaga Listrik T383 T3.B3 T3.B3 T3B3 T3.B3 T3.83
715 _[Transmisi Tenags Listrik TS B3 S,
720_|Distribusi Tenags Listrik
721 [Penjualan Tenaga Listrik
22 |Pembang, Transmisl, Distribust Dan Penjualan Tenaga
*%_|Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
723 |Pembangiit, Tranamisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik
= _|Dalam Satu Kesatuan Usaha
726 |Pembangi, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Daiam)
Satu Kesatuan Usaha
Distribusi, Dan Penjualan Tenags Listrik Dalam Satu
Kesatuan Usaha
Instalasi Penyediaan Tenags Listrik T3.8B3 13, B3
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik T, EE RS T8
[Axiivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya iE) By
ngadasn Gas Alam dan Buatan
Distribusi Gas Alam dan Buatan
731_|Pengadaan Gas Bio
732_|Pengadasn Usp] Air Pans dan Udara Dingin
733 |Produkst Bs
AR
T34 Penjernihan Dan Penyah ‘Minum 283 i) TS 3, T4, TS5
735 Dan Penyaluran Air Baku T2,83 T2.B3 T2.83 T2B3 T2.83 T2.B3
736_|Ativitas Perunjang Treatment Air 2,
[TREATMENT AIR
737 ampulan Alr Limbah Tidak Berbahaya i)
738 _|Pengumpulan Air Limbah Berbahaya T3
739 |Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
740 _[Treatment Dan Pembuangan Alr Limbah Berbahaye
PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN
LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN
741_|Pengumpulan limbah dan sampah tak berbahays i)
742_[Pengumpulan Limbah Berbahava
a3 |Treatment dan Pembuangan Limbeh dan Sampah Tiak
crhanaya
741 _[Produksi Kompos sampah Organik
745 | Treatment dan pembuang Limbah Berbahaya
746 _[Permlihan Material Barang Logam
747_|Pemulihan Material Barang Bukan Logam
AKTIVIT: 'DAN PENGOLAHAN LIMBAH DAN
[SAMPAH LATNYA
“as|Akiivitas Remediasl dan pengeioian Limbah dan Sampan
Lainnya
onstruksi ung 1481,
onstruksi Gedung TiB102.83
onstruksl Gedung
stk Gedung Perbelanisar
istruksi hung Ke 1,
onstruksi Gedung Pendiikan T4 51.52.83
onstruksi Gedung Peaginaper
onstruksl Gedung Tempat Hiburan dan olahrap
onstrulsl Gedung Lainnya
758 [Jasa Pekerjann Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung T4,81,82.83
[KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
[Konstruel Bangunan Sipi Jamn
Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang. Fiy
dan Underpass
761_|Konstruksi Jalan Rel
762 _|Konst si Terowon; I5
763 |Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase 13 I3 13 v T3 T3 T5
e onstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih T3 T3 T3
pr angunan Sipil Prasana dan Sarana Sistem

ZONA KAWASAN
20NA

Perumahan
Kepadatan Tinggi

Perumahan
Kepadatan Sedang.

= w3 s =)
n n ] n 8
8
T3.T5.83 T3.B3 T3.B3 T3.B3 T3.B3 T3.83 T3.B3 T3.83 T3.B3 T3.B3 T3, T3.83
SRR r1.m98183] a3 mLEs | TiT3ELES
S [71.13,51,82]71,13,80,82
R I e e e ) e ) P e e e L r e W
e |nmsisas| nmeisaes | nassisaes  [TVSEIETISELE] g 1y g gy o TS RLES LIS BLBITLIS BLEAB [y 1y gy g ] TP B2 [TV BLEBl 1y 5y g pg] TS BLEITLIS 810
B 3 B3 3 B3 55
;‘.vnv“l 11.13,81, T1, “B:‘ B2,|T1.73,81,82) “.Tl:l-m-s 71,73,81,82,83] [T1.73,B1,82T1,T3,B1,82]
T,
T
Tt
T3.75, B3
e B s I e
T3.B3 T3.83 13,83 T3.B3 T3.83
YB3 TS
551 EEX) EEX] EEXINE
T3.61 ToB150
T3.81.B3 T3.81.B3 T3.B1,83 T3.B1,B3
T3.B1, T3.B1.B3
1LB3
98183 381,83 381,83 wae [ sem [ sas | s | oess | oess | wees
13 T3 T3 13 T3
T3 T3 T3 T3
il 5 gl
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—
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RTH-T BA Pl w R2 R3 | ) K3
T o e S e -
e
ot Transportasi
T e o P Sumbr B
N
o
78 jangunan Sipil Fasilitas Olah Rage T3, T3.83 T3, T, T,
79 (onstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL T3,B3 T3, T3.B3 T3.84 T3.B3 T3.B3 T3, T3.B3 T3.B3 T3.B3 T3.83 T3.B3 T3.83
52 |Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
785 |Jasa Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipal T3.83 T3.83 T3.B3 T3.B3 T3.83 T3.B3 TI.BI
Sosus
e
B Ok P
=3
e
T
FREDMOABIAR 205 Aot DA TRRPSATAN MBS DAY AsTEOA ROTOR
815 |Perdagangan Besar Mobil Baru | T1.73.81,82,83 T1,T3.81,82,83}
816 |Perdagangan Besar Mobil Bekas | T1,73,B1,82,B3) T1,73,81,82.B3)
817 |Perdagangan Eceran Mobil Baru 71.73,81.82.83 T1.73.81,82.83}
818 |Perdagangan Eceran Mobil Bekas | T1,73,81,82,83| T1,73,81,82,83)
819 |Reparasi Mobil | T1.73,B1,82,83 T1,T3,81,82,B3}
820 |Pencucian dan Salon Mobil | T1,73,81,82,83| T1,73,81,82,83) [ T1.73,81,82,83}
gan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil (T1.T3.81.
: e
: e e
2. eran Sepeda Motor Baru [T1.73,81.82.83}
828 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan | T1,73,81,82,B3)
Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor T1,73,81,82,83] IT1.73,81.82,83
S S BT CRIR
T
o e T
83 Pertanian Lainnys T1,12,13,81,82
| s o W e Do Bl




Kegiatan

2
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.
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Kegiatan 3 3
.
E & gn‘- i;
j H i i
£ i
- ]
RTH-T BA P-1 PTL W R2 R-3
e
el Hewan
e
R Pertanian
2 | periengkapan Lainm
e et S s o ST
Perdagangan Eceran Berbagal Macam Barang yang T1.713,81,82]
919 |Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di T1T3,B1L.B2,83 | T1,13,81,82,83 T1.73,81,82,83 o B3 11113, B1,82,83
920 a Makanan, Minuman, atau Tembakau Bukan di T1.73,81.B2,83 | T1,T3.81,82,83 T1T3,B1,B283 Tl.”ﬁglﬁ’ Tl‘hgl.u

market (Tradisional)

[71.713,81,82,8|

T

ZONA BADAN




Kegiatan

ZONA RUANG

TERBUKA HIIAU
zona
ZONA BADAN AIR

ZONA
FEMBANGKITAN

ZONA
PARIWISATA

Tanaman Pangan  (ZONA

[ TiT2TaTaBy |

TLT2,

No
Perdagangan Eceran Berbagal Macam Barang yan,

921 |Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di
Toserba (Department St
Perdagangan Eceran Ber e

929 |Utamanya Bukan Makanan, Mnuman atau Tembalkau

#? | Barang Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department
tore)

923_|Perdagangan Eceran Padi dan Palawia

924 _|Perdagangan Eceran Buah Buaban

95 iaganga ayuran

26_|Perdagangan asil Peterna

97

=il Perikanan T1T2.73.4.83

T1.72,13.14.83
T1.12,73.74.83

ya TLT2T3.74.83

Beralke

inuman Tidak Beralkohol

Khusus Rokok dan Tembakau di Toko

933 | Perdagangan Eceran Beras

934 |Perdagangan Eceran Rotl, Kue Kering, Seria Kue Basah dan
cjenisnya

935 iagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Guls Merah

936 Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom

937 _|Perdagangan Eceran Daging dan [kan Olahan

938_|Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
erdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan

39 |Ga3 (BBG), dan Liquefied Pertroieum Gas (LPG) di
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan
Udars.
[Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

40 |Ga3 [BBG), dan Liquefied Pertroieum Gas (LPG) Selain di
Sarana Pengisian Bahan Bakar T 5i Darat, Laut,
dan Udai

941_[Perdagangan Eceran s di Toko

942_|Perdagangan Eceran Komputer dan

943 |Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya

Ak (Software]

Alat Telekomunikas.

[Perdagangan Eceran Kiusus Peralatan Audia dan Video di
Toko

948 _|Perdagangan Eceran Tokstil

o4 |Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dart
Tekstil

930 |Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Memjahit

931 Logam untuk Bahan Konstruksi

953 n Bceran Kaca

P n Eceran Geateng, Batu bata, Ubin, dan

Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca

eran Semen, Kapur, Pusir dan Batu

‘eran Bahan Konstruksi dari Porselen.

‘ecan Bahan Konstruks dari Kayu

Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak

[Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan

959 |Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainny;
900 |Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan
Penutup Dinding dan Lantai di Toko
T61_|Perdagangan Eceran Furnitur
o6 |Perdagangan Bceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan
?_|Peralatan Penerangan dan Perlengkapanny
o Fccran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan
Plastik
564 |Perdagangan Bceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan
Dapur dari Batu atau Ta
965 |Perdagangan Eceran B Gan Perlengkapan
Dapur dari Kayy, Bambu atau Rotan
Ferdagangan Eceran Barang Pecah Helah dan Perlengkapan
966 |Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu
atau Rotan
567 [Perdagangan Eceran Alat Muslk
o |Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rum
958 | vangg Lainnya YTDL
560 _[Perdagangan Eceran Alal Tulis Memilis dan Gambar
o7 i Eceran Hasil Pencetalcun dan Pencrbitan
971 |Perdagangan Eceran Knusus Rekaman Musik dan Video di
! [Toko
972 |Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
o7 |Perdagangan Eceran Kiusus Alat Permainan dan Mainan
Anak Anak di Toko
o7 |Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dart
7 _|kertas/Karton
575 |Perdagangan Eceran Paaian
976 |Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kali Lainnya
577 |Perdagangn Eceran Pelengi Pakaian
o7s |Perdagangan eceran Tus, Dompet, Koper, Ransel dan
Scjenisnya
+7o |Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmas untuk
7 _|Manusia di Apotik
o0 |Perdagangan Eccran Barang dan Obat Farmas untuk
Manusia Bukan di Apotik
oo, |Perdagangan Eceran Barang dan Obat Tradisional untuk
%81 |Mamus
987 _|Perdagangan Eceran Kosmetlk untuk Mantsia
oas_|Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmast Dan
“dan Obat Farmas untak
984
s di Apotik
985 _[Perdagangan Eceran Obat Tradisional uniak ewan
980 | Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewsn

Kawasan Peruntukan
Indus

T1.T3,81,82,83

TI,T3,81,82,83

T1,T3,81,82,83

PELAYANAN
uMUM

T1.T3,81,82,83

T1,13,81,82,83

T1.13.81,82,81

TITS B2

TIT3B2
TIT.82
TIT3 B2
TLT3.82
TLTS,

TIT3B2
TIT3B2
TITB2
TITB2
TITs .82
TITS B2
EIRENT)
TIT3 B2
TLTIB2
T1T3,82
TIT3B2
Ti13,82
TLT3B2

TIT3,B2

TIT3,82
TI.T3,82

TIT3 B2

T113,82

Ti13.87
TLT3.B2

TLT3.82
T1L13.62

TLTIB2
TITSB2
TIT3B
TLT382
TiT3.82
TR
T3

LT3 B2
TLT3B2
TLT3B2
TSR
TITa82
TITE
TITB2

TITo82
TL13,82

Hijau

Ruang Terbuka Non

Campura Intensitas
Tinge

Pergudangan

LAINKYA

ZONA BADAN
JALAN




2ZONA
PERLINDUNGAN
SETEMPAT
2ZONA
FEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
ZONA KAWASAN
PERUNTUKAN
INDUSTRI
ZONA
PERUMAHAN
ZONA SARANA
PELAYANAN
uMUM
ZONA RUANG
TERBUKA NON
HWAU
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Kegiatan G
H ! ! ] :
i : g 5
i i i i g :
< g 2 2
i i i i
a H }
RTH-7 BA IK-2 PTL W R2 R3 K2
o7 |Perdngangan Eecran Kimiwus faran Dan Obat Farmas, Alat
"7 _|Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya T1T2,82 TLTIB2
Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya TIT3.82 TLTIB2
989 _|Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya TiL13.82 TLT3,
990_|Perdagangan Eceran Kaca Mata T113.82 T1.T3.82
991 eran Jam T1.13.82 T1.13.82
992 cran Barang dan Perhiasan TITm TR
g0y [Frapegan Becran Pesegiapan engrodars Kendaraon e SR
994 _|Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik TLT382 TLT3.82
995 |Perdagan; Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL 1382 e
26 x;'.‘myuu Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah T 13,82 TLT3.B2
—[Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap
997 _|Puknian Beias PN THiNE
998 |Perdagangan Eceran Barang Perengkapan Pribadi Bekas 113,82 T1,13,82
999 [Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas TILT3B2 TIT3.82
Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas TLTIB2 TL,T3,B2
ce: ng Antik T1.73.82 13,82
eran Barang Bekas Lainnyn T1L13.82 13,82
ceran Hewan Piaraan (Pet Animals) T1LT3.B2 . 13.82
eran k. TLT2TA, T1.13.82 T3,
1005, = eran T1L13.82 13,82
: eran Pa TUngges/ikan dan Fewan
1006 [0 aan TILT3 B2 TILT3 B2
1007_|Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist TLT,
1008 |Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman T1.72,T4.8B3 TL13.82
1009 [Perdagangan Eceran Pupuik dan Pemberantas Ham T1L12.14.83 T1,13.82
1010 |Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tar TILT3.82
1011 _|Perdagangan Eceran Minyak Ta T1L13.82
1012 [Prcdagangan Eceran Gas Eipi Tim.62
1013 |Perdagangan Eceran Bahan Kim T1,13,82
1014 _|Perdagangan Eceran matik/ Penyegar [Minyak Atsiri] TLTIB2 T1T3.82

Prrdagangan Ece: atik/Penyegar

Bahan Kimia, dan Aros
ahan B

1015 |(M Msiri), d akar, Bukan Bahan Bakar TL13.82 T8
untuk Kendaraan Bermotor Lainnya
o |Perdagangan Bceran Barang Kersjinan dan Kayu, Bambu,
1016 | Rotan. Pandan. Rumput dan Sejenisnya 1382 T3 TT3.82
17 |Perdagangan Eceran Barang Kernjinan dari Kuit, Tus
1017 |anduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Di AL RLI2H2 R IREE

1018 |Perdagangan Eceran Barang da TLT3B2 TLT3B2 TLT3B2
1019 |Perdagangan Eceran dari Ker NE T1L,13.82 T1,13.82
1020 |Perdagangan Eceran darf Lukisan T8 EIRERT T8
1021 |Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan lainnya 13,82 T1.13.82 TILT3.B2 T
1022 |Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya TLT3.82 T3 B2
1023 |Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannys TI15,62 ERELT)
1024 [Perdagangan Eeceran Mesin lainnya dan Perlengkapannya TLT3.B2 T T3.R2
Tozs | PerdagAngan Eceran Nt Transportast Darat Toaak Bermmotor P ———
dan Periengkapannya
Tong |Perdagangan Eceran Al Transporiast Ar dan P Py
1077 |Perdagangan Ececan Alat Alat Perianian T, T,
1028 g Eceran Alat Alat Pertukar TLT3.82 TLT3.B2
1oz [Feriengan e K L du Lo P Koo o = i e
1030 |Perdemnean Eccran Kad L dan Los Pusar Komod — — —_—
1091 | eringengan Bceran Kk ima dan Lo Paas Koo s s s
e eran Ko i 6 Lo Pose Koo T T T
— 2 Eceran Kali Lima dan Los Pasar Komodit Ssat S s
Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komodi
1034 | Hasil Kehutanan dan Perburuan 1,182 T T3.82 IR
— [Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komodin
1035 |tunaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya ANIHEL Wi Al
1036 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pa: Ti TLT3.82 T1,13.82
sy |Primemsn B K L s Lo e ol Ko AR Fism HiThEs
] e e v b o B Lo Paenc X TIT3,B2 173,82 113,82
tosp [Pedsgangen Eces dan Los Pasar Tahu, Tempe o S S T
1010 Perdagungan Ecerun Kak L dan Lo Pusar Daging ez TiT02 82
1041 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman T1.13.82 T1.73.82 TLT13.B2
1042 [[Er26mngan Eceran Kok i dan Low Psar ko S Wi T
B e B e e v i e R rimm
[ Perdagangan Ececan Kaki Lima dan Los Pasar Komodit
s Makanan dan minuman YTDL ] i
1635 eran Kali Lima dan Lon Pasar Tekati RINER] T
1046 n TLT3.82 TLT3.B2
1087 Sandal, d Alas Kaki Lainnys TG ALTeR
Toas |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkop T =
Puaian dan Benang
1049 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia T1,13.82 TIT3B2
1050 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pus masi T1,73.82 TLT3.B2
1051 |Perisgngan Eceran KaLima dan Los o i T
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1052 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik TLT3.82 TLT3,
R i Kakd Lima dan Los Pasar Pupuk dan T FTa R
- |Perdogangen Ecorae Faid T fam ov Posar
1054 | Aromatikc/Peavegar (Minvak Atsiri) 113,82 THT3B2 T 1382
[Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kiria,
0ss T3, 13, BeX
108 Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratium dan YBDI \‘II)L TH1%82 T35 TH1.8
1056 [Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata T8 T3 T8
I R e
1058 | Perdagangan Eceran kakd Lima dan Los Pusar Jam EIREN) Ti,13.82
T e N Wi G
I T e e AR
- i Bceran Kald Lima dan Lox Pasar Barang
1061 Pribadi Lainnya T T3.B2 T B2 TIL.B2
Loz [T Ecean Kk i o o P v e e e
o3 |Prragangan ceran Kaki Cima dan Lo Paser Alat dan = T T
Perlengkapan Listik
Perdagngan Eceran K Limadan s PasarBarang Pcah
1064 [Betan dan pmcz.xmm Dapur dari Plastik/Melamin TI,T3.82 THT3.52 ThI,
o |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah
1063 | Betah dan Perlengkapen Dapur dari Batu atau Tanah Liat TLIBI THISE AT
—Perdagangan Fecran Kak Uima dan Lo Prsar Barang dan
1066 [Perlengkupan Dapur dari Kay, Bambu atau Rotan FLIABY T8 TLT,82
Perdagangan Eeran Kk Lima dan Los Pasas Baran Fcah
1067 |Belah dan l’—rlr'\gh\pqn Dapur Bukan dari Plastik, Bat TLT3 B2 TLT3B2 TLTSE2
T b a
=y 2a dan Los Pasar Alat 1,182 TR 13,82
Tous |Perdazangan Ecerun Kaid Lima dan Los Pasar Perlengkapan nE T nhE
Rumah Tanggs Lainnya
s Ku:h:::fl; Dirdig e R 13,82 THTB2 T3
o [Pere dan Los Pasar Alat Tulin
A07L “rmms dm\( LT
o2 |Perdagar Tra dan Cos Pasar Hasl o ey
ey i Bceran Kaki Lima dan Lon Pasar Alat Olahraga e
v K T o o o A oo 5150
1075 [Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantos TR
To7o. |Perapangan Eeeran Raki L dan Lox Pasas Peraiatan T R
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran
e, Karton, Brangdar Kertas, At Tuls-Menuis, A TIT82 T 113,82 T8
bar, Haxil Percetalcan, Penerbitan dan Lainnya
o [T Erean Kk o o o P Barang T1,13.82 T8 113,82
e  Kaki Ui dan Cos Pasar Miainan Anak = e
7080 | Perdagangan Bocvan Kakl Lima dan Los Pasar Luldsan s | TLiE
1081 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup 13 T8
152 |Perdagangan Eceran Kk Lima dan Los Pasar Bahan Bakar
1082 |\ inyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya EL
1083 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Baran 11,82
Perdagangan Eceran Kaid Lima dan Lot P
1084 [ periens pan Rumah Tangga h e
Perdagangan Eceran Kak Lima dan Los Prar Pala
1085 |Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan T8 T8
Pribudi Bekas
I e e e
I e T
T088_|Perdaganagn Eceran Kaki Lima dan Los Barang Lainnya TS,
Perdagangan Eceran Melahui Media Untuk Komoditi
1089 |Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Ko TL,13,82
Alat Labratorium
00 |Perdagangan Bceran Meiahul Media Untuk Komadit Teksti
109 |pvaian, Alas Kaki dan Barang Keperiuan Pribadi FL13,82
Pordagangan Eceran Welaha Media UNK BATang
1090 Jperieng Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur SR ThEE
- n Melahui Media Untuk Barang
193 Tersebut Dalam 47911 §.D. 47913 3,82
03, | S o B e Gt g e R s
Lo [P Eeean s Dsar s o e PR
—— [Perdagangan Bceran Kelling Komood ] Makanan dari Flasl
1095 [pertanian i)
o [Forgangan e ol Komodt Momaran ian
109 Ih(lh.t‘u: i Pengols e
5 i, Farma: e
1098 Pakaian, Alas T1LT3.82
- & Pertenghapan Rumah Tanggn
109 |1an Perlengknpan mpm TI T3 B2
100 [Friseangan Becran Kelng B Baar o Sy e
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Kawasan Peruntukan

Ruang Terbuka Non
Campura Intensitas
Tinge

Perdagangan Eceran Kelling Kertas, Barang darl Kertas,
1101 |Atat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat

Sjinan, Mainan
102
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1103

ik Ba

(1106

[Ti07 s Perbatasan

[0 us Antarkota Dalam Provinal (AKDP]
109 us Kota

us Lintas Batas Negara
s Khusus

s Dalam Trayek Lainnya

s Pariwisats
s Tidak Dalam Trayek Lainnya

elalu Saluran Pipa

n Bulan Bus. Dalam Trayek
i Dalam Provinas (\KDP) Bukan Bus,

Anghcutan Perkotaan Bulkan Bus, Dalam Trayek
[Anglaitan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayel
[Angloutan Darat Khusus Bukan Bu

[Angicutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya,
[ Trayek

Angiutan Taksi TIT3,82,83 TLT2T3.82 TIT2T3.82

Angiautan Sewa TIT3H2,B3 TIT213,82 TIT273.82

Angiutan Tidak Bermotor Untuk Penumg

TLT2T3.82 T1712,73,82

Angiutan Ojek Mot T1.T3,82.83 TLI2T.82 TIT213.82

1125 [Angkutan Darat Wisata TI.T3,82,83 TIT2T B2 TIT27T3,82

[Angicutan Sewa K

us TIT3,82.83 TIT2T382 TIT2T3.82

1127 [Angkutan Darat Lain

Untuk Penumpang TIT2T3,82 TIT2T3,.82

1126 |Angkutan Bermotor Untuk Barang Umun T1.72,13,82 TIT2T3,82

Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus TLT2T.82 TIT273.82

Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum TIT2T3.82 T1T273.82

Angaut

n Julan Rel Perkotaan TIT2T3,82 TIT2T3,82

1132 |Angkutan

n Rel Wisata TLT2T3,82 T112,13,82

dlad|a|ad|d|a|a|d|a|a|d|d|a
d|ad|d|d|a|d|d|a|d|a|d|d|d
d|a|d|a|a|a|d|d|a|a|a|a|a
dl|ad|a|a|d|a|a|d|ad|d|d|d|a

1133 |Angkutan Jalan Rel Latnnya TIT2TB2 TLT213.82

[AnGKUTAN PERAIRAN | T F—— E———— — — ———! S— —— E—

Angicutan Laut Dalam Negeri liner dan Tramper Untuk
Pen

it Pera

ang
Angkatan L
Penumpang.
1136 [Angkutan Lawt Dalam Negerl Unfuk Wisata

an Pelabuhan Dalam Negeri Untul
15 Pelabuhan Dalam Negen Untuk

1137 |Angkutan Laut Dal

geri Perintis Untuk Penumpang

Angiutan Laut Luar Negerl Liner dan Tramper Untuk
Penumpang

[Anglcutan Lawt Luar Negeri Untuk Wisata

Anghutan Lout Dalam Negeri Untuk Barang Ui

Angiutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Ne
arang

ngkcutan Laut

ri Untuk

Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
Dalam Negeri Perintis Untuk Barang
ngcutan Laut Dalam Negeri Pelavaran Rakyat
[Angicutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum
[Angloutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus
Angkutan Laut Lusr Negeri Pelayaran Rakyat

[Angicutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap da
Teratur) untuk Penumpang

Angkutan Sungal dan Danau Tramper | Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang
1150 |Angkutan Sungal Dan Danau Untuk Wisata dan YBOL

1151 [Angkutan Penyeberangan Antarpeovinsi Untuk Pen

pang

Angicutan Penyeberangan Perintis Antarprovina: Untuk

Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota Untuk
[

Antarkabupaten/Kota

Angutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk
Pen

jpang
Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpan
Termasuk nt

Angiutan Sungai dan Danau U
dan/ Atau Hewan

Anghcutan Sungal dan Danau Untuk Barang Khusus
Anghitan Sungal dan Danau Untuk Barang Berb

iegara

k Barang umum

Angkutan Penyeberangs sl Untuk

Barung

Umum Antarprovis

7 Perintis Antarprovinal Untuk

Anglutan Penyeberay
Ba

mm Ants

[Angkutan Penyeber;
Untuk Barang

bupaten/Kota

Angiutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ Kota

163
1163 [Untuk Barang

Angicutan Penyeberangan Urmum Dalam Ka
Untuk Barang

en/Kota
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Kawasan Peruntukan

[Angicutan Penyeberagan Lainnya Untuk Barang Termastk
Antarnegara

|ANGKUTAN UDARA

Angiesas Udarn Fags Dedval Do Negert U
Pen

ue numpang dan Kargn

i Angicatan Usara Ninga Tidak uemm“. ‘Dalam Negeri Untuk
16 5

Penumpang Atau Penumpan ”
Angatan User Kings Bejacl Luar Neger Gk
pang Atau Penumpang dan Ka
mwm, Udara Niaga Tidak Berjadwal Lusr Negerl Untuk
Penumpang Atau Penumpang dan Kargo

70 |Anglcutan Niaga Tidak Becjadwal Lainnya

71 |Angicutan Udars Untuk Olahrags

72 | Angkutan Udars Untuk W

3 [Angkutan Udars Bukan N
74_|An

dars Untuk Penumpang |

1175 [Angkutan Udars Niaga Berjadwal &
Ang
Ca

m Negeri Untuk Cargo

@ Ulara Niaga Tidak Berjadwal D

am Negert Untuk

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo

geutan Udars Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk

T e T 7 B I I I sy S S S S
1179 |Pergudangan dan Pengimpanan TIR2TBLB | T1L1213.8182 TIT23,81.8

1180 |Akivitas Cold Storage T172,73,81,82 [12,13,81, e

2% Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan

= Bumi

rikat
P:numpn'un Minyak dan
[Aktivitas Peayimpanan BI
Fasilitas Penyimp

i Sumber Radisi Pengon

Penyimpanan Yang Termasuk dalam Naturally Occuring
Rudioactive Material (NORM)

1186 _|Pengelols Gudang Sistem Resi Gudang G M I N
1187 [Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya s ""7&‘;"3"” ’"“"""’ T1,T2,T3,74,B1,82,83
1168 | Aktivitas Terminal Darat Tap1B2B3 | 1382 | T1T3.82
1169 [k tasiun Keeeta Apl [Tapimony [ Toms | T R TI.T382
1190 | Aktivitas Jalan Tol I=—m— T1.13.82

1191 [Aktivitas Perparkira

di Badan Jalan (On Street Parking)

Perparkiran di Luar Badan Jatan (Off Street
)

Penunjang Angkutan Darat Lainnya
yanan Laut

a1 dan Danaw

ayanan K Sus

abuban Perkanan
Pengelolaan Kapal
enunfang Angkutan Persiran Lainnys

ctivitas K

201 |Jasa Priayanan Navigas: Penerangan

202 JPen Kargo (Bongkar Muat Barang) m}xmm

203 |Jasa Pengurusan Transportas: (PT) [rirses | Titse: | Timm ]

Aktivitas Ekspedisl Muatan Kereta Apl dan Exkapedial

 Angicutan Darat (EMKA &

i pedies st K (EV

i e eumtae et Uiaes T

Akiivitas Multimoda

1208 |Jusa Patinjang Angktan Udara
asa K Agen Prrkapaian Perusahaan

Priayaran

1210 |Aktivitas Tally Mand

1211 [Aktivitas Perunjang Angiesian Lainnys VIDL

[AKTIVITAS POS DAN KURIR

ondok Wisala
1218 |Penginapan Remaja [Youth Hostel]
Kemahan, Persinggahan Karavan dan Ta

Karavan
Vila

[Aparicmen Hotel
Penyedinan Ako

[Narung Nakan
ecai Maka

Reiionn Vil Keliling/ Tempat Tidak Teta
testoran dan Penyedinan Makanan Keliling Lainoya

1229 [Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)

enyedinan Jass Boga Per
[Bar

Tode Tertentu

ah Malam Atau Diskotek Yang Utamanys Menyediakan

umah Minum ) Kafe
Kedai Mi
mai Kedal OBt Tradiional
Penyediaan Minuman Kelilin

AKTIVITAS PENERBITAN

[Penerbitan Bulas

Fenerbitan Direkionl dan Malling List

Tempat TWak Tetap

[Penierbitan Surat Ksbar, Jurnal, dan Buletin Atau Majalsh
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[Aivitas Penerbitan Lainoys L F

[Penerbitan Pirants Lunak (Sotware]

[AKTIVITAS PRODUKS! GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK S " A — — — — e e — E— S —— — — E— P " — F—

Givitas Produkst Film, Video, dan Program Televisl Oleh

Pemerintal

(Axtivitas Produkal Film, Video, dan Program Televis| Oleh
Sw

asta

Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televist
Oteh Pemerintah

Aktivitas Puscaproduks Film, Video dan Program Televisi
Olen Swasta

[Axtivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh
e

[AKiivitas Distribusl Film, Video dan Program Televisl Oleh
st

Aktivitas Pemutaran Film

[Aktivitas Perekaman Su
Aktivitas Penerbitan Musik dan Buk Muslk

AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN

[Penyiaran Radio Okl Pemerintah

[Penyiaran Radio Oleh Swasts

Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh
[Pemerinta

Axtivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta

Aitivitas Dengan Kabel

Tanpa Kabel

Satelit

Punggglan Premium (Premivm Call

Konten SMS Premium

internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP)

Panggilan Terkelola (Calling Card)

ilai Tambah Telepon Lainnya

[nternet Serviee Provider

jasa Sistem Komunikasi Data

11127562 |
[TL.T2.15.52| 1. T2.75.82|_ TI.T273.82 | T1.12.75.62 |
jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) |T1.72.13,82{T1 T2, | TiT213.82 | 12

asa Interkoneksi Internet (i

[Juss Multimedin Lainnys

kiivitas Telekomunikasi Kivusus Penyiaran

Axtivivas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri

| T2 Tae2 |

[Jasa Jual Kembuli Jasa Telekomunikasi

Akivitas Lainys YIDL

[ TLT273.82 |
[AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER
DA KEGIATAN YBDL

mbangan Vidi Gane
s Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui
i Commerce)

I

Teknotog Biokchain
rhasis Kecerdasan Artifisial

Komputer Lainnya

sultasi Keamanan [nformast

ivitas Penyediann Iaenttas Dig | _mimarses | mimamies |

Tivitas Peayediaan Sertifikat Eiektronik dan Layanan Yang|
Sertifikat Elektronik TLT2T3.82 TLT2 13,82

[Axtivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things
01

[Aktivitas Konsultasi Kormy
komputer Lainnya

+ dan Mansjemen Fasilitas

Axtivitas Teknologi Informasi dan jasa Komputer Lainnya

AKTIVITAS 1A8A iNFORMASI S P IS [ A S ) S—— E e e ——— A—— [—— P I F—m—m—— E S R E—) F— E—— A " A Ay

[Akiivitas Pengolahion Data

[ Aktivitas Hosting dan YBDL

[Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tuuan
Komersial

[Portal Web danatau Platiorm Digital Dengan Tjuan
[Komersial

[Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah | mmame2 | 0 TiTRTe2 |
[Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta | Timme2 | TinTe |
[Aktivitas Jasa Informasi Lainnys YTDL | TimTE | miiae |
P T A I e 5 e s S s A A O

jank Sentral

Umum Konvesional

5k Unum Syariah,

nit Usaha Syariah Bank Umnum

ank Perkereditan Rakvat

ank Pembiayaan Rakyat Syariah

(operasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer]

Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)

[Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)

[Unit Simpan Pinjam Koperass Sekunder (USP Koperast
Sekunder|

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer
(KSPPS Primer)

[Unit Simpan Pinjam Dan Pebiayaan Syariah Koperast Primer
(USPPS Koperasi Primer

[Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder
(KPPS Sekunder)

[Unit Simpan Pinam Dan Pembiayaan Syariah Koperast
Sekunder (USPPS Sekunder

nbags Keuangan Mikro

embaga Keuangan Mikro Syariah

Pecantar Moneter Lainnya

Aktivitas Prrusahaan Holding

2 |Lembags Penjamin Simpanan (LPS]

309
rus, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis
oritas Jasa Keuangan (OJK]
13
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Perusahaan Pembiayaan Ke 13,82
Perusahaan Pembiayaan Syariah 13,82 B2
Jnit Usaha Syariah Perusahaan Pembisyaan T3.82
Pecgadaian Konvensional T3.82
. Svoriah i)
Ot Usaha Syariah Pergadaian 3,82 .82
Prrusahaa Modal Ventura Konvensional 13,82 B2
odal Venturn Syarish T3.02
yariah Modal Ventura 1382
K 13,82
Syaria T382 B2
1324 [Unit Usaha Syariah Penusahaan Pembiayaan Infrastruktur T3.B2 ™82
- [Coyanan Pinjam Meminjem Uang Berbasts Teknoiogl
1 I masi (Fintech P2P Leding) Konvesional Ll 23
o | Lavanon Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknoiog
3% Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah Ve i)
—7|Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang
1327 g, Teknologi Informasi (FintechP2P Lending) 305 A3
1328 _|Lembaga Pembisyaan Ekspor Inde T3.82 o, 13,
1329 |Perusah Pembiayaan Sekunder Pes aban 13,82 T3.82 T3.82
1530 |ltivias Jaa Keusngin iy YTDL. Bulan Ao dan = e
RANSL, PENJAMINAN, REASURANS! DAN DANA PENSIUN. BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
7 X )
suransi Jiwa Syariah B2 B2
[(1335 [Unit Syarinh Asuransi 3 52
334_|Asuransi Unum Kon 52
335 |Asuransi Umum 5,52 B2
336 | Asuransi Syariah Asuransl Unum 82 B2
337 | Perusahaan Penjaminan Konvesional .62 B2
[(1338 [Prrusahaan Penjaminan 7] B2 B2 B2
355 |Unit Syariah Perusabaan Penjaminan .52 B2 .82
340_|Reasuransi Konvesional B2 B2 B2 13.82
341 |Reasuransi Syariah 82 B2 B2 B2 B2
342 .52 B2 B2 | 1382
343 |Perusahaan Penjamin Ulang B2 B2 B2 1382
344 |Perusahaan Penjamin Ulang syariah B2 3, 13, 3,82
395 | Dana Pensiun Pemberl Kerya Konvensional BT B2
(1336 |Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah B2 B2
1347 [Unit Syariah Dana Pensiun Pember: Keq .81 B2
8 _|Dana Pensiun Lembaga Keuangan K« B2 B2
[1545 [Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah .53 B2
[ | AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSL, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN
550 |Burss Efelc
[1351 | Lembaga Kiiring dan Pejaminan Efek 13,82 13,82 13.82 13,82 13,82
1352 mbags Penyimpanan dan Penyelesaian B2 1382 T13.82
353 |Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) 13,82 B2 T13.82 13,82 B2
[(1354 [Penyclenggara dana Perlindungan Permodal (PDPP, T3, B2 3,82 Ta.82 B2
[(1355 |Lembags Pendansan Efek 3.0 B2 T3.82 .82
356 Pasar Altcrnatil T3, B2 T382 | 1382 )
Penyelenggaraan Penawaran Eick melahal Layanan Unin
1357 |Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities. 1382 13,82 T3 B2 T3B2 T3.82
Crowdunding)
1938 |PTslenacaa et Perdaganipn & Psas ol = S = e B
1355 |Bursa Berjangica 502 T35 982 | 382 582
1360 |Lembaga Kliring dan Penjamin Berjangka 13, 13,82 T13.82 T13.82 13,
1361 a Berj ka Pasar Fisik 13,82 13,82 T13.82 13,82 T382
@ “@an Penjamin Berjangka Penyriengzar R S BT T s
e e = — = =
1064 [Fentl Conlrparty Tranaakal Dot S Bugs o =75 = = [ o =
T e i = e T i
1366 |Penjarmin Emisl Eick Underwriter T5.83 T8 T9Bs | 82 582
1367 |Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) 13,82 13,82 T3.82 T3.82 T3.82
1368 |Perusahaan Efek Dacrah (PED) T30 T3.82 1382 13,82 T3.82
Perantara Pedagang Elck Untuk Eiek Utang dan Sulkak (PPE- T s e B
fosirs X . : .
Agen Perantara Prdagang E1ek 502 B3 B2 | TEs
Agen Penjual Efek Relsa Dana (APERD] T, B2 | 82
Gerai Penjualan Efek Reksa Dana 13,82 B2 82| To82 B2
Perusahaan Efck Selain Manajemen Ivestasi Lainnya T3.B2 B2 B2 r3.82 B2
13,82 B2 B2 T3.82 B2
Pedagang Berjangk: 13,82 B2 .82 13,82 B2
1o 13,82 .82 B2 13,82
s Fisile Vomodis 73, T 51
antara Peradagangan Berjangka Komodiil Lainnys ™, B2 | Toes B2
Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) 73,82 73,82 73,82 13,82 13,82
Prnyeienggara Sistem Perdagangan Alternatl ) 52 982 | 82 582
rgeiola Sentra Dana Berjangin TaB) 362 | 1382 ™,
Penes; Berjangka 13,82 13,82 13,82 T13.82 13,82
Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi 13,82 T3.B2 T3.82 [3.82 1382
njang Perdagangan Berjangka Komodil e B e e
13,82 B2 13.82
13,82 B2 T3.82 B2
T3,B) 82| Taea B2
at Efe) 13, B2 3,82
Abli Syariah Pasar Modal (ASPM] ™, 382 | Tom2
itas Pe g Jasa Keuangan Lainnya YTDL T3.B2 T3,82 T3,82 T3.82 T3,82
1391 tivitas Penilai Risiko dan Kerugian 13,82 B2 T3.82 T3.82
[1392 s Penilal Kerugian Asu 73,82 B2 B2 T3,
[(1393 [Akifvitas Aw 3 T30
1394 tivitas Pialang Asuransi 1382
95 [Akuivitas Pialang Reasuranat T,
396 tivitas Agen Penjamin T3.82
7 13,82 B2 13.82 T3,
595 | T3.67 7]
99 13.82 .82 T3.82 T3.82 T3.82
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1401 [Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya T3.R2 13,82 382 T3.82 3,82
| 1302 |Manajer investaat 362 3,
71303 [Mansjer investasi Syariah .82 T3.82 2 T3.82
[ 1904 [Penasihat Investast Perorangan ) .82 B2 ™,
[[1405 [Penasihat Investasi Berbentuk Perusafaan T3.82 T3.82 T3.82 T3.82
[1406 [Axsivitas Manajemen Dana Lainnnya T, 73,82 582 T3,
[ 1407 [Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) 13,82 13,82 T13.82 13,82
[Crios Sister Prmbayaran (1% T, EX)
09 [Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran iE) To.82 B2
1410 (eggatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah 13, 13,82 2 13,
REAL ESTAT
TATT [Real Estat Yong Disilid Sendirl A Disews 503 53 TR
1412 [Poepewiin Venus Peapsienggaraan Akcvicas Hice Dan T1,7273.82 TLT2T3.82 TIT3.B2,83
1413 [Kawasan Poriwisatn
1414 |Kawasan Industr
1315 [Rea Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee] Ataw Kontraic TLTA, 13,82
AS HUKUM DAN AKUNTANSI
6 Pengacara TI12.73.82 21382
417 lonsultan Hukum Tl 13,
418 lonsultan Kekayaan Intelektual T1LT2.73.B2 | T2.73.82
o otaris Dan Priabat Pebuat Akta Tansh
[7520 [Alcovitas Hukum Lainnys TLRD. 1,
a2t s Adountansi, Pembuioian Dan Pemeriies 1 R
[1422 [Aicvitas Konsuitasi Pajalc EIRPHE] XE]
KTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTAST
MANAJEMEN
423 |Akuvitas Kantor Pusat T1LT2) TLT2T3,
ti lonsultasi Pariwisata T1.72, T J3.82
5 (onsulta Transportasi TLT2.73.82 T1.72.13,82 T1.73.82
5 ehumasan 1
7 onsultas: Manajeren ndustrs
% [Aicivitas Konsultasi Mansjemen Lainnva
[AKTIVITAS ARSITEKTUR DA "ANALISIS DAN UJ1 TEKNIS
429 |Aktivitas Arsitektur T1.T2.73.82 T1LT2.7T3.82 T1LT3.82 T1.73.82 T1LT3.82 T1LT3.82
7450 [Akivitas & o+ Konsultasi Telnis VDI
[1931 [Uasa Serifiast
432 [Juss Pengujian Lok
433 [Jusa Inspekal Periodik
34 |Jasa Inapeksi Teknik nstaiaat
35 [Jasa Kallbrasi/Metrolog:
©ena [Ja%a Commissioning Pross T Gualiy Assvirance
) (Qa). Dan Quality Control (Oc)
T57 | Jasa Kiasificasi Kapal LT, 112 T8
1 [ e A Eo it Kbt Do TIT2TIB2 THLT2T3.82 nme | nme: | nwe | nwne
7355 | Analisis Dan Uji Telnis Lainnys
DAN LMy
1440 _|Penelitian Dan limu getahuan Alam TLI2T3, TLT27: TLT3, T1LT3.82 T1LT3.82 TLT3,
1441 [Penclitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa
1442 |Penelitian Dan llmu Kedokteran T1T2.T3.B2 T1.72.T3.82 T3 T3 T3 T3
1343 [Penchitian Dan Bioteknologs ™
1444 [FEneian Dan Pengemoangan i Peranin, Perermaran 5 o oy SRR R 5 5 = o
1445 |Penelitian Dan Pengembangan llmu Perikanan Dan Kelautan ™ TLT219.82 T8 ™ ™ ™ ™
1336 [Peneiiian Dan TiT21582 TRmE i) 5] T i)
Peneiitian Dan Pengembangan llm: Pengetahuan Aiam dan
147 |feknolog Rekayasa Lainnya a
1338 [Penelitian Dan Pengembangan limu Pengetahuar T8 TIT2 1382 I S ) I
[ 7335 [Penciition Dan Tinguist Dan Savira T FPRERT]
[1550 [Peneiitian Dan Agama TLT2 T 11382
[ 1351 |Penelitian Dan Sent T,13.52 T213.82
[ 1452 |Penelitia Dan Pengembangan Psikologi TL J2, 12
[ 7455 [Peneiitian Dan Sejaran Cagar Buday TLRD, 162
1454 [Feneitian Dan Fengemonngan i Peagiahuan Sosial Do iy e = e = =
(AN DAN PENELITIAN PASAR
1455 |Periklanan Tl T 82
1456 _|Penelitian Pasar 13 T1.72,73.82 T1.12,13,82 13 T3 I3 13 T3 13 13 13
1357 | Jejak Pendapat Masyarakat T3 TIT2T3.82 TIT2,T3,82 | S ¢ MY B, S 13 113 T3 I il | N N | 13
[AkTrvITAS ILMIAH DAN TEKNIS LAINNY)
7358 |Aivitas Desain Alat Transportasl Dan Permesinan
1459 [Aksivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Purnitur
1360 [Abtivitas Desain Tekatil Fashion Dan Apparc]
1461 [Aktivitas Desain Industr Strategis Dn Pertahanan
1462 [Aktivitas Desain Alat Komunikas: Dan Elckironika
1363 |Aktivitas Desain Prralatan Olahraga Dan Permainan
404 [/ VRas Desn ok Kesehatan, Rostoe Do
7365 | Aicivitas Desain Pengomasais
1466 Aktivitas Desain Industri Lainnya
Ta67 Seaain Interior T2 TiT213.82 ™ T T T T
1468 desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis T1.T2.73.82 T1LT2.73.82 T3 T3 T3 T3 13 T3 T3 13
0o | Sesain Khusus Filen, Video, Program T, Animasi OB R 5 “ 5 7 pes = & =
1470 Desain Konten Game 172, TLT2,T3.82 T3 13 13 I3 I3 I3 I3 I3
1371 | Aksivitas Desain Konten Kreatl Cainnys T 1.T2.13.62 T iE} T T T3 iE} T T3
1572 | Abctivitas Fotograi T, TLT
1473 = :‘v’;“:ﬂ\nkkuhn Udara Khusus Pemotretan, Survei D: P 5 ™ T4 s T 1 ™ el TIT213.82 TIT213.82
4 tivitas Sertifikasi Profesi Pihak | T1.72.13.82 . T2,T3,B2 13 13 T T3
Sivitas Sertfikas: Profesi Pihak 2 TiT RENET TS
tivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3 T1L.T2,73,82 . T2.7T3.82 T3
tivitas Sertifikasi Personel Independen TLT2 12,7382 13
ivitas Penerjemah Atay Interpreter T2 RENELH] iE]
ivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bit T 127382 T3
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1450 | Activitas Profesional, limiah Dan Teknis Lainnys YTOL
AKTIVITAS
T481_|Aktivitas Keschatan Hewan
[AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSE
Teea |Kias Peayewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Ops]
2 | Mobit, B cjenisnya
Akiivitas Penyewnan Dan Sew Guna Usaha Tanpa Hak Opal
1483 | Atat Rekreasi Dan Olahraga
Taae |AEvitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan
Scjenisnya
Tags |Fktvias pemyewaan dan sewa gun wsaha tanps hak o
Pesta
0 yewnan dan Sewa G
et san Rumah Tan

1487

N

1488 |opsi Bunga dan Tanaman Hins

Ta59 |ivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanps Fak Op
Alat musi

1490 |AKivias Peayewnan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Barang Keperiuan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL
[Aiivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl

1491 [Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Lebih

Ta92 |PEivitas Penyewnan dan Sewa Guna Usaha Tanpe hak Opst
 Atat Transportasi Air

T99 |AKivitas Penyewaan dan Scwa Guna Usaha tanpa ik Opsl
 Atat Transportasi Udara
[Aktvitas Penyewnan dan Sews Guns Usaha Tanps Tk Opsl

494 >

1499 | pvat Transportasi Lainaya

Ta9 |Piitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanps Hak Opst Alat

> |Perckaman Gambar & Editing

Akiivitas Penyewaan dan Sews Guna Tanpe Bk Opsl AleT

19

1496 | 51at Bantu Teknolog Digital

—Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsl ARt

il Kebutuhan Mice

Tao0 | Pivitas Penyewsan dan Scwa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin
dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya

1499 A

yewsan dan Sewa Guna Usaha tanps Hak Opsi
ahan

1500

Aktivitas Penyewas
Mesin Pertanian dan

Usaha Tanpa Hak Opsl

AXiivitas Penyewaan dan §

2 Guna Usaha tanpa Hak Opal

1501 |Mesin dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil
0 itas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Kantor dan Peralatannya
1503 |Aktvitas Penyewnan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin
dan Energ Serta Peralatannya
g, | Peybwear d S i Unabe T Hal Opel

Peralatan dan Barang Berwujud lainnya YTDL

ewa guna usaha tanpa Ak opl |
arya Hak Cipta

eKtun] Propertl, Bukan|

AxTIVITAS
1500 | PFias Penyelcksian dan Pencmpatan Tenaga Kerja Dalam
Nege
1507 |Aktivitas Penyelcksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar
e
T508_|Aktivitas Pener

jpotan Pekerjs Ru

Axtivitas Penempatan Tenaga
vitas Peavedinan Tenaga Ki

aga Kesja W T
r Daya Manusis dan Manajem

Teknik Pemerintah

Teknolog Informas: dan Komunikas

8 Tndustri Kreatif Perme

Puriwisata dan Perhote

Pemerintan

isnis dan Manajemen Pemerintah

ekerjaan Domestik Pemerintah

an dan Perikanan Pemerintah

Pemerintah Lainnya

eknik Swasta

Pelatihan Kerja Teknologl Informasi dan Komunikas Swasta

(erja Industri Kreatif Swasta

Cerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta

erja Bisnis dan Manajemen Swasta

(erja Pekerjaan Domestlk Swasta

rja Pertanian dan Perikanan Swasta

(crja Swasta Lainnya

erja Teknik Perusahaan

rja Teknolog Informas: dan Komunikast

erja Industri Krealif Perusatiann

(erja Pariwisata dan Perhotelan Perusahann

(erja Bisnis dan Manajemen Peruisals

(erja Pekerjaan Domestik Perusahaan

(erja Prrtanian dan Perikanan Prrusahaan

latihan Kerja Perusahaan Lainnys
[AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PERYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINKYA
[Akiivitas Agen Pecjalanan Wisata

[Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus

T53: Vitas Agen Pecjalanan Lainnva
1539 [Aktivitas Biro Perjalanan Wisata

1540 [Axavitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus
1541 |Aksivitas Biro Perjalanan Lainnya

1542 |Jass Informasi Pariwisata

1543 [Jnes Informasi Daya Turik Wisata

[Jasa Pramuwisata
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[Jaza Tnterpreter Wisata
Jusa Reservasi Lainnys YBOI YTDL
X AR DAN PERYELIDIRAR
Aktivitas Keamanan Swasta
Aktivitas Jusa Sistem Keamanan
Acivitas Penyeldik
AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN
Aitivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilites
Ativitas Kebersihan Umum Bangina
& sihan Bangunan Dan indsutr Lainnys
Aitivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAMA LAINNYA
Adminitrust K
<o |Aktvitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas
5% [Khusus Penunjang Kantor Lainnya
1557 [Aksivitas Call Centre
155 [J5 Penyenggara Periemuan, Feraianan Tseni
[Konterensi Dan Pameran (Mice)
o - N T1,73,74,81
559 |Jasa Penyelenggara Event Kivusus (Special Bven
1559 |Jasa Penyeleng Khusus (Special Event) s
1550 |Aktivitas Debi Coliection
i nbaga Pengeiola Informan Perkredltan
[Aivitas Pengepokan
Akivitas Jasa Penunjang Usaha Lamnnya YIDL
[AD { PEMERINTAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJID
7561 |Lemboga Legilatit
o
1566 |Lembaga Exsekutif Keuangan, perpajakan dan Bea Cukai
Lembags Exseiil Perencanaan
15cs [Lembegn Femerinah Non Kementin Dengan Tuges
155 [Kegintan Adminisirast Pemeriniah linnys
1570 Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan
1571 [Administrusi Pelayanan Pemerintah bidang Kesehatan
1572 Feiayanan Pemerintah Bidang Perumahan
. Pelayanan Pemerintah Bidang Kescjohtraan
Sosoal
1574 |Administras! Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamann
1s7s | Mministras Pelayanan Peamerintah Bidar
aidet) K i/Olahraga
Ta70 |Administras Playanan Pemeriniah Bidang Lingingan
idup
Administrasi Pelayanan Pemerintah bidang Sosial Lainnya
Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan dan Kebudaynan
1578 |Keginton lembagn Pemerintah fidang Pertanian
Kegiatan lembags Pemerintah bidang Pertambangan dan
Bidang Prrindustrian
o+ [Kepatan Lembaga Pemerintahan Bidang komunikas dan
138! |informatika
1552 [Kegatan Lembags Bidang Konstralcl
1585 [ Lembags Femersahan BidangPerdagangan 6o
T84 | Kegiatan Lombags Pemerintahan Bidang Perhubungn
1585 |Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjoan
<66 [Ketittan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan
1388 | Efesiensi Produksi dan Bisnis Lainnya
TS57 [ubungan Liar Negerd
Prectahanan dan Kemanan
7588 |Lembaga Pertahanan dan Angicatan Berscnjara
1589 [Angkatan Darat
159 [Angkatan Udara
1591 [Angkatan Laut
etertiban dun Kemanan Masyarsical
1557 [Kepolisian
1595 [pectahanan Sipi
1594 |Lembaga Pengadiian
1595 |Badan Nasional Penanggiangen Bencans Dan Femadarm
7% |Kebakaran
1596 |Jaminan Sosial Wajih
Pendidikan Dasar] Tidaiyah Pemerintah RANEREAIN)
1598 |Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiysh Pemerintsh T1,73.T4,81,82,83
1599 |Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta T1.T3.T4.81,82 B3
1600 |Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta T1.T3.T4,B1,82 B3
1601 _|Pendidikan Taman Kanak Kanak Pemerintah T1.T3T4,B1.82,
nidikan Taman Kanak-Kana Swasta) Ravdara]
1600 | Fyuinn Tyemses Kanal K T1T3.T4,81,82,83
7603 | Peadidikan Kelompok Bermain RIRERCRINCS
1604 _|Pendidikan Tan n Anak T1T3.T4.81.82,
1605 _|Pendidikan T: Kanak Luar Biasa T1.T3.T4 81,82,
1606 [Pendidiican Anak U nis Cainnya T113.14.61.62.83
1607 |Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain T1.73,74,81,82.83
1608 |Satuan Pendidkan Kerjasama Taman Kanak-Kanak THLTITB1,B2.BY
1609 |Satuan Pendidkan Kegjasama Pendidikan Dasar T1,13,74,81,82,83
Toro | Satan Pendidikan Rerjasama Pendidican Menengah IR
T611_|Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud AL Quran RERERIAT
Satuan Pendidikan Muadalah) Pendidiian Diniyah Formal
1612 [2o G Sdalah/PenNiow Dintmh T1,T3.74,81,82,83
T e
1614 |Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula T1,T3,74,81,82,83
1015 [Fotuan Fnditkan Fsarren Fnglajan Kiab Ko P
1616 _|Satuan Pendidikan Keay aan Anak Usia Dini T1TI.74.B1,82,
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T1L.T2,73,82 T1.72,T3.82
T1T2.73, T1.127382
TiT2.T, TLT2T382
TLT2T382 TLT2T38)
T1.72.73.82 T1LT2.73,82
TLT2, T2 362
T1.72.73,82 T1.72,13.82
T T2, TLT2.T3.82
T1LT2.73.82 T1T2.T3.82
T1.72.73.82 T1.72.T3.82
TLT2TI82 1271382
TIT2T3.82 T1T2T3,82
Ty EERERENE]
TL12T3.82
T1.72, T1.T2.T3.82
TL.72.73.82 T1T2T3.82
T1.72.73.82 T1.T2.T3.82
11721382 TLT2T3.82
T1.72.73.82 TLT2.T3,82
1T, TT2T3.82
TIT2TIE2 TIT2TI.B2
EERPREN) EIRFNENT]
TLT2 13,82 TLT2T3B2
T1.1273,82 TT2T3.82
TLT2,73,82 T1.T2.713.82
RERED TLT2TS,
TT2T,B2 TLT2,T0.82
Tii213.82 EIKPRENT]
TLT27T3,82 TLT213.82
TLT27T3.82 T1T2T3.82
TLT2TI.82 TIT273,82
TLT2,73.82 T1,12713,82
TLT2,13.82 TLT2T3.82
TLY2,T3,B2 TLT213,82
J2.13.82 J2.13.82
J2.T3.82 J2T3.82
T2T0.B2 RENERE]
| T2.T3.B2 .72,T3.82
J2,73.82 J3.82
T2.T3.82 RENERT)
J2.73.82
127382 TaTBY
T2,3,82 T,
121382 12,13.82
TLT213.82 TLT213.82
T2, TRPRED
EIRPAENE) IRPHENE]
T2 T8 TIT273,82
T1.72.73.82 TLT27T3.82
T1.T2,73.82 T1LT2.T3.82
TLT2T3.82 T1T2T3.B2
T1,1279,82 TLT2,73,82
T, EIRPRENTY
T1.T2,13.82 T1T273.82
TLT2.T3, T1.T2T3.B2
TIT2T3,82 TLT2.T.B2
T1,12,13,82 T1.12,13.82
TIT2T3,82 TIT2T3,82
T1T2,13,82 TLT2T3.82
T1IT213.82 TIY2,13.82
T1LT2.73.82 TLT2T3.B2
T1.T273,82 TIT2 B2
TLT2,73,B2 TLT2T3.82
TILT2,73,82 TLT2, 13,82
TIT2T3,82 TIT2 13,82
TLT2.73, T1LT213.82

DAN JASA

w2
T3.82 B2
T3.82 T3.B2
T3.82 T3.82
T3.82 B2
T3.52 T3.52

iattst




Kegiatan

ZONA BADAN AIR

No
Kegiat

1617 |Satuan Pendia =

1618 [Setuan Pend san Menengah Pertama

1619 [Pendidian Aliyah Pemerintah

1620 |Pendidikan h Swasta

—_|Pendidikan an Dan Teknis/Alyah

162! |ejuran Pemerintas

1622 [Pendidikan Menengah Kejuruan /Aliyah Kejuruan Swasta
1623 |Satuan Pendidikan Keriasama Pendidikan Menengah Atas

Satuan Pendidikan Kerasama Pendidian Menengah

o2 5@ X: Pendidikan Meneng;

To2s |5etuan Penddidikan Muadaiah/ Pendidikan Diniyah Formal
2 lua

1626 |Satuan Pendidikan Pessntren Pengkaian Kitab Kuning Ulya
127 |Fotan Pendidikan Muadalah Westha Dan Ulya

638 [Satuan Pendidikan Keagamaan Menengsl

629 [Pendidikin Ting Akidemik Pemerintah

630 |Prod g ok Dan Profesi Pererintal

631 |Pend

632 |Prnd

an Lainnya Pemerintah

Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal

> hesantren Lainnya
T maan tslam Non Formal
642 [Pendidi gamaan Lainnya YTDL
643 |Jasa Pendidikan manajemen dan Perbankan
e [ Pl Voot (s Fbrman s
1645 [Pendidikan Bahasa Swasis
1636 [Pendidikan Keschatan Swasta
1647 |Pendidikan Bimbingan Belajar dan konseling Swasta
P Tesawat dan jasa Angkutan Udars Kbusus
1548 | pendidikan Awak Pesaw
1619 |Pendidikan Teknik Swasta
1650 [Pendidikan kerajinan dan Industry
1651 [Pendidikan Linnya Swasta
1652 [Kegiatan Penunjang Pendidikan

| AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA

Ktivitas Rumah Sakit Pemerintah

ik Dokier Spesialis

vitas Gigl

tivitas
Kesehatan

1663

1664

1665

1666

Aktivitas Angkutan Khusus Pengangiutan Orang Sait
(Medical Evacuation)

AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI

Axtivitas i Dalam Panti Untuk Perawatan Dan
Pemnulihan Kesehatan

1667

Ativitas Sosial Di Dalam Panti Uniuk Peaysndang
Disabilitas Geahita

Ativitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang,

1668 | Disabilitas Laras
Akiivitas Sosial DI Dalam Panti Untuk Korban Penyalah
1669 [Gunaan Narkotika, Alkohol, Prikotropika Dan Zat Adiktif
Napza)
o [t Pemerintan DI Dalam Panti Untuk Lanjut
1670 |
usia
1671 [Axtivitas Sasial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia
1o72 |PKtvitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang
72 |Disabilitas Netra
5 | Aktivitas Sosial DI Dalam Panti Untuk Penyandang.
167 | Disabilitas Daksa
—a |AXtivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Peayandang
197 | Disabilitas Rungs Wicarn
1675 [Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah
1676 | Aktivitas Panti Asuhan Swasts
1677 | AXtivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Berhadapan
Dengan Hukum
1678 |Aktivitas Sosial DI Dalam Panti Untuk Bina Remaja
1679 [Aktivitas Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak
1680 [Axtivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Warita
1681 [Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis
1652 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnys YTDL
A3 'AS SOSIAL TANPA AKOMODAS!
Ativitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut
1653 |usia Dan Penyandang Disabilitas
L64 |AXtvitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia
Dan Penyand oiitas
1685 |Aktivitas Sos 3 Keistoman
1686 | Aktivitas Sosial Dana Lainnya
1687 |Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainany Yidi
1688 | Aktivitas Sosial Swista Tanpa Akomodas! Lainnya Vel

|AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS

ZONA
FEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
ZONA KAWASAN
PERUNTUKAN
INDUSTRI
20NA
PARIWISATA

Kawasan Peruntukan
Industri

Perumahan
Kepadatan Sedang.

RINERL
TLIT

71.T3.T4.BLB:
T1,T3.19,B1.82,83
T1,T3.T4,81.82,83
T1,T3.74,81,82,83
T1,T3,74,81,82,83
T1,T3,74,81,82,83

T1.T3.74,81,82,83
TLTITH,B1B2,63

T1T3,T4,81,82,83

T T3.74B1B2.83
T1,13,74,81,82.83

[ 1138182 |
T1,T3T4,81,82,83

[T reL82.60 |

TLT3.T4.81.82 B3

"3

TLi2T382

T1.12,73.82

TLI2,73.82

T1.12,73.82

TLT213.82

TILT213,82 TLT213,82

T1T2,73,82 TIT2T3.82

TLT2T3,82 TILT2TI82

TLT2T3.82 TIT2T3.82

TLT2T3.82 TLT2T3.82

TLT2T3,82 TIT2 13,82

T2T382 T2T362

12,713,82 12,13,82

T2,T3.62 RENENCE]

12,713,862 12,1382

T2.T3.82 12,1382

[T2.73,82 T2.T3.82

72.73.82 T3.73,82

72.13.52 T2.73.82

12,7382 13,82

[ 12,13,82 T2,13,82

T2.T382 12,7382

[T2,13,82 T2.13,82

12.713.82 T2.73,82

T2.T3,82 T2.73.82

T2.73.82 127382

12,139,682 T2.73.82

TIT2T3.82

TLIZ1382

TI12.T3.82

TILT2T3.82

TIT2T3,82 TLT2T3.82

TLT2T3.82

TLT2T3.82

TILT2T3.62

TLT2T3.82

B1B3
T3,B1B2
T3.B1,82
BLBI
.T3.BLB2
BLED
13,5162
BLBZ
B1LB2
TLT3,81,82

TI13.81,82 TI13.81,83
T1T3.61,62 TIT3.61,62
TLTIBLEY TIT3.81,82
T1.73.81,82 THT3B1,B2
TIT3,81,82 THT81,82
TLT3,81,82 TI,73,81,82
TLT3.B1,B2 T1,T3.81,82
T1T3.61,82 T113,81,82
TIT3B1,B2 T1,T3,B1,82
TIT3,B1,82 TIT3.81,82
T1LT3.81,82 TI,73,81,82
TLT3,B1,B2 T1T3.81,82
TLT.BLB2 T1.13.81,82
TLT3.B152 TLISBY,

T1,T3,81,82 T1T3,81,82
T1LT3.81,02 TIT3.81,82
T1LT3.B1,82 T1.73.81,82
TLT3.BLEZ TIT3.81.82
TIT3.BLB2 T1T3,81.82
TIT3.81,82 TLT381

TLT3.BLB2 TIT381,82
TLT3.B1,82 TI,T3.81,82
TIT3.B1,82 T119.81,82
TLT3.61,82 TILT3,81,82
TLTB1B2 T1T3,81,82
ERERIN TIT38182

PELAYANAN

DAN JASA

ZONA

PERKANTORAN
20NA
TRANSPORTASI
20NA
LAINKYA




Kegiatan
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RTH-T | LoE-3 | BA P-1 PTL w "2 R
1689 |Aktivitas Seni Pertujukan TLTS,
1690 |Aktivitas Penunjang i Pertunjukan T1,73.82 13,82 T1.T3.82
1691 _|Pelaku Kreatil Seni jukan TLTS, I3, TLT3,
1692_|Pelaku Kreatif Seni Musik T1.13,82 J3.82 T1.73.82
1693 |Aktivitas Pelaku Kreatif Se TL13, T3, 1
1694_[Aktivitas Penulis dan Pekerja Sas T1T3.82 J3.B2 T1.7T3.82
1695 |Jurnalis Benita Independen T1T3.82 13, T1.T3B2
1696 |Aktivitas Pekerja Seni dan T1L13,82 TI.82 T1,13.82
1697 |Aktivitas Impresariat Bida TLT3.B2 TLT3.B2 T1LT3,B2
1698 |Aktivitas Operasional Fasilitas Seni TLT3.B2 T1.T3.82 T1.T3.B2
1699 |Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya TH,T3.82 T1,13,82 T1.73,82
[ |FERPUSTAKAAN, ARSIP. WUSEU DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA
Sstaiase dat Aip Pemeriitas TiE
Perpustakaan dan Arsip Swasta TLTS
fusetm Yong Dicicla Pemeriniah
e Vaog Dikicia Swaeta
Peninggeian ScjarahCagar budays Yang DIIcln
1705 [Peninggatan Scjrai/Cagar bdaya Yang Dikclol
1706 |Taman Budaya T1.T3.T4.81.B2.B3
1707 |Wisata Budaya Lainnya T1LT3.T4,B1.82
1708 [ Taman Konservosi DI Luar Habitat At (Ex 51
{1705 |Taman Rasional
710 [ ama s Reys
; o Wisais
7 arpacarws
T
s
it Ko o Lo
[AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN
Alvias Perjudion dan Pertaruban
AKTIVIFTAS OLAHRAGA DAN REKREASY LATRWYA
‘asilitas Stadion 13, B2
‘asilitas Sirkuit 13, B2
‘asilitas Gelangan /Arena T3.82 B2
‘asiilitas Lapangan 13,82 .B2
asilitas P itness Center 13,
chqoiacs Fegtits Gk Sxterrs Tm
[ Sepak Bota 13,82
O olf T3.82
[ lenang T3.82
m S
linju 13,82 .82
= e i n, s,
ebugaran; Filness dan Dinaraga ™,
M = 550
I lahraga Lainnya 73,82 T,
[(1734 [Promotor Kegiatan Olahra 1,
ragawan, Juri, dan Wasit Profesional T3.00 73.82
O ktivitas Perburuan
indan Regulasi dan Ligs Olahrags 13,82 13,82
Liitas Olabragn Tradisiona! 5 T
3 itas Lainnya Yang Berknitan Dengan Olahrags 5, T3,
Ta1 | Aiae Tamees errems A Taman Tiburas Taimmys
:'Es.‘m Petualangan Alam iNEY LT3 TLT3 TLT3.4.82, TLTI
5 Jantai TL.T3 TLT3 TLT3
TLT3 TLTS TLT3 1734, T1LT3
B2.B3
LT3
T3
T TLT3
T3 TLT3
T3 13 TLTS
[(1755 [Wisuta Tirta Luinnya T3 TLTS
1756 [Kiub Matam
757 [Kareote
(758 Jusaha Arers Permmainan
755 Tomsotox
e P — B
[ARTIVITAS KEANGGOTARN GRGANISAST
1761 |Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha T1.72.T3.82 TI.T2.T3.82
o s =
1763 [Aktivitas Organisasi llmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi TI72,13.82 TIT2,T3.82
7ot R Crpmniseal B
1765 _|Aktivitas Organisasi Keagamaan T1.72,73.82 T1LT2T3.82
1766 _|Aktivitas Organisasi Politik T1.72, T1.T2T3.82
1767 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Yidl T1.T2.73.B2 TLT2.T3.B2
REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEFERTUAN PRIBADI DAY PERLENGKAPAN RUMAN TANGGA
Spacasi Koaupuier Da Paraiaten Séjesiony
Reparasi Peraatan Komunikasi
Reparest Al Ala Blekronile Konumes
Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah
e
Reparas: Al Kakl B Barang Dart Kl
Beparasi Pursibur Dan Paienghapes sl
Abtivits Vermalc Pakaian
Reparasi Barans Rumah Tanggs Da Prbedl aineys
Aktivitas Pangkas Rambut T1LT213, T1.1273.82
Akiivitas Salon Kecantika 1112, T1.1213.82
[Rumah Pyat T1.T2,T3.82 T1.72.T3.82
Aktivitas Spa (Sante Par Aqua) T1LT2.73. TLT2.TS,




Kegiatan

Kegiatan

Tinge)

Kawasan Peruntukan
Ruang Terbuka Non

Menengah/Sedang
Pergudangan

Campurn Intensitas

Campuran Intensitas

[Aiiivitas Kebugaran Lannya
[Aktivitas penatu
[Axsivitas pemal

E

remaoun skt . ' ' ! ! ' | | | | |

e P e S e Ko o o]

S
By

AS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI | Seeee———— = s— ]2 o—_ | w—— | > w—— ]

Klasifikasi I : merupakan kategori kegiatan dan pengginaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zana yang sesuai dengan rencana peruntulan Ruang

Klasifikasi T: merupakan kategorl kegiatan dan penggunsan lahan yang di
Klasifikasi T1 : yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00 WITA sampal dengan pukul 24.00 WITA

Kiasifikasi T2 : yaitu Pembatasan keglatan hanya untuk kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan keeil serta industri yang memerlukan baku khusus dan/atau proses produksinya memertukan lokasi khusus dalam Zona/S
Klasifikasl T3 : yuitu pembatasan intensitas mengurangj koefisien dasar bangunan (KDB) minimal § (lima) persen dari aturan dasar; dan

Klasifikasi T4 : yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan penambahan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 50 persen; don

Klasifikasi TS : yuitu pembatasan kegiatan untuk kepentingan umum

asi dengan ketentuan

B : merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan
khusus mengingat Pemanfuatan Ruang tersebut memiliki dampak yang besar bag lingkungan sekitarnya. Adapun kiasifikasi B sebagai berikul

Kiasifikast X : merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitamya.



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU
TAHUN 2025-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA

BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB)

. 10%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB)

maksimum 0,1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

luas kaveling minimum -

=]Ae

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter

o |»

garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = '
rumija

2. Rumija > 8 meter = 2
rumija + 1

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

= oo

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan sirkulasi pejalan kaki;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; dan
menyediakan papan informasi.

oo T

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) 30%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 0,3
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter

garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+1

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan tempat duduk pengunjung;
menyediakan sirkulasi pejalan kaki;

menyediakan jalur jogging track;

menyediakan hidran;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan listrik;

. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk
difabel,;

j. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul,

PR 0 R0 o




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

PBTR

dan pos pemadam kebakaran.

menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung;
menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala/langgar; dan
menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan,

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 80%
maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 0,8
maksimum
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) -
minimum
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
I
a. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;
b. menyediakan jaringan air bersih;
c. menyediakan jaringan drainase;
d. menyediakan jaringan listrik;
e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
f. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk
difabel,;
g. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul,;
h. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala/langgar;
i. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
j- menyediakan fasilitas kantor pemakaman; dan
k. menyediakan fasilitas keamanan berupa pos jaga.
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 5%
maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 0,05
maksimum
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+ 1
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
I

menyediakan penerangan;
menyediakan signage;
menyediakan jaringan air bersih;
menyediakan jaringan drainase;
menyediakan jaringan listrik; dan

;O Q0 TP

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan.




Zona Lindung Geologi dengan kode LGE

Sub-Zona Keunikan Proses Geologi dengan kode LGE-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) 10%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 0,1
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter

garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = Y2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+1

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jalur pejalan kaki;

menyediakan papan bicara/papan informasi,

menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul,
menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
menyediakan pos jaga; dan

menyediakan menara pengamatan.

moa0 o

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) 10%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 0,1
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter

garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+1

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jalur pejalan kaki;
menyediakan papan bicara/papan informasi;
menyediakan pos jaga; dan

menyediakan menara pengamatan.
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Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) -
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) -
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) -
minimum

jarak bebas antar bangunan minimal -




Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. menyediakan papan bicara/papan informasi;
b. menyediakan pos jaga; dan
c. menyediakan menara pengamatan.

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 20%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 0,2
maksimum
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

C
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = %%
rumija
2. Rumija > 8 meter = %
rumija + 1
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
menyediakan jaringan irigasi,

menyediakan sumber air bersih;

menyediakan jaringan listrik; dan

menyediakan gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan
pertanian.
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Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 20%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 0,2
maksimum

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = %
rumija

2. Rumija > 8 meter = %

rumija + 1

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jaringan jalan lingkungan untuk jalan produksi;
menyediakan jaringan irigasi;

menyediakan sumber air bersih;

menyediakan jaringan listrik; dan

menyediakan gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan
perikanan.

Pas o




Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 60%
maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 1,8
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = %
rumija
2. Rumija > 8 meter = -
rumija + 1
c. | jarak bebas antar bangunan minimal S meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a. menyediakan buffer zone;
b. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul;
c. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
d. menyediakan jaringan air bersih;
e. menyediakan jaringan listrik;
f. menyediakan jaringan telekomunikasi
g. menyediakan bak sampah dengan pemilahan;
h. menyediakan hidran kebakaran;
i. menyediakan fasilitas pos jaga; dan
j. menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
e. | koefisien dasar bangunan (KDB) 70%
maksimum
f. | koefisien lantai bangunan (KLB) 3,5
maksimum
g. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
h. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = %
rumija
2. Rumija > 8 meter = -
rumija + 1
h. | jarak bebas antar bangunan minimal 10 meter
i. | jarak bebas samping (JBS) minimum 5 meter
j. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas
pendukung (lampu jalan dan jalur hijau) serta ramah terhadap

penyandang disabilitas;

menyediakan buffer zone;

menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;
menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul;
menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi

menyediakan bak sampah dengan pemilahan;

menyediakan hidran kebakaran;

menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala;

m. menyediakan fasilitas kantin/pujasera;

n. menyediakan fasilitas toilet umum,;
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Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

o. menyediakan fasilitas pos jaga;

p. menyediakan halte angkutan umum; dan

q. menyediakan ruang terbuka hijau.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB)
maksimum

60%

koefisien lantai bangunan (KLB)
maksimum

2,4

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

40%

luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

16 meter

oe R0

garis sempadan bangunan (GSB)
minimum

1. Rumija < 8 meter = 72 rumija
2. Rumija > 8 meter = %2 rumija +
1

jarak bebas antar bangunan minimal

Al

jarak bebas samping (JBS) minimum

®

jarak bebas belakang (JBB) minimum

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a.
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. menyediakan lokasi perdagangan untuk wusaha mikro,

menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas
pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan
jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas;

menyediakan tempat duduk pengunjung;

menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel,;
menyediakan jalur jogging track;

menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul,
menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi

menyediakan bak sampah dengan pemilahan,;

menyediakan hidran kebakaran;

kecil, dan
menengah;

menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala;

menyediakan fasilitas kantin/pujasera;

menyediakan fasilitas kios cinderamata;

menyediakan fasilitas berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan
anak yang kuat dan aman;

menyediakan fasilitas toilet umum,;

menyediakan fasilitas pos jaga;

menyediakan fasilitas gazebo;

. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung;

menyediakan shelter bus wisata,;

. menyediakan halte angkutan umum,;

menyediakan ruang terbuka hijau; dan
menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan
pariwisata.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

L]

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB)
maksimum

80%

koefisien lantai bangunan (KLB)
maksimum

3,2

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

20%

luas kaveling minimum

100 m?

=1isie

Ketentuan Tata Bangunan




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

o |p

garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = 2 rumija +
1

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -
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I | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan hidran kebakaran;
menyediakan akses pemadam kebakaran;
menyediakan lebar jalan dan pedestrian;
menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan drainase;
menyediakan jaringan air bersih;
menyediakan jaringan listrik;
menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
menyediakan jalur evakuasi bencana;
menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana;
menyediakan ruang terbuka hijau;
menyediakan ruang terbuka non hijau;

. menyediakan fasilitas peribadatan;
menyediakan fasilitas pendidikan;
menyediakan fasilitas kesehatan;
menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa;
menyediakan hidran kebakaran kebakaran; dan
menyediakan shelter angkutan umum.
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum 150 m?

II | Ketentuan Tata Bangunan

a.| ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1. Rumija < 8 meter = %%
rumija

2. Rumija > 8 meter = 2

rumija + 1

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan hidran kebakaran;
menyediakan akses pemadam kebakaran;
menyediakan lebar jalan dan pedestrian;
menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan drainase;
menyediakan jaringan air bersih;
menyediakan jaringan listrik;
menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
menyediakan jalur evakuasi bencana;
menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana;
menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
menyediakan ruang terbuka non hijau;

. menyediakan fasilitas peribadatan;
menyediakan fasilitas pendidikan;
menyediakan fasilitas kesehatan;
menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa;
menyediakan hidran kebakaran kebakaran; dan
menyediakan shelter angkutan umum.
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Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) 60%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 2,4
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = Y2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = %2 rumija +
1

jarak bebas antar bangunan minimal -

oo

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

IT

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jalur pejalan kaki;

menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana;

menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;

menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
. menyediakan Ruang Terbuka Hijau;

menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

menyediakan shelter angkutan umum; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) 70%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 2,1
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

luas kaveling minimum -

II

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter

o

garis sempadan bangunan (GSB) minimun 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+1

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -
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Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jalur pejalan kaki;

menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;
menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

. menyediakan jaringan listrik;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana;
menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

1. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
m.menyediakan Ruang Terbuka Hijau;

n. menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita,;

menyediakan shelter angkutan umum; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruan
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 80%
maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 1,6
maksimum
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = %
rumija
2. Rumija > 8 meter = -
rumija + 1
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a. menyediakan jalur pejalan kaki;
b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran;
c. menyediakan jaringan jalan;
d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
e. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;
f. menyediakan jaringan drainase;
g. menyediakan jaringan air bersih;
h. menyediakan jaringan listrik;
i. menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
j- menyediakan sistem peringatan dini;
k. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana,;
1. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
n. menyediakan fasilitas peribadatan;
o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
p. menyediakan shelter angkutan umum; dan
q. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 90%
maksimum
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 1,8
maksimum
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimun 1. Rumija < 8 meter = % rumija
2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+ 1
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jalur pejalan kaki;

menyediakan hidran kebakaran kebakaran;
menyediakan jaringan jalan;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
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Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

menyediakan sistem peringatan dini;

menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;

menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
. menyediakan Ruang Terbuka Hijau;

menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 30%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 0,3
maksimum

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal S50%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
minimum 2. Rumija > 8 meter = %2 rumija +
1

jarak bebas antar bangunan minimal -

oo

jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan jalur pejalan kaki;

menyediakan hidran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

menyediakan sistem peringatan dini;

menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;

menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait;
. menyediakan fasilitas peribadatan berupa musala;

menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

menyediakan shelter angkutan umum; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 80%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2
maksimum

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = '
rumija




Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

2. Rumija > 8 meter = 2
rumija + 1

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

o a0

jarak bebas belakang (JBB) minimum

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir

menyediakan jaringan jalan;
menyediakan jalur pedestrian,;

0 po o

(tiga puluh sampai enam puluh) meter.

menyediakan jaringan drainase;
menyediakan jaringan air bersih;
menyediakan jaringan listrik;
menyediakan telekomunikasi;

menyediakan sistem peringatan dini;
menyediakan parkir kendaraan;
menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan tempat bongkar muat;
menyediakan tempat sektor informal,
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menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

menyediakan shelter angkutan umum; dan
menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruan

koefisien dasar bangunan (KDB)
maksimum

70%

koefisien lantai bangunan (KLB)
maksimum

2,1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

30%

luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

12 meter

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

1. Rumija < 8 meter =
rumija

2. Rumija > 8 meter = 2

rumija + 1

jarak bebas antar bangunan minimal

Al

jarak bebas samping (JBS) minimum

jarak bebas belakang (JBB) minimum

ITI

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir;

menyediakan jaringan jalan;
menyediakan jalur pedestrian;
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(tiga puluh sampai enam puluh) meter;

menyediakan jaringan drainase;
menyediakan jaringan air bersih;
menyediakan jaringan listrik;
menyediakan jaringan telekomunikasi;

menyediakan sistem peringatan dini;
menyediakam parkir kendaraan;
menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan tempat bongkar muat;
menyediakan tempat sektor informal;
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menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;

menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;




Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

s. menyediakan shelter angkutan umum; dan
t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) 70%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 2,1
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter

garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = %
rumija

2. Rumija > 8 meter = 2
rumija + 1

jarak bebas antar bangunan minimal -

oo

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir;
menyediakan hidran kebakaran kebakaran;
menyediakan jaringan jalan;
menyediakan jalur pedestrian;
menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga
puluh sampai enam puluh) meter;
menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan jaringan drainase;
menyediakan jaringan air bersih;
menyediakan jaringan listrik;
menyediakan jaringan telekomunikasi;
menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
menyediakan sistem peringatan dini;
. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
menyediakan parkir kendaraan;
menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
menyediakan fasilitas peribadatan;
menyediakan tempat bongkar muat;
menyediakan tempat sektor informal,
menyediakan shelter angkutan umum; dan
menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

et

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruan

koefisien dasar bangunan (KDB) 60%
maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) 1,2
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter

garis sempadan bangunan (GSB) minimum| 1. Rumija < 8 meter = -
rumija

2. Rumija > 8 meter = 2
rumija + 1

jarak bebas antar bangunan minimal -

oo

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir;

menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan jalur pedestrian;

menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga
puluh sampai enam puluh) meter;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
menyediakan sistem peringatan dini;

. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
menyediakan fasilitas peribadatan;
menyediakan tempat bongkar muat;
menyediakan tempat sektor informal;
menyediakan shelter angkutan umum; dan
menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 70%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 2,8
maksimum

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimun 1. Rumija < 8 meter = 2 rumija
2. Rumija > 8 meter = 2 rumija

+ 1

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir;

menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan jalur pedestrian,;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

menyediakan sistem peringatan dini;

menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan tempat bongkar muat;

menyediakan shelter angkutan umum; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 70%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 2,8
maksimum

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimun 1. Rumija < 8 meter = %2 rumija
2. Rumija > 8 meter = 2 rumija
+1

jarak bebas antar bangunan minimal -

oo

jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir;

menyediakan hidran kebakaran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan jalur pedestrian;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

menyediakan sistem peringatan dini;

menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan tempat bongkar muat;

menyediakan shelter angkutan umum; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.
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Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) 70%
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) 2,8
maksimum

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

a
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimun 1. Rumija < 8 meter = % rumija
2. Rumija > 8 meter = %2 rumija +

1
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 8 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 5 meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan lahan parkir;

menyediakan hidran kebakaran;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan jalur pedestrian;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;
menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi;

menyediakan signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
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Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

menyediakan sistem peringatan dini;

menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

menyediakan fasilitas peribadatan;

menyediakan tempat bongkar muat; dan

menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.

A=

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Q) |

koefisien dasar bangunan (KDB) -
maksimum

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) -
maksimum

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimun -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

PO T =20

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

menyediakan hidran kebakaran,;

menyediakan jaringan jalan;

menyediakan penerangan jalan,;

menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan jaringan air bersih;

menyediakan jaringan listrik;

menyediakan jaringan telekomunikasi; dan

menyediakan signage/penandaan/reklame/rambu-rambu mitigasi.
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI MARUSU TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
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